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For the last decade, how as most countries in this world, Indonesia’s
Government has already placed tax Sector as a main source of state’s revenue. It
can be seen in tax revenue role in supportixg APBN financing that always increase
from year to year. Despite of tax revenue tend to increase by the year, even tax ratio
still have low rate generally, the government recommended to hold a Tax Amnesty
program wherein the regulation have provised by constitution itself.

Tax provision applied in the analysis is a presidential decree number 26 year
of 1984, execution regulation which had been based on execution of Tax Amnesty
policy year of 1984, RUU Draft of Tax Amnesty 2001 and RUU Draft of Tax Amnesty
2005. The research method applied in this paper is decriptive — analytic, wherein
technique data collecting is by study bibliography and study field.

Based on this research, it is clearly shown that RUU Draft of Tax Amnesty yet
still have no comply the important principles in tax collecting, particularly equality
bases, certainty, and productivity revenue. In the long run, Tax Amnesty that
constantly incurred has a negative influence against tax acquirement. When Tax
Amnesty applied often, the principle factor of acquirement that decrease is the
downward against Tax Revenue.

In the view of tax above the government is suppose to postpone Tax Amnesty
execution earlier. While they should totally make a review of the Amnesty accurately,

maturely, and all over, either of regulation and technical executional, by taking notice
of Tax Collection Principles.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai Negara berkembang, saat ini Indonesia tengah berupaya
keras melaksanakan pembangunan di berbagai bidang secara terus menerus
dan berkesinambungan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945, penyelenggaraan pembangunan nasional harus bermuara pada
terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sumber pembiayaan pembangunan
yang besar dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu
pemerintah berupaya mencari sumber-sumber penerimaan baik yang berasal
dari dalam negeri maupun luar negeri. Ada berbagai sumber penghasilan
suatu Negara (Public Revenues), antara lain:

1. Kekayaan alam

2. Laba Perusahaan Negara

3. Royalti

4. Retribusi

5. Kontribusi

6. Bea

7. Cukai

8. Pajak
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Dewasa ini hampir seluruh Negara di dunia telah mengakui bahwa
pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan Negara,
dan bahwa pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah.
Disamping itu, pajak sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal (fiscal
Policy), telah dijadikan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan-tujuan
dibidang ekonomi, budaya, dan sosial.' Hal tersebut merupakan realisasi dari
fungsi budgeter dan regulerend pajak. Maka tidak mengherankan, kalau
hampir semua Negara terdapat pungutan yang namanya pajak.

Dalam dasawarsa terakhir, sebagaimana kebanyakan Negara didunia
ini, pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor perpajakan sebagai
sumber utama penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam peranan
penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat, seperti

yang terlihat pada tabel |.1 dibawah ini

! Safri Nurmantu, Dasar-Dasar Perpajakan, (Jakarta: Ind-Hillco, 1994), hal 7.
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Tabel 1.1
APBN Tahun 2002 - 2006
(triliun rupiah)

Ll

Uraian 2002 2003 2004 2005 2006
(PAN) | (PAN) |(APBN-P)|(APBN-P 2)| (APBN)
1 Pendapatan Negara dan Hibah 298,8 3414 403,8 516,2 625,2
- Penerimaan Perpajakan 210,1 2420 279,2 3476 416,3
- Penerimaan Bukan Pajak 88,4 98,9 123,8 161,4 205,3
- Hibah 0,1 0,5 0,7 7.2 36
? Belanja Negara 322,2 376,5 430,0 5424 647,7
- Belanja Pemerintah Pusat 2240 256,2 300,0 392,8 4276
* Pembayaran Bunga Utang 89,9 65,4 63,2 59,2 | 76,6
* Subsidi 40,0 439 69,9 1219 79,5
- Belanja Daerah 98,2 120,3 130,0 1496 220,1
3 Keseimbangan Umum (23,4) (34,4) (26,3) (26,2) (22,4)
4 Surat Utang Negara 650,0 624,0 621,0 620,0 n.a.
i5 Utang Luar Negeri (USD milyar) 1313 135,4 137,0 134,9 n.a
- Pemerintah 745 | = 809 80,7 78,3 na.
- Swasta 55,2 51,9 52,9 52,4 na.
6 PDB Nominal 1.897,8 2.086,8 | 2.303,5 2.636,5 3.040,8
7 Surplus(Defisit) APBN/PDB (%) | (1,4) 1.7 (1,1) (1,0) ©0,7) !

Sumber: www.depkeu.go.id

Dilihat secara nominal, jumiah penerimaan pajak dalam tiga tahun

terakhir menyamai total

penerimaan pajak selama sepuluh

tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukan kepada kita bahwa peranan pajak akan

semakin menentukan bagi jalannya roda pemerintahan di masa yang akan

datang, sebagaimana tersaji dalam tabel 1.2 berikut ini.
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Tabel I. 2
Penerimaan Perpajakan, 1989 - 2005
(Miliar Rupiah)
Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan
A:;:::n Tira—— PDB" Rasio
PPR” PPN PBB” | Cukai | Pajak Bea Pajak (%)
Lainnya | Masuk Ekspor
1) @ ()] (4) (5) (6) [U) (8) (10) (1)
REPELITA V
1989/1990 57548 59061 604.4 14822 1911 18022 1733 18,084.1 148,101.8 109
1990/1991 82500 81192 7858 17998 2165 27998 w8 220109 172,8403 127
19911992 97270 9.1459 9444 19150 2088 28711 171 249193 200,702.1 124
199211093 125163 | 107423 1,106.8 22418 2524 3233 88 30,0915 236,644 4 127
19931994 147589 13845 1484 5 26258 W34 3,555.3 137 35,8651 308,184 4 1e
REPEUTA W
1994/1995 187641 | 165448 18473 31533 019 3,900.1 1305 44,4421 365,750.9 122
1095/1996 210120 | 185194 18939 35027 as28 30924 1881 48,6863 433,104 112
1996/1997 o821 | 203512 24132 42628 590.7 25879 810 573399 511,654 12
199711998 343883 25,1988 26409 51012 4778 29987 1285 709342 633,520 5 n2
1098/1999 55944 3 278032 35852 1.71329 4130 2,056 46302 102,394 4 9476598 108
19992000 727200 | 330870 4,073 103812 6109 41770 8586 1259510 | 1,138,158 1.1
2000" 570730 | 352318 4.456.1 1120686 8367 6,697.1 1.2 1159125 971,5026 e
2001 4570 | 559570 68625 17,394,1 13839 9.025.8 5412 185,540.9 | 1,467,654.8 126
2002 1018735 | es1s30 7877 23,1886 1,469.3 10344 4 2310 2100875 | 16105650 130
2000 1150156 TT.0815 10,905.3 22712 16543 10884 6 2296 242,048 2 1,786,600 9% 135
(APBN-P)
mm 129676 | 882727 8.030.7 27610 16140 11,6360 352 27121751 1,999,663 97 136
Sementara)
2005
(RAPEN) 1418585 | oesze4 | 1027122 | 2msms 2,000 12,0178 3448 2075100 | 2,187.57352% | 138

1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas
2) Sejak TA 1996/1999 termasuk BPHTE
3) Sejak TA 1980/1990 — 1998/1999 PDB Non Migas, TA 1999/2000 — 2004 PDB Total

4) Angka Perkiraan

5) Disesuaikan dengan kiasifikasi baru
6) Periode 1 Apnil sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)
Sumber: www.depkeu.go.id

Perkembangan penerimaan pajak yang tiap

meningkat tidak terjadi begitu saja. Berbagai upaya

tahunnya semakin

dikedepankan oleh

pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus semakin

tinggi dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi yand
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bertanggung jawab atas pengamanan penerimaan Negara dari sektor
perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal
Pajak telah menyusun rencana jangka panjang untuk tahun 2001 sampai
dengan tahun 2010, yang sasarannya adalah ekstensifikasi dan intensifikasi.
Yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah meningkatkan jumlah wajib
pajak ber-NPWP, sedangkan Intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan
penerimaan dengan menggali objek pajak yang belum dikenakan pajak
melalui pemeriksaan.

Secara umum, hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia sekarang
dilakukan berdasarkan self assessment system. Sebelumnya sistem
pemungutan official assessment pernah dilaksanakan di Indonesia sampai
pada tahun 1967. Dimana inisiatif dan kegiatan dalam penghitungan dan
pemungutan pajak sepenuhnya atau sebagian besar ada pada fiskus.?
Sistem demikian itu baru akan membawa hasil bilamana aparatur fiskus, baik
kualitas maupun kuantitas, sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan.
Sedangkan sistem semi self assessment diterapkan bersama-sama dengan
sistem withholding pada tahun 1968 sampai tahun 1983.

Penerapan kedua sistem ini pada masa tersebut dikenal dengan
sebutan tata cara MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dan MPO (Menghitung
Pajak Orang) dimana besarnya angsuran pajak ditentukan oleh waijib pajak

yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan,

? R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar limu Hukum Pajak (Bandung: Eresco, 1990),
hal. 66.
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sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan
kemudian oleh fiskus.

Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah
full self assessment system. Dalam pelaksanaan sistem tersebut
dimasyarakat, ternyata terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan
fungsi pembinaan dan pengawasan oleh otoritas perpajakan menjadi tidak
maksimal. Banyak faktor yang perlu mendapatkan perhatian serius dari
pemerintah agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Bila dicermati,
sistem self assessment yang baik memerlukan kesadaran dan kepedulian
yang tinggi dari masyarakat Wajib Pajak sebagaimana yang sedang
digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini. Menurut Norman D
Nowak, setidaknya terdapat tiga pilar yang harus dibangun oleh pemerintah
agar masyarakat sadar dan peduli terhadap pajak yang pada gilirannya akan
sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak.

Pertama, sistem perpajakannya itu sendiri. Sistem yang baik adalah
yang mudah, murah dan sederhana. Kedua, masyarakat Wajib Pajaknya
sendiri. Agar sistem self assessment berjalan dengan baik, dibutuhkan
masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian membayar pajak yang
tinggi. Ketiga, berhubungan dengan aparat pajaknya sendiri. Dengan sistem
perpajakan yang baik dan masyarakat yang sadar dan peduli pajak tanpa
dilkuti dengan aparat pajak yang profesional, sulit rasanya mewujudkan

pemungutan pajak yang berhasil. Jadi ketiga pilar tersebut baik sistem, Waijib

Pajak maupun aparat pajaknya harus memenuhi standar kualifikasi yang

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



baik. Bila tidak, maka implementasi pemungutan pajak tidak akan berhasil,
karena ketiganya tidak bersinergi dan bahu membahu menyukseskan
pemungutan pajak.*

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem self
assessment di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Meskipun
penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat, namun secara umum fax
ratio di Indonesia masih rendah yaitu sekitar 13,2%. Untuk menyiasati kondisi
tersebut, pemerintah mengusulkan mengadakan program Pengampunan
Pajak (Tax Amnesty) yang pengaturannya ditentukan melalui undang-undang
tersendiri. Masyarakat yang selama ini belum atau kurang patuh dalam
membayar pajak diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan
membuka lembaran baru ke depan. Yang lalu biarlah berlalu sehingga tidak
ada penipuan atau penggelapan pajak lagi di antara Wajib Pajak dengan
aparat pajak. Untuk itu masyarakat harus membayar uang tebusan kepada
Negara melalui Pengampunan pajak ini.

Dengan mengajukan pengampunan pajak berarti Wajib Pajak sudah
bertobat untuk tidak melakukan pengurangan atau penggelapan pajak
kembali. Asumsinya pengampunan pajak ini tidak menciptakan moral hazard
bagi masyarakat Wajib Pajak untuk mengurangkan atau menggelapkan

pajaknya dan kemudian mengikuti pengampunan pajak. Setelah

* Pernak-pemik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, Majalah Indonesian Tax
Review Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 4.

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



pengampunan pajak pun, masyarakat Wajib Pajak juga memiliki kesadaran,
kepedulian dan kepatuhan yang meningkat.

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ini dimaksudkan sebagai pangkal
tolak yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan
sebagaiman mestinya, sehingga pemerintah dapat melaksanakan
pengawasan yang berkelanjutan atas pemenuhan kewajiban perpajakan.
Masalah pengawasan sangat penting artinya di dalam setiap kegiatan yang
dilakukan karena dengan pengawasan diharapkan akan dapat dicapai hasil
yang maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Simbolon dimana
pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara
berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumn),ra.4

Demikian juga dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak
dalam usaha untuk mencapai tujuan yaitu semakin meningkatkan kepatuhan
wajib pajak yang selanjutnya diharapkan semakin meningkatkan pula
penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan hal ini dapat sekaligus untuk
menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan pembangunan.

Ketentuan perpajakan Indonesia, memberlakukan self assessment
system sebagaimana tersirat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor
6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16

tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Unsur yand

* Maringan Masry Simbolon, Dasar-Dasar Admini ' i
: ' o ministrasi dan M ;
Ghalia Indonesia, 2003), hal. 62 AORISIT a0
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paling utama dalam menunjang keberhasilan penerapan Sistem Self
Assessment adalah adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajibannya, oleh karena itu usaha-usaha merangsang tumbuhnya
kesadaran harus selalu dilakukan. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan
dapat memupuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan waijib pajak sulit untuk diukur, tetapi dapat dilihat
melalui indikasi tertentu, antara lain tingginya persentase Wajib Pajak
terdaftar yang aktif, tingkat realisasi penerimaan dibanding rencana, volume
pemeriksaan yang semakin sedikit, serta tingkat kepatuhan pengisian SPT
secara benar.

Dengan adanya rencana pemerintah untuk mengadakan
pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan
efektivitas pembayaran pajak karena daftar kekayaan wajib pajak makin
akurat. Pengampunan Pajak idealnya akan dijadikan sebagai titik nol bagi
Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak dalam memulai kewajiban
pajak baru secara benar, apa adanya bukan karena ada apa-apanya.

Disamping itu, Pengampunan Pajak akan memberikan kepastian
hukum atas asal harta yang diperoleh Wajib Pajak dari sudut pandang hukum
perpajakan dan hukum lainnya. Wajib pajak yang melapor untuk
mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan

laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan
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dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun
terhadap wajib pajak.’

Kesempatan mendapatkan pengampunan pajak diberikan kepada
semua orang pribadi atau badan usaha, baik yang telah terdaftar sebagai
wajib pajak maupun yang belum pernah mendaftarkan diri pada kantor
Inspeksi Pajak. Keberhasilan pelaksanaan Pengampunan Pajak akan sangat
tergantung pada kepatuhan dan kejujuran masyarakat Wajib Pajak dan
seberapa jauh akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi dari
berbagai pihak terutama perbankan. Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak
tidak akan mudah dibohongi oleh masyarakat dalam penghitungan pajaknya.

Besarnya potensi penghasilan yang lolos dari sistem perpajakan,
merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak Negara menerapkan
program pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa
harus menambah beban jenis pajak baru. Pengampunan pajak
memungkinkan Negara mengambil kembali pajak yang hilang, dengan
memasukkan penyelundup pajak ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Mengingat bahwa program ini sangat signifikan bagi pelaksanaan hak
dan kewajiban perpajakan masyarakat di masa yang akan datang, maka
perlu dilakukan pengkajian secara seksama. Pemerintah tentu tidak
mengharapkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak

nantinya justru menimbulkan masalah tersendiri, baik dibidang perpajakan

5 = .
Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, (Jakarta: Prim m Grafika,
1992), hal.35.  ( - Prma Kampus
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maupun dibidang lainnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan
masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN

PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK *

B. Pokok Permasalahan
Dalam skripsi ini, penulis akan memfokuskan diri dalam membahas
dan menganalisa mengenai hal-hal berikut :
1. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan
Pengampunan Pajak?
2. Apakah Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan kebijakan yang tepat
dalam meningkatkan penerimaan pajak?
3. Apakah kebijakan Pengampunan Pajak dapat dijadikan upaya dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan Pengampunan Pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan
Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan

Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
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D. Signifikansi Penelitian
Ada 2 macam manfaat penelitian yang diharapkan dapat digali pada
penelitian ini, antara lain :

1. Signifikansi Akademis atau Teorities, penelitian ini dibuat untuk
memperluas pengetahuan dan pengalaman penulis tentang kebijakan
Pengampunan Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan waijib pajak.

2. Signifikansi Praktis, Penelitian diharapkan dapat memberi saran serta
masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap perumusan
kebijakan Pengampunan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara untuk dapat memahami objek yang
dibahas. Oleh karenanya pemilihan suatu metode haruslah memperhatikan
dan menyesuaikan objek yang bersangkutan.
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini penulis
mencoba menggambarkan secara jelas mengenai tujuan dan manfaat dari
kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia terutama implikasinya terhadap

kepatuhan wajib pajak.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang

dirumuskan oleh Norman K. Denzin:

“The word qualitatives implies an emphasis on the qualities of entities
and on processes and meaning that are not experimentally examined
or measured (if measured at all) in terms of quantity, amount, intensity,
or frequency. Qualitative researchers stress the socially constructed
nature of reality, the intimate relationship between the researcher and
what is studied and the situational constraints that shape inquiry. Such
researcher emphasize. The value-laden nature of inquiry.®

Dari penelitian ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran

secara jelas mengenai rencana pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak

di Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan tipe penelitian dan agar tujuan dari penulisan skripsi ini
dapat tercapai, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui cara,
antara lain :
a. Studi Kepustakaan; yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku,
majalah-majalah, skripsi-skripsi dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan skripsi. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis

dalam merumuskan permasalahan, serta menentukan arah dari

penelitian, serta bagaimana menganalisnya.

® Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Sage

Publications, Inc. International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks
“London” New Delhi.
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dan informasi
b. Studi Lapangan; yaitu dengan cara mengumpulkan data

serta wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang

berkompeten salah satunya dengan Kasub Dit Peraturan Perpajakan di

Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kismantoro Petrus, yang juga salah

' ntuk lebih
seorang dalam tim penyusun RUU Pengampunan Pajak, u

memahami situasi dan kondisi serta untuk mencari kejelasan atas data-

data tertulis yang kurang dipahami.

G. Sistematika Penulisan
Agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok
dengan lebih mendalam dan mudah diikuti maka penelitian ini disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,

pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian

metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kajian literatur

yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
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BAB IlI

BAB IV

BAB V
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran
umum Pengampunan Pajak serta perkembangan rancangan

undang-undang Pengampunan Pajak.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Dalam bab ini penulis akan membahas serta menganalisis

mengenai kebijakan Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan
berdasarkan temuan-temuan dalarn penelitian yang disesuaikan
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan
mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat
dipergunakan sebagai masukan yang positif dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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BAB I

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Pajak

Berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, berikut paparan
konsep dan teori mengenai pajak.

Rochmat Soemitro, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas
Pajajaran, Bandung, merumuskan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan
kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah
berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”’

P.J.A Adriani merumuskan :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan)
yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut
peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”®

C.F. Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah: a compulsory
contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the

public powers.®

’ Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (Bandung:
Eresco, Cetakan ke 1X, 1979), hal. 23.

® R. Santoso Brotodiharjo, Op.cit, hal. 2.
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Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang

serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi
individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment.
Untuk mengoptimalisasikan pemasukan dana ke kas negara melalui
pajak, terdapat beberapa faktor penentu sebagai berikut : '
a. Falsafah Negara
Negara yang mempunyai ideologi yang berorientasi kepada kepentingan
kesejahteraan rakyat banyak, akan mendapat dukungan dari rakyatnya
dalam bentuk pembayaran pajak. Negara yang demokratis akan selalu
memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut menentukan jumiah
pajak yang akan dipungut dalam periode tertentu. Rakyat yang secara
sadar diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai
kebijaksanaan negara akan ikut berpartisipasi pula dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Indonesia yang berideologi Pancasila menjunjung

tinggi hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak dan kewajiban

° C.F. Bastable, Public Finance (London: cetakan ke-3, 1993), hal. 263.

1% Siti Resmi, Perpajakan: Teori & Kasus, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003),
hal. 2.
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untuk membayar pajak. Penempatan hak dan kewajiban perpajakan

sedemikian rupa ini diharapkan akan menimbulkan kegotongroyongan

nasional untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

. Kejelasan Undang-undang dan peraturan perpajakan.
Undang-undang dan peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan
sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik
bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak, akan menimbulkan kesadaran dan
kepatuhan perpajakan yang sekaligus akan memperlancar arus dana ke
kas negara.

. Tingkat pendidikan penduduk / Wajib Pajak.
Secara umum dapat dikatakan, bahwa makin tinggi pendidikan wajib
pajak, maka makin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan
perpajakan. Wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan
termasuk memahami sanksi administrasi dan pidana fiskal, diharapkan
akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi di lain pihak tidak
semua orang yang mempunyai pendidikan tinggi mempunyai moral yang
baik, masih banyak di antaranya yang melakukan tax evasion
(penyelundupan pajak).

. Kualitas dan kuantitas petugas pajak.

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang

dan peraturan perpajakan. Petugas pajak atau fiskus yang profesional

tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan wajib

I gafri Nurmantu, Op.cit, hal.29-31.
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pajak. Fiskus yang profesional akan konsisten menggali obyek-obyek
pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Di
samping tingkat intelegensia yang tinggi dan cerdas, fiskus juga harus
mempunyai sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi.
Selanjutnya kuantitas fiskus yang sesuai dengan volume pekerjaan yang
makin meningkat, akan ikut memperlancar arus dana masuk ke kas
negara. Kuantitas fiskus yang berlebihan akan menimbulkan kesulitan
dalam optimalisasi penerimaan pajak. Jumiah petugas yang memadai dan
berkualitas akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan peralatan yang

cukup seperti komputer dan alat komunikasi.

B. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, dikenal prinsip yang dikemukakan oleh

Adam Smith yang dinamainya The Four Maxims'? dengan uraian sebagai

berikut :

1. Equality

Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing
hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang
dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah
perlindungan pemerintah (asas pembagian atau asas kepentingan).
Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan

diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama

12 R, Santoso Brotodiharjo, Op.cit, hal. 27.
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wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Prinsip keadilan
merupakan suatu hal yang mutlak diperiukan.

2. Certainty
Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain). Dalam
asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang
mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai
waktu pembayarannya.

3. Convenience of Payment
Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak
hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak,
yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang
bersangkutan.

4. Efficiency
Prinsip efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya
dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan

melebihi pemasukan pajaknya.

C. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 jenis

fungsi yaitu : "
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1. Fungsi Budgeter

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.
Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak
seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. Fungsi
budgeter ini berlaku baik penerimaan pajak pusat dalam APBN, maupun
untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD. Tujuan secara budgeter

yaitu supaya terdapat posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang

berimbang (balanced-budget).
2. Fungsi Regulerend
Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas
Negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk
mengatur (regulating/regulerend) guna mencapai tujuan-tujuan tertentu
yang telah dtetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pajak tersebut tidak

terlepas dari kerangka teori fungsi-fungsi ekonomi yang harus

dilaksanakan oleh Negara.'

' Imam Wahyutomo, Pajak, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1994, hal.7.
“ Haula Rosdiana, Pajak : Teori dan Kebijakan, Depok : Divisi Administrasi Fiskal,
Pusat Kajian limu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2004, hal.32.
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Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:™

. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi
transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka
tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mabhal
harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak
berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah.

. Tarif progresif dikenakan atas penghasiian, dimaksudkan agar pihak
yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi
(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan
pendapatan.

. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga
akhirnya dapat memeperbesar devisa Negara.

. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri
tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-
lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri
tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.

. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang
diperoleh  sehubungan dengan transaksi dengan anggota,

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

15 Siti Resmi, Op.cit, hal. 3.
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f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing

agar menanamkan modalnya di Indonesia.

D. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam menetapkan jumiah pajak terutang, terdapat tiga sistem
pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut' :
1. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar.
Contohnya : Di Indonesia yang menggunakan sistem ini adalah Pajak
Penghasilan Orang Pribadi dan Badan
2. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang
kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang. Ciri-ciri sistem Official Assessment :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di
tangan fiskus;
b. Wajib pajak bersifat pasif;

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

'8 John Hutagaol, Kapita Selekta Akuntansi Pajak, Jakarta : Kharisma, 2003, hal.132.
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Contohnya : Di Indonesia yang menganut sistem ini adalah Pajak Bumj
dan Bangunan karena besarnya pajak yang terutang dihitung dan
ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT). Selain Pajak Bumi dan Bangunan, official assessment system
juga dianut untuk PPh, PPN maupun withholding dengan ketentuan pajak
tersebut diperiksa karena dilaksanakan dengan tidak benar.

3. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ke tiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang
terutang oleh Waijib Pajak.

Contohnya : Di Indonesia yang menggunakan sistem ini adalah Pajak

Penghasilan Orang Pribadi, PPh Import, dan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara.
Karena itu Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau
badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak'’. Hukum Pajak

dibedakan menjadi Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal.

17 R. Santoso Brotodiharjo, Op.Cit, hal. 1.
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E. 1. Hukum Pajak Material

Hukum Pajak Material mengatur ketentuan-ketentuan mengenai siapa-
siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa
saja yang dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecualikan serta berapa
besarnya pajak yang terutang. Dengan demikian, dalam Hukum Pajak
Material diatur mengenai:

1. Objek pajak, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa
hukum yang dapat dikenakan pajak (Objek Pajak).

2. Subyek pajak yaitu siapa saja yang bdapat dikenakan pajak atau
diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan (Subyek Pajak).

3. Besarnya pajak yang terutang (Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak)

E.2. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal mengatur bagaimana mengimplementasikan
hukum pajak material, karena itu dalam hukum pajak formal diatur mengenai
prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-
sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Hukum Pajak Formal

memuat bentuk dan cara-cara dalam melaksanakan hukum pajak material,

antara lain berupa :
1. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak

2. Kewajiban pembukuan, tata cara penyetoran pajak, tata cara pelaporan

dan lain-lain.

3. Tata cara pengisian SPT
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4. Tata cara penetapan utang pajak, hapusnya utang pajak, cara penagihan

utang pajak.
5. Prosedur pengajuan keberatan pajak, dan lain-lain.
6. Sanksi dan hak serta kewajiban Wajib Pajak maupun pihak fiskus.

Hukum Pajak Formal (UU KUP, UU PPSP, UU PP) yang jelas dan
tegas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian, baik bagi wajib pajak
maupun bagi pegawai pajak. Tanpa didukung oleh Hukum Pajak Formal yang
jelas dan tegas, maka Hukum Pajak Material (UU PPh, UU PPN dan PPnBM,
UU PBB, dan lain-lain) tidak bisa dilaksanakan oleh wajib pajak dan fiskus

tidak bisa melakukan pengawasan atau /aw enforcement.'®

F. Kepatuhan Dalam Perpajakan

Pengertian Kepatuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah

“Kepatuhan adalah sifat patuh dan taat. Patuh artinya suka

menurut perintah dan sebagainya maupun taat pada aturan atau
perintah serta berdisplin.”°

sedangkan menurut David G. Myers seorang pakar dalam bidang Psikologi

Sosial menyatakan :

"Cpmpliance is publiclz\é acting in accord with social pressure while
privately disagreeing”

"® Haula Rosdiana, Op.Cit, hal.62

'® Departemen Pendidikan dan Ke

budayaan Republi i
Bahasa Indonesia, Jakarta ; Balai Pustaka, 1992. hal 73??b“k TSNS SR o
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Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan merupakan
suatu kesepakatan tindakan dalam masyarakat yang dilakukan karena
adanya faktor-faktor luar yang mendorong, walaupun secara pribadi belum
tentu setiap orang setuju. Dan kepatuhan juga identik dengan kedisiplinan
yang biasanya timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukum apabila
ia tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam
kepatuhan terdapat unsur dorongan dari luar dirinya. Ini berbeda dengan
kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tidakan justru
dari diri pribadinya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Safri Nurmantu ada dua macam
kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.?’

F. 1. Kepatuhan Formal

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan
dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

F. 2. Kepatuhan Material
Selanjutnya yang dimaksud dengan kepatuhan materil adalah suatu

keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantif atau hakekat memenuhi

? David G Myers, Social Psychology, Michigan : Mc. Graw — Hill Book Co — Hope
College, 1998, hal 236.

! Safri Nurmantu, Op.Cit, hal.148.
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semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa

undang-undang perpajakan.

G. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan mempunyai 3 sub sistem yang saling berkaitan dan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiga sub sistem tersebut adalah
Kebijakan Pajak (Tax Policies), Undang-undang Pajak (Tax Laws), dan
Administrasi Pajak (Tax Administrastion).

G.1. Kebijakan Pajak (Tax Policies)

Kebijakan Pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit.
Kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi
produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan
instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja Neg:-lra.22

Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah
kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan
sebagai fax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang
dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak , apa-apa
saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang

terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak

terutang.?®

22 R_Mansury, Kebijakan Fiskal (Jakarta: YP4, 1999), hal. 1.
2 Haula Rosdiana, Op.Cit, hal.93
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G.2. Undang-Undang Pajak (Tax Laws)

Mansury mendefinisikan Hukum pajak merupakan keseluruhan
peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan
seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas
Negara.?* Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum
publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara Negara dengan
orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar
pajak.?®
G.3. Administrasi Pajak (Tax Administrastion)

Administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan
organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu sistem, kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja
administrasi pajak. Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat
penting karena seharusnya bukan saja sebagai perangkat Jaws enforcement,
tetapi lebih penting dari itu, sebagai service point yang memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan “ala kadar’nya
karena akan membentuk citra yang kurang baik yang pada akhirnya akan
merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sifat

‘taxphobia’.®® Sedangkan dalam arti sempitnya administrasi pajak adalah

# R. Mansury, Op.Cit, hal. 1.
% R. Santoso Brotodiharjo, Op.Cit, hal. 1.
% Haula Rosdiana, Op.cit, hal.64
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sebagai aktifitas ketatausahaan untuk memenuhi ketentuan formaj

perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak.

Administrasi perpajakan itu sendiri mempunyai tiga pengertian yaitu :¥/

1. Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung
jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak. Di Indonesia, organisasi
atau badan yang menyelenggarakan pemungutan pajak negara berada di
bawah Departemen Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan (khusus pajak atas minyak dan gas bumi).

2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada
instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan
pemungutan pajak.

3. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau
badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai
sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan,
berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang

perpajakan dengan efisien.

H. Perlawanan terhadap Pajak
Mengenai kecenderungan orang untuk menolak pajak dan menolak
untuk membayar pajak tidak bisa lepas dari sejarah. Pada masa kolonial

pemerintahan Hindia Belanda citra perpajakan sangat negatif di mata

*"R. Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta : IND-HILL Co, 1996, hal.23.
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masyarakat. Masyarakat banyak yang menganggap pajak sebagai tindak
pemerasan dan pencurian. Citra perpajakan warisan kolonial yang negatif itu
tidak mudah dihapuskan begitu kemerdekaan diraih. Bahkan sampai
sekarang dimana pemerintah telah melakukan serangkaian pembaruan
sistem perpajakan nasional, ternyata tidak diimbangi dengan dengan
meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Waijib Pajak secara signifikan.®
Dalam bukunya, Rochmat Soemitro berpendapat :
"Pada umumnya orang segan membayar pajak, karena pajak
tidak memberi imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar
menukar, dan sebagainya yang nyata bahwa dari uang yang
dikeluarkan akan diperoleh sesuatu”.?®
R. Santoso Brotodihardjo mengemukakan bahwa :
“Lepas dari kesadaran kewargaan dan solidaritas nasional,
lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap
negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan
pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian
rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila
ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka
cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak.” *°
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penolakan
terhadap pajak dapat terjadi karena:
1. Pajak dianggap sebagai beban, yaitu pengeluaran yang tidak ada

imbalannya secara langsung serta;

% Abdul Asri Harahap, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-
Politik (Jakarta: Integrita Dinamika Press, 2004), hal. 11-13.

% Rochmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum (Bandung: Eresco, 1998), hal.
89.

% R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hal. 13.
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2. Tidak adanya kesadaran akan kewajiban membayar pajak dari
masyarakat (khususnya Pengusaha Kena Pajak) karena moral yang
kurang mendukung.

Jika ditinjau lebih jauh lagi, maka sebab yang pertama berhubungan
dengan kurangnya pengertian tentang pajak dan manfaat pajak bagi warga
negara dan Negara. Manfaat yang bisa kita dapat misalnya rasa aman,
dengan uang pajak yang kita bayarkan dipergunakan Negara untuk
menciptakan keamanan. Sedangkan sebab yang kedua berhubungan
dengan kesadaran untuk membayar pajak yang lebih banyak berkaitan
dengan moral dari masyarakat sebagai tanggung jawab sosial.

Untuk sebab yang kedua tersebut, meskipun mereka cukup
mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi mereka cenderung untuk tidak
membayar pajak karena lemahnya kesadaran moral tersebut (moral yang
tidak baik). Hal ini berkaitan dengan rasa nasionalisme sebagai warga
Negara Indonesia yang mempunyai tanggung jawab moral. Selain itu juga
sense of belonging terhadap Negara.

Dalam buku Manajemen Pajak disebutkan bahwa pada dasarnya tidak
seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan
terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri Wajib Pajak

sesuai asumsi Leon Yudkin yang mengatakan:

1. Bahwa WP selalu berusaha untuk membayar pajak yang
terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. Beberapa WP cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax
evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang
secara ilegal, sepanjang WP tersebut mempunyai alasan
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yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut
kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta :Kakin
pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Perlawanan terhadap pajak berarti ketidakpatuhan atau penyimpangan

terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan (hukum di bidang

perpajakan). Perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi dua bentuk,

yaitu:*?

1.

Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar
pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur
ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral
penduduk, dan dengan teknik pemuigutan pajak itu sendiri.

Dengan demikian, maka pajak atas pendapatan yang biasanya
telah berintegrasi dalam suatu sistem ekonomi dengan sifatnya yang
industrial, pada hakekatnya tidak mungkin diadakan perkiraan
pendapatan secara teliti, antara lain karena para petani kebanyakan
tidak mempunyai tata pembukuan. Oleh karena itu, di banyak Negara,
keuntungan-keuntungan para petani yang dapat dikenakan pajak
ditentukan dengan perkiraan jumlah bulat atas dasar pendapatan nilai

sewa, ataupun atas dasar luasnya tanah yang dikerjakan (seperti halnya

dengan Ipeda/lreda di Indonesia).

*! Moh. Zain, Manajemen Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 43.
% R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hal. 13.
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Perlawanan pasif juga terdapat apabila sistem kontrol tidg pe
dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat diadakan. Cara hidug—
penduduk juga memegang peranan penting. Kekurangan gairah kerja.
tapi juga keinginan menabung dimasyarakat, misalnya, akan menambakh=
mahalnya biaya suatu tagihan terhadap pajak langsung karena padam
waktu jatuh tempo untuk membayar, para wajib pajak tidak menguasam
utang yang diperlukan sehingga harus diambil tindakan untuk menjamire
berhasilnya pemungutannya (demikian itu bilamana ada benda-benda
yang dapat disita).

Akhirnya apabila masyarakat tidak mendapatkan penerangan yang
mencukupi, maka jenis pajak yang memerlukan banyak formalitas dan
surat-menyurat, seyogianya ditiadakan saja karena tentu tidak akan
berhasil.

Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang
secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk
menghindari pajak. Cara-cara perlawanan aktif ini diantaranya adalah®*:

a. Menghindari diri dari kemungkinan untuk dikenakan pajak yaitu
dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat memberikan alasan

untuk dikenakan pajak;
b.  Menyelundupkan pajak, yaitu dengan melakukan perbuatan yang

bertujuan untuk melanggar undang-undang atau ketentuan yand

% Ibid, hal.14-20.
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ada di bidang perpajakan dengan maksud melepaskan sebagian
atau seluruh kewajiban perpajakannya dengan cara mengajukan
suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data
yang tidak benar berupa keterangan palsu dalam dokumen.
Penyelundupan pajak biasanya terjadi pada pajak-pajak yang
untuk menentukan besarnya, Wajib Pajak harus bekerja sendiri
dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain.
Penyimpangan penggunaan faktur pajak berupa “adanya indikasi
faktur pajak fiktif" termasuk dalam kategori perbuatan yang
dilakukan Waijib Pajak untuk menyelundupkan pajak.

c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah
ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang
harus dipenuhi olehnya. Cara yang digunakan adalah usaha
menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi

penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang

sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus.

. Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak atau yang lebih sering disebut tax amnesty
berasal dari dua kata, yaitu pengampunan (amnesty) dan pajak (tax). Sesuai
unsur katanya pengampunan (amnesty) berarti pemaafan atas segala

kesalahan dalam membayar pajak yang terlanjur dilakukan oleh waijib pajak,
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baik orang pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap (BUT). Bila di masa
lalu ada kekurangan dalam membayar pajak, maka inilah yang akan
diampuni yang meliputi PPh, PPN serta pajak-pajak lainnya.

Menurut Susan M. Lyons dalam bukunya yang berjudul International
Tax Glossary, yang dimaksud dengan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)
adalah :

“Special provisions offered to tax payers at a time when the
government is endeavoring to stop tax evasion and / or raise additional
revenue. Amnesty is usually offered to give taxpayers the opportunity
to pay previously unpaid taxes, usually on the basis that they will be
guaranteed freedom from penalties and prosecution. Amnesty may be
granted for basically any kind of tax.”*

Menurut Nuryadi, pengertian Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :

* Pengampunan Pajak adalah memberikan kesempatan bagi Wajib
Pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum untuk membayar
pajak yang sebelumnya tidak dibayar, biasanya pada tarif yang lebih
murah , dan tidak ada penalti atau sanksi, tidak ada kaitannya dengan
sanksi pidana, termasuk sanksi pidana perpajakan. Biasanya
pengampunan pajak dapat menyangkut bermacam-macam pajak yang
tidak hanya pajak penghasilan saja. Dengan tujuan utama untuk
meningkatkan kepatuhan pajak, kebijakan ini lebih melihat ke masa
depan, artinya masa lalu yang gelap diampuni, dan perlu diingat juga,
bahwa yang diampuni adalah kesalahan Wajib Pajak, bukan
kesalahan DJP. Jadi, tidak benar jika dinyatakan tunggakan pajak
akan diampuni, pernyataan itu bukan pengertian pengampunan pajak
yang dimaksud dalam perpajakan.”™®

Disadari bahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru dengan

baik diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan

* Susan M. Lyons, International Tax Glossary, The Intemational Bureau of Fiscal
Documentation, 1992, hal.11

* Nuryadi, Pengampunan Pajak Memang Tidak Selalu Sejalan dengan Keadilan,
Jurnal Perpajakan Indonesia, Indonesia, 2001, hal.40
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keterbukaan dari masyarakat. Dengan sistem perpajakan yang baru,
pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Pemberian Pengampunan
Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada hakekatnya adalah
pelaksanaan uang pembasuh batin. Wajib pajak yang melapor untuk
mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan
laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan
dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun

terhadap wajib pajak.

Menurut Leon Yudkin dalam bukunya yang berjudul A Legal Structure

For Effective Income Tax Administration :

“... If a taxpayer comes forward within a certain number of days and
makes a complete disclosure of his liability, he can escape a penalty
and sometimes even interest. Such action is taken in the belief that, as
a result of publicity about the new administrative enforcement program,
taxpayers will be torn between the fear of just retribution and the
enormous liability they have accumulated for past misdeeds. If the
liability could be reduced to reasonable proportions, the government
reasons, taxpayers would be happy to come forward and cleans

themselves of their sins.™®
Dengan pengampunan pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada
masyarakat luas Waijib Pajak, baik yang sudah terdaftar maupun belum,
untuk mengajukan pengampunan pajak atas pajak-pajak yang pada tahun-

tahun sebelumnya belum disetor dan dilaporkan dengan benar atau belum

% Leon Yudkin, Tax Technique Handbook : A Legal Structure For Effective Income
Administration, Cambridge : International Tax Program, 1971, hal.75.
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sepenuhnya disetor atau dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. Latar belakang diusulkannya kebijakan Pengampunan Pajak

Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, melalui
reformasi perpajakan, pembangunan nasional mulai berkembang. Hal ini
dapat dilihat dari pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini.
Seiring dengan pembangunan ekonomi tersebut, ternyata sektor perpajakan
merupakan sektor utama dalam pembiayaan pembangunan yang diatur
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Walaupun sektor perpajakan menjadi tulang punggung pembangunan
ekonomi selama ini, hal ini tidak didukung dengan tax ratio yang masih
sangat rendah yaitu sekitar 13,2% bila dibandingkan dengan tax ratio negara-
negara ASEAN, yang fax ratio-nya rata-rata sekitar 15-20%>. Rendahnya tax
ratio di Indonesia bisa terjadi karena belum dipahaminya peraturan
perpajakan yang sudah ada selama ini, selain itu juga bisa terjadi karena
adanya sikap Wajib Pajak yang tidak memberitahukan jumiah kekayaannya
dan jumiah penghasilannya setiap tahunnya, yang mana harus dilaporkan
dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Perundang-undangan pajak di Indonesia menganut self-assessment

system, dimana kepercayaan diberikan pada masyarakat wajib pajak untuk

37 http://www.balipost.co.id /balipostcetak/2005/5/16/e4.htm

20
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melaksanakan kewajiban pajaknya sendiri, seperti sistem menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga
melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan
dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota
masyarakat wajib pajak. Selain itu juga memudahkan pengawasan dan
pembinaan oleh aparat pajak.
Sebagaimana pendapat Rochmat Soemitro bahwa keberhasilan
pemungutan pajak sangat tergantung pada 3 faktor:
“...Secara garis besar keberhasilan pemungutan pajak sangat
tergantung pada 3 faktor utama, yaitu:
1. Undang-undang itu sendiri;
2. Aparatur perpajakan; dan
3. Masyarakat wajib pajak.”®
Tetapi apabila kita lihat implementasinya di lapangan, Self Assessment
system belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang
mengakibatkan Self Assessment system tidak berjalan sebagaimana
mestinya, antara lain®® :
1. Perbedaan tingkat kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan
masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
Dalam menjalankan self assessment system dengan baik, dibutuhkan
masyarakat wajib pajak yang memiliki kesadaran dan kepedulian yang tinggi

untuk membayar pajak. Dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan

peduli pajak diperlukan proses yang benar karena kondisi tersebut tidak saja

% Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan (Bandung-Jakarta: Eresco, 1984),
hal. 22.
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datang dengan tiba-tiba. Proses masyarakat menjadi sadar dan peduli diawali
dengan memberi pengetahuan agar masyarakat tahu apakah pajak itu dan
kemudian dijadikan suatu kebiasaan untuk membayar pajak. Agar
masyarakat tahu dibutuhkan sosialisasi dari aparat pajak mengenai sistem
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang sudah ada. Dengan
demikian masyarakat akan mengetahui apa yang telah menjadi hak dan
kewajibannya, bagaimana melaksanakannya, apa yang boleh, apa yang tidak
boleh dan sebagainya. Sehingga masyarakat tahu bagaimana membayar
pajak yang benar.
2. Sengaja tidak/kurang mematuhi ketentuan dengan berbagai alasan yang
pada akhirnya bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban
perpajakannya, yaitu menghitung dan melaporkan pajak terutangnya secara
tidak benar. Kesalahan wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang
terutang dapat disebabkan karena unsur ketidaksengajaan maupun
kesengajaan dari wajib pajak tersebut dalam memenuhi administrasi
pajaknya.

Salah satu yang termasuk dalam administrasi wajib pajak adalah
mengenai pembukuan dan pencatatan. Pembukuan atau pencatatan yang
dilakukan wajib pajak seharusnya memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan

pembukuan atau pencatatan yang baik yang sesuai dengan pasal 28

% pernak-pernik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, Majalah Indonesian Tax
Review Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 5
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Undang-undang perpajakan No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum
dan Tata cara Perpajakan yaitu diantaranya :*°
a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

b. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur

tentang:

m Keadaan kas dan bank;

m Daftar utang piutang;

m Daftar persediaan barang,

m Pada setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan laba
rugi.

c. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan :

m Huruf Latin;

m Angka Arab;

m Satuan mata uang rupiah;

m Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang

diizinkan oleh Menteri Keuangan.

d. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas wajib pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pada kenyataannya masih banyak terdapat administrasi wajib pajak

yang tidak memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan atau

0 Erly Suandy, Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat, 2002, hal.220.
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pencatatan tersebut. Hal ini disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
mengelola administrasi tersebut tidak mempunyai pengetahuan yang cukup
mengenai administrasi yang baik dan benar. Selain dibutuhkan pengetahuan
yang baik mengenai administrasi, hal lainnya yang juga dibutuhkan adalah
kecermatan dan ketelitian dalam mengelola administrasi yang baik misalnya
dalam hal penyimpanan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk
pemeriksaan.

Wajib pajak yang mempunyai administrasi yang tidak aiau kurang
memadai akan menimbulkan kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika dari awal pembukuan yang
dilakukan wajib pajak tidak benar maka otomatis saat menghitung pajak
terutang akan terjadi kekeliruan atau kesalahan, sehingga pajak yang
terutang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu
dengan kebijakan pengampunan pajak ini diharapkan dapat menjadi titik tolak
yang baik mengenai administrasi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.
Wajib pajak yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam pengelolaan
administrasi perpajakannya setelah mendapatkan pengampunan diharapkan
akan memulainya dari awal lagi dengan cara yang benar.

3. Hambatan dari sisi data yang diperlukan aparat pajak untuk
melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Hambatan untuk
memperoleh data ini bersifat yuridis, prosedural dan lain-lain.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan aparat

pajak mengalami hambatan untuk mengakses data dan informasi yang
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diperlukan untuk dijadikan second opinion terhadap SPT yang disampaikan

oleh waijib pajak sehingga sistem self assessment akan menjadi balance.

4. Banyaknya peraturan pajak yang tidak atau kurang jelas dan juga sering
beruba-ubah, sehingga tingkat kepastian hukumnya menjadi rendah.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih banyak wajib
pajak yang melakukan fax avoidance atau tax evasion dengan tujuan untuk
menghindari pajak. Wajib pajak dapat memanipulasi penghasilan secara
legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

5. Masih adanya aparat pajak yang kurang memiliki kualifikasi yang
memadai untuk menjalankan sistem perpajakan dan sistem administrasi
perpajakan yang baik.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya kadang kala sebagian
wajib pajak merasa putus asa, meskipun wajib pajak telah melakukan
kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Undang-
undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun seringkali dalam
pemeriksaan wajib pajak dianggap bersalah, hal ini menimbulkan kurangnya
kepercayaan terhadap fiskus walaupun Mungkin hal itu hanya ulah yang
dibuat dari sebagian oknum aparat pajak. Karena sistem perpajakan yang
baik itu, juga tergantung dari fiskus sebagai pihak yang mengawasi dan
melaksanakan Undang-undang perpajakan.

Semua hambatan tersebut sangat berhubungan dengan sistem

perpajakan, masyarakat wajib pajak dan aparatnya. Ketiganya saling terkait
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dan harus dikelola dengan baik oleh otoritas perpajakan. Sehingga ketiga
komponen tersebut dapat berdiri tegak dan berfungsi dengan baik.

Dengan adanya kondisi tersebut pemerintah menginginkan adanya
sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia. Disadari bahwa untuk
melaksanakan sistem perpajakan baru dengan baik diperlukannya adanya
pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari
masyarakat, maka pemerintah mencoba untuk mengusulkan pelaksanaan
program Pengampunan pajak yang peraturannya nanti akan ditentukan
dalam undang-undang.

Kebijakan Pengampunan Pajak menimbulkan pro dan kontra di
kalangan masyarakat. Di satu sisi kebijakan pengampunan pajak ini dinilai
akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, yang
selama ini melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari sisi pemerintah,
kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan

meningkatkan kepatuhan Waijib Pajak.

B. Perkembangan rancangan Undang-undang Kebijakan Pengampunan

Pajak
B.1. Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 1984

Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak

pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26
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tahun 1984. Berdasarkan pemutihan pajak tahun 1984 tersebut kebijakan jtv

tidak efektif dalam meningkatkan jumiah wajib pajak.*’

Berikut ini adalah kebijakan Pengampunan pajak yang tertuang dalam

Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1984 :

1. Subjek Pengampunan Pajak
Wajib pajak orang pribadi atau badan usaha dengan nama dan dalam
bentuk apapun baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun
yang belum pernah mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak diberi
kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak.

2. Objek Pengampunan Pajak
Yang dapat dimintakan pengampunan adalah pajak-pajak yang belum
pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
Uraian diatas mengandung arti bahwa meskipun ketetapan pajak telah
rampung, namun apabila perampungan pajak itu didasarkan pada Surat
Pemberitahuan atau informasi yang tidak sepenuhnya benar, wajib pajak
masih diberikan kesempatan untuk mengajukan pengampunan terhadap
jumlah pajak yang belum sepenuhnya dikenakan itu.
Pajak-pajak yang telah dikeluarkan ketetapan rampungnya namun belum
atau belum sepenuhnya dibayar tetap harus dilunasi oleh waijib pajak.

Pajak-pajak yang dapat dimintakan pengampunan meliputi:

*! Harian Bisnis Indonesia, Mengkaji Pengampunan Pajak, Tanggal 29 Januari 2001
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Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak

1983 dan sebelumnya;

Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari

1984 dan sebelumnya;

Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983
dan sebelumnya;

Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti yang terutang atas Bunga,
Dividen dan Royalti yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan
sampai dengan tanggal 31 Desember 1983.

MPO Wapu yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.

Pajak Pendapatan Buruh (PPd 17a) yang terutang dalam tahun pajak

1983 dan sebelumnya.

Pajak Penjualan yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumya

. Persyaratan mengajukan Pengampunan Pajak

3.1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang meminta pengampunan,

persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;

c. Menyampaikan Daftar Kekayaan per 1 Januari 1984 yang

benar;
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d. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar, bagi
wajib pajak yang selain mempunyai kekayaan pribadi juga
mempunyai usaha yang diselenggarakan dengan pembukuan;

e. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1984
dan Pajak Kekayaan tahun 1985 dengan benar, serta pajak-
pajak lainnya yang terhutang;

f. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala
jenis pajak untuk dan pada tahun-tanun 1985, 1986 dan 1987.

3.2. Bagi Wajib Pajak Badan
Bagi Waijib Pajak Badan yang meminta pengampunan, persyaratan yang
harus dipenuhi adalah:

a. Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak, bagi yang belum
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;

c. Menyampaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar;

d. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun 1984
dengan benar dan pajak-pajak lainnya yang terutang;

e. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan mengenai segala
jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan 1987.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 26 tahun
1984, dalam hal wajib pajak yang tidak dapat memenuhi persyaratan

seperti yang tercantum diatas, maka pengampunan pajaknya dengan

sendirinya gugur.
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4. Tarif uang Tebusan

a. 1 % dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung
jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang
pada tanggal ditetapkannya Keppres Nomor 26 tahun 1984 (18 April
1984) telah memasukkan  Surat Pemberitahuan Pajak
Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun
1984.

b. 10 % dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung
jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang
pada tanggal ditetapkannya Keppres Nomor 26 tahun 1984 (18 April
1984) belum memasukkan Surat Pemberitahuan  Pajak

Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun

1984.

5. Dasar Pengampunan

Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumliah pajak
yang dimintakan pengampunan adalah Selisih jumiah kekayaan bersih
berdasarkan Keppres Nomor 26 tahun 1984 dengan nilai kekayaan bersih

menurut surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun
1983 dan pajak Kekayaan tahun 1984.

6. Fasilitas

a. Dibebaskan dari pengusutan fiskal
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b. Laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak
dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk
apapun terhadap wajib pajak.

7. Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pengampunan Pajak
7.1. Tata cara memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bilamana Orang Pribadi atau Badan akan mengajukan pengampunan
Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP, tindakan pertama kali yang harus
dilakukan adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Kantor Inspeksi
Pajak. Untuk Orang Pribadi, mintalah formulir pendaftaran NPWP bentuk
KP.U.1 beserta petunjuk pengisiannya, sedangkan untuk pendaftaran wajib
pajak badan harus diisi bentuk KP.U.2. Isilah secara lengkap formulir
pendaftaran yang diterima dan serahkan kembali formulir tersebut kepada
petugas yang ditentukan.

7.2. Tata cara memperoleh dan mengisi formulir pengampunan pajak.

Formulir pengampunan pajak dapat diperoleh secara cuma-cuma pada
Kantor Inspeksi Pajak atau Kantor Dinas Luar di seluruh Indonesia.

7.2.1. Jenis formulir pengampunan pajak yang diperlukan adalah:

a. Surat Pernyataan Pengampunan Pajak

b. Daftar kekayaan per 1 Januari 1984

c. Neraca per 1 Januari 1984

d. Surat Setoran Uang Tebusan

e. Surat Pengantar Lampiran
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7.2.2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir

pengampunan:
a. Sebelum mengisi formulir pengampunan pajak, renungkan terlebih
dahulu jenis pajak dan tahun pajak yang akan dimintakan
pengampunan. Apabila telah diperoleh keputusan dan kesimpulan
tentang jenis pajak yang akan dimintakan pengampunan, susuniah
perincian harta dan utang yang akan dicantumkan dalam Daftar
Kekayaan/Neraca per 1 Januari 1984, penyusunan Neraca dapat
dilakukann sendiri atau dengan bantuan seorang ahli pembukuan atau
Akuntan Publik.
b. Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dapat disampaikan teriebih
dahulu kepada Kepala Inspeksi Pajak, tanpa menunggu selesainya
penyusuna Daftar kekayaan dan atau Neraca serta pelunasan uang
tebusan. Perlu diperhatikan bahwa Surat Pernyataan Pengampunan
Pajak harus menyebut jenis-jenis pajak yang dimintakan
pengampunannya. Sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri
Keuangan Rl No. 345/KMK.04/1984, tahun pajak yang dimintakan
pengampunan harus memuat tahun 1983 atau tahun-tahun pajak
berurutan sampai dengan tahun 1983.
c. Dalam hal lampiran Surat Pernyataan Pengampunan Pajak tidak
dikirim dengan sekaligus kepada Kantor Inspeksi Pajak, maka
lampiran tersebut dapat diusulkan kemudian, selambat-lambatnya

tanggal 31 Desember 1984. Lampiran dapat disampaikan secara
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langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat. Untuk kepentingan waijib

pajak disarankan agar penyampaian Surat pernyataan dan atau

lampirannya dilakukan secara langsung, yakni untuk menghindarkan
hilangnya dokumen yang bersangkutan.

7.3. Tata cara menghitung kekayaan yang dimintakan Pengampunan Pajak.

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.
345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak, kekayaan
yang dicantumkan dalam Dafiar Kekayaan pribadi atau Neraca per 1 Januari
1984 harus mencerminkan kebenaran, baik jumlah fisik maupun besarnya
nilai.

Dengan demikian, yang dicantumkan dalam Daftar Kekayaan dan atau
Neraca per 1 Januari 1984, tidak saja meliputi kekayaan yang telah
dilaporkan dalam SPT, tetapi termasuk pula kekayaan yang belum atau
belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT.

7.3.1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengajukan pengampunan,

sebelum mengisi Daftar Kekayaan supaya memperhatikan hal-hal tersebut

dibawabh ini:

1. pelajari terlebih dahulu formulir yang bersangkutan beserta petunjuk
pengisiannya. Dalam formulir tersebut ada dua lajur mengenai nilai
kekayaan yang harus diisi, yakni:

a. Nilai Kekayaan SPT Pajak Kekayaan 1984
Untuk Waijib Pajak yang telah mengisi SPT Pajak Kekayaan (PKK)

1984, nilai kekayaan sebagaimana tercantum dalam SPT secara
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langsung dapat dipindahkan ke lajur yang bersangkutan. Bagi mereka

yang belum pernah mengisi SPT PKk 1984, lajur SPT PKk 1984 diisi
dengan NIHIL.

b. Nilai Kekayaan Keppres No.26 Tahun 1984
Untuk mengisi nilai kekayaan menurut Keppres No.26 Tahun 1984,
susunlah terlebih dahulu perincian dari masing-masing bagian
kekayaan. Setelah perincian diisi secara lengkap barulah jumiah
nilainya dipindahkan ke lajur yang bersangkutan dalam Daftar
Kekayaan menurut Keppres No. 26.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang selain memiliki kekayaan pribadi
juga memiliki usaha yang menyelenggarakan pembukuan, selain periu
memperhatikan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, terlebiih dahulu
harus menyusun Neraca per 1 Januari 1984.

Pada waktu menyusun Neraca supaya diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

a. pelajari secara cermat terlebih dahulu bentuk neraca yang disyaratkan
beserta penuntun pengisiannya. Pada dasarnya susunan perkiraan
dalam neraca diserahkan kepada Wajib Pajak sendiri, asalkan sesuai
dengan sistem pembukuan yang dianut dan sesuai pula dengan
neraca yang dilampirkan pada SPT Pajak Pendapatan tahun 1983.

b. Nilai aktiva dan pasiva dalam Neraca didasarkan pada nilai perolehan.

Selisih antara nilai harta dan hutang, dipindahkan dalam Daftar
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Kekayaan pada nomor kode 1: “Modal dalam Perusahaan atay
pekerjaan bebas”.
3. Bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan,
berlaku ketentuan penilaian sebagai berikut:

a. Nilai kekayaan barang tak bergerak berdasarkan Keppres No. 26 tahun
1984, dihitung dengan mengalikan harga perolehan barang tak gerak
tersebut dengan faktor penyesuaian. Selanjutnya dipersilahkan
meneliti lebih lanjut petunjuk pengisian Daftar Kekayaan.

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai rumah tinggal
(termasuk tanahnya), setelah melakukan penilaian berdasarkan
penghitungan menurut faktor penyesuaian, untuk satu atau salah satu
rumah tinggal (termasuk tanahnya) yang dimiliki, diperkenankan
melakukan penghitungan nilai kekayaan secara khusus berdasarkan
ketentuan seperti dibawah ini:

Rp. 10.000.000,- pertama dinilai 10%,
Rp. 10.000.000,- berikutnya dinilai 20%
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada petunjuk Pengisian formulir.
7.3.2. Bagi Wajib Pajak Badan, dalam menyusun Neraca yang periu
mendapat perhatian adalah :
1. Dasar penilaian adalah nilai perolehan.
Aktiva dan pasiva yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam
SPT Pajak Perseroan 1983 dapat dimintakan pengampunan atas dasar

nilai perolehan. Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan
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penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, adalah nilai
menurut SPT. Selanjutnya periksalah dengan cermat Petunjuk Pengisian
Neraca per 1 Januari 1984.

2. Bagi Waijib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwin
diharuskan membuat neraca per 1 Januari 1984 menurut keadaan

sebenarnya. Selanjutnya periksa lebih lanjut Petunjuk Pengisian Neraca

per 1 Januari 1984.
7.4. Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Dasar penghitungan uang tebusan adalah selisih nilai kekayaan bersih
berdasarkan Keppres No. 26 tahun 1984 dengan nilai kekayaan bersih
menurut Surat Pemberitahuan (SPT). Selanjutnya periksa lanjut Petunjuk
Pengisian Daftar Kekayaan dan Petunjuk Pengisian Neraca per 1 Januari
1984.

Tarif uang tebusan adalah 1% atau 10% dari jumlah kekayaan bersih
yang dijadikan dasar penghitungan uang tebusan. Besarnya tarif uang
tebusan ditentukan oleh keadaan sebagai berikut:

1. tarif 1% (satu persen)
wajib pajak dikenakan tarif uang tebusan sebesar 1%, apabila ia memenuhi
persyaratan tersebut dibawah ini:
a. wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 18 April 1984 telah
memasukkan SPT Pajak Pendapatan 1983 dan Pajak Kekayaan 1984

atau SPT Pajak Perseroan 1983.
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b. Waijib pajak pada tanggal 18 April 1984 belum memasukkan Surat

Pemberitahuan Pajak Pendapatan 1983 dan Pajak Kekayaan 1984

atau SPT Pajak Perseroan 1983, yang:

- telah mendapat persetujuan tertulis penundaan pafRBLIEn

SPT dari kepala Inspeksi Pajak, dan;
- telah melunasi MPS Akhir yang disyaratkan oleh Kepala
Inspeksi Pajak pada tanggal 31 Maret 1984.

c. Waijib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim,
yang telah memasukkan Surat Pemberitahuan selambat-lambatnya 3
bulan setelah berakhimya tahun buku 1983 dan MPS Akhir yang
terutang telah dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan itu
dimasukkan.

2. Tarif 10% (Sepuluh persen)

Wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum

diatas, dikenakan tarif uang tebusan sebesar 10% dari dasar

penghitungan uang tebusan.

Uang tebusan pengampunan pajak dapat dibayar pada Kantor Kas
Negara atau Kantor Pos dan Giro terdekat. Pembayaran uang tebusan
dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Uang Tebusan
Pengampunan Pajak. dalam hal penyampaian Surat Pernyataan
Pengampunan Pajak beserta dokumen selengkapnya dilakukan sebelum

tanggal 31 Desember 1984, pelunasan uang tebusan dapat dilakukan

secara angsuran, namun tidak lebih lambat dari pada tanggal 31
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Desember 1984. untuk melaporkan pembayaran uang tebusan kepada
Kantor Inspeksi Pajak di tempat Surat Pernyataan Pengampunan telah
disampaikan.

Pengampunan Pajak yang pernah ditempuh oleh pemerintah di tahun
1980-an, dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak maka
pemerintah berencana akan menerapkan Pengampunan Pajak lagi pada
tahun 2007 nanti. Tetapi sebelumnya pemerintah juga pernah mengajukan
rancangan undang-undang pengampunan pajak pada tahun 2001 yang
dimaksudkan untuk menutup defisit tahun anggaran 2001 dan untuk
meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun 2002 dan tahun-tahun

berikutnya serta untuk memenuhi kebutuhan dana untuk membayar hutang-

hutang Negara.

B.1. Draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 2001
Dengan berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak pada

tahun 1984 tersebut, maka pemerintah membuat rancangan Undang-undang

Pengampunan Pajak pada tahun 2001 untuk diajukan kepada DPR. Berikut

ini adalah gambaran dari Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak

tersebut :
1. Subjek Pengampunan Pajak

Waijib pajak orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap yang telah

maupun yang belum memiliki NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP.
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2. Objek Pengampunan Pajak
a. Pajak Penghasilan yang terutang dari 1 Januari 1991 sd. 31
Desember 2000.
b. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31
Desember 2000.
c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31
Desember 2000.
d. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31
Desember 2000.
e. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31
Desember 2000.
f. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31
Desember 2000.
g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dari 1 Januari
1991 s.d. 31 Desember 2000.
h. Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dari 1 Januari 1991 s.d. 31
Desember 2000.
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dari 1
Januari 1991 s.d. 31 Desember 2000.
3. Dasar Pengampunan
Kekayaan Neto pada tanggal 31 Desember 2000 yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak.

4. Tarif uang Tebusan
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a. 10 % dari dasar pengampunan bagi Wajib Pajak yang telah memiliki

NPWP atau

b. 20 % dari dasar pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum memiliki
NPWP.

5. Fasilitas

a. Dibebaskan dari pemeriksaan pajak atas pajak-pajak yang dimintakan
pengampunan kecuali ditemukan data yang belum dilaporkan atau
dimintakan pengampunan.

b. Dibebaskan dari penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas
pajak-pajak yang dimintakan pengampunan.

c. Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan
atau sebagai alat bukti penyidikan atau penuntutan pidana.

d. Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat diberikan
kepada dan atau digunakan oleh pihak lain.

Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak tahun 1984 dan
Rancangan Undang-undang tahun 2001 diatas apabila dibandingkan dapat
dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup besar. Perbedaannya
hanya terlihat pada tarif uang tebusan, dimana dalam draft RUU
Pengampunan Pajak tahun 2001 tarif uang tebusan lebih besar yaitu sebesar
10% dan 20%. Dan juga fasilitas yang akan diberikan kepada waijib pajak
yang mengajukan pengampunan pajak dipertegas, yaitu dokumen dalam

rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar dan atau sebagai alat bukti
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penyidikan dan penuntutan pidana serta tidak diberikan kepada dan atau

digunakan pihak lain.

B.1. Draft Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak Tahun 2005

Model pengampunan pajak tahun 2001 berbeda dengan
pengampunan pajak yang pernah dijalankan pemerintah di tahun 1984 dulu
yang tidak mengakomodasi unsur tindak pidana. Oleh karena itu pemerintah
perlu menimbang-nimbang lebih cermat dampak yang mungkin timbul atas
pengampunan pajak yang akan dijalankan. Dan kemudian sedapat mungkin
mencari solusi atas potensi masalah yang akan terjadi, maka rancangan
undang-undang tersebut dikaji ulang agar masing-masing pihak dari wajib
pajak maupun aparat pajak tidak merasa dirugikan.

Berikut ini adalah gambaran Rancangan undang-undang
pengampunan pajak yang diusulkan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun
2005
1. Subjek Pengampunan Pajak

Yaitu Wajib Pajak orang pribadi, badan atau BUT yang telah maupun
yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi yang belum
memiliki NPWP tentu akan diberikan NPWP lebih dahulu oleh KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau domisili

wajib pajak.

) e Pemak-perpik Pengampunan Pajak Saatnya Bertobat, Majalah Indonesian Tax
Review Volume IV edisi 42 Tahun 2005, hal 7-8.
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2. Objek Pengampunan Pajak

Yaitu PPh terutang yang belum dipenuhi sampai dengan 31 Desember
2003. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan munculnya
moral hazard di kalangan masyarakat wajib pajak. Dengan membatasi
pada tahun 2003 dan sebelumnya, Waijib pajak tidak mungkin
menggunakan kesempatan untuk memperoleh penghasilan secara illegal
dan atau melakukan penggelapan lebih dahulu baru berniat untuk
mengajukan pengampunan pajak. Akan tetapi bila sesorang berpikir
bahwa pengampunan pajak akan diberlakukan lagi di masa yang akan

datang, maka kecenderungan timbulnya moral hazard akan menjadi lebih

besar.
3. Tarif Tebusan dan Dasar Pengenaannya

Yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dihitung 20% dari jumiah harta neto
yang sebenarnya per tanggal 31 Desember 2003 dikurangi jumlah harga
neto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
tahun 2003. Sedangkan untuk WP badan dihitung 20% dari penghasilan
yang belum dilaporkan mulai Tahun Pajak 1995 sampai dengan 31
Desember 2003. WP yang belum memiliki NPWP sampai dengan 31
Desember 2003 harus membayar uang tebusan 20% dari seluruh
hartanya karena tidak ada harta yang dilaporkan di SPT Tahunan 2003.
Meskipun menggunakan istilah pengampunan, namun tidak berarti gratis.

WP tetap harus membayar tebusan sebagai penebus kesalahan yang
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jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayar
berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

4. WP yang mengajukan pengampunan pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus
memenuhi persyaratan lain yang ditentukan di dalam RUU Pengampunan
Pajak tersebut. Kesempatan untuk mengajukan permohonan
pengampunan pajak juga dibatasi hanya dalam waktu 12 bulan dan bila
lewat tenggat waktu tersebut tidak ada keputusan, maka permononan
dianggap terima.

5. Perlakuan terhadap WP yang disetujui untuk memperoleh pengampunan
pajak :

» Akan terbebas dari pemeriksaan pajak, pengamatan bukti permulaan,
penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
> Akan terbebas dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana
umum dan tindak pidana khusus sehubungan dengan perolehan harta
yang diajukan permohonan pengampunan pajak;
> Tidak diperkenankan untuk mengkompensasi kerugian fiskal,
mendapatkan kembali kelebihan pajak-pajak dan melakukan
pembetulan SPT sampai dengan Tahun Pajak 2003.
6. Penghasilan yang tidak dapat diajukan pengampunan pajaknya adalah
penghasilan yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dalam
proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atau penghasilan yang

berhubungan dengan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya
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nyawa orang lain, tindak pidana psikotropika (termasuk narkoba) dan
tindakan terorisme.

7. WP yang mengajukan permohonan pengampunan pajak harus
memberikan surat kuasa kepada Dirjen Pajak untuk membuka akses atas
seluruh rekening baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

8. WP yang mengajukan permohonan pengampunan pajak harus
menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengajukan permohonan
pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, permohonan
pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar,
keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali atas pajak-pajak yang
telah ditetapkan. Dengan demikian semua upaya hukum yang dilakukan
WP yang belum diputus pihak:yang berwenang harus dicabut oleh WP.

9. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk membatalkan pengampunan
pajak dan mengenakan sanxsi perpajakan bila dalam jangka waktu 10
tahun setelah 31 Desember 2003, ternyata WP yang mengajukan

pengampunan pajak tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pokok-pokok RUU Pengampunan Pajak tersebut sangat dekat dengan
kerangka pemikiran UU PPh. Bila dilihat dari cara penghitungan uang
tebusan (dasar pengenaan uang tebusan untuk WP badan yang didasarkan
pada penghasilan yang belum dilaporkan) maka jelas bahwa kerangka
pemikirannya sesuai dengan UU PPh. Demikian juga dengan harta yang

dimiliki oleh WP orang pribadi biasanya berasal dari penghasilan sebagai
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BAB IV
ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK DALAM

MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

A. Analisis mengenai Pertimbangan  Perumusan kebijakan
Pengampunan Pajak

Dalam membuat perumusan suatu kebijakan tentunya Pemerintah
melakukan banyak pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan asas-
asas perpajakan di Indonesia. Adapun pertimbangan pemerintah dalam
melakukan perumusan kebijakan Pengampunan Pajak yaitu untuk mensiasati
Wajib Pajak — Wajib Pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan
baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Seperti yang dikatakan Kasub Dit Peraturan Perpajakan Kismantoro

Petrus,

“Dengan adanya Pengampunan Pajak diharapkan wajib pajak menjadi
terbuka dalam menginformasikan data kekayaannya. Dan juga semua
data yang ada di Indonesia ini bisa diakses oleh Direktorat Jenderal
Pajak karena apabila tidak bisa diakses maka percuma ada
Pengampunan Pajak. Lagipula tidak harus data perbankan karena
yang diperiukan adalah data transaksi yang menyebutkan adanya data
kekayaan, data ekspor impor, data pendistribusian.”**

Pengampunan pajak ini dimaksudkan sebagai pangkal tolak yang jelas
berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana

mestinya, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pengawasan yang

“ Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2006
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berkelanjutan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengampunan pajak
idealnya akan dijadikan sebagai titk nol bagi Direktorat Jenderal Pajak
maupun Wajib Pajak dalam memulai kewajiban pajak baru secara benar apa
adanya bukan karena ada apa-apanya. Disamping itu, pengampunan pajak
akan memberikan kepastian hukum atas asal harta yang diperoleh Wajib
Pajak dari sudut pandang hukum perpajakan dan hukum lainnya.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak menghendaki adanya kewenangan
untuk mengakses berbagai data masyarakat WP melalui berbagai instansi.
Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak akan
sangat bergantung pada kejujuran masyarakat Wajib Pajak dan seberapa
jauh akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi dari berbagai pihak
terutama perbankan. Dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak tidak akan
mudah dibohongi oleh masyarakat dalam penghitungan pajaknya.

Kebijakan pengampunan pajak yang cukup layak untuk dilaksanakan
harus memenuhi asas pemungutan pajak antara lain asas Equality
(keadilan), asas certainty, asas efficiency, dan asas revenue productivity.**

1. Asas Equality (Keadilan)

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, bahwa pajak untuk
kepentingan Negara diatur dengan undang-undang. Karena pengaturan
pajak menggunakan Undang-undang maka dengan sendirinya akan

menjadikan pajak sebagai suatu hukum. Sebagaimana pendapat Aristoteles

“ R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hal. 27
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dalam bukunya “Rhetorica” menganggap bahwa hukum bertugas membuat
adanya keadilan*® maka pengaturan pajak harus dibuat seadil mungkin.

Asas keadilan ini harus senantiasa dijadikan dasar dan dipegang
teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam
praktik sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik
oleh setiap Negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan
pajak. Maka dari itu syarat mutlak bagi perumus undang-undang pajak
maupun aparat pemerintah adalah pertimbangan dan perbuatan yang adil.

Dalam perpajakan dikenal dua macam keadilan, yaitu keadilan
horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal mengandung pengertian
pengenaan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata, yang
berarti bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau
yang mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis yang sama harus
dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal pada pada hakekatnya
berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan
membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk
membayar pajak harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan. *¢

Berdasarkan hal tersebut tidak ada lagi perbedaan di antara wajib
pajak artinya setiap orang mendapat perlakuan yang adil dalam masalah
pajak. Setiap orang yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomis yang

sama hendaknya dikenakan pajak dengan tarif yang sama besar, tanpa

“S R. Santoso Brotodihardjo, Op. Cit., hal. 26

) * R Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 1,Jakarta,
Bina Rena Pariwara 1994, hal. 26
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membedakan wajib pajak dan tanpa membedakan jenis dan sumber
penghasilan.

Sesuai dengan keadilan horizontal, yang seharusnya dikenakan pajak
adalah tambahan kemampuan ekonomis neto. Dalam draft RUU
Pengampunan pajak, yang menjadi dasar pengampunan pajak kekayaan
neto. Dasar pengenaan pajak ini tidak sesuai untuk pengenaan Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan untuk Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak ini benar karena dasar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kekayaan.

Apabila ditinjau dari sisi wajib pajak yang patuh, yang selama ini
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengar_l benar sesuai peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, maka kebijakan pengampunan pajak
akan jelas memberikan rasa ketidakadilan. Karena cukup dengan menyetor
uang tebusan kepada Negara, para penggelap pajak dapat diampuni begitu
saja.

Berdasarkan keadilan vertikal, besarnya pajak yang dikenakan adalah
berdasarkan tarif progresif. Namun khusus untuk wajib pajak orang pribadi,
keadilan vertikal tidak hanya dipenuhi oleh tarif progresif yang berjenjang
(multiple) seperti dalam tarif pasal 17 UU PPh, tetapi bisa dipenuhi dengan
tarif tunggal (flat rate).

Flate rate yang bersifat progresif ini tidak berlaku dalam RUU
Pengampunan Pajak, karena basisnya bukan tambahan kemampuan

ekonomis sehingga tidak mencerminkan ability to pay yang sesungguhnya.
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Memang masalah keadilan ini merupakan dilemma bagi pemerintah,
disatu sisi kebijakan pengampunan ini diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan pajak, namun disisi lain kebijakan ini dinilai akan menimbulkan
rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Oleh karena itu, pemerintah
harus arif dan tegas dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga
pengimplementasian kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat
dilaksanakan (feasible) tetapi dengan meminimalisir ketidakadilan bagi wajib
pajak.

2. Asas Certainty
Secara yuridis, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian
hukum kepada para wajib pajak. Menurut Mansury, kepastian hukum tersebut
dihubungkan dengan 4 hal yaitu:*
» Siapa yang menjadi subjek pajak dan siapa yang dikecualikan;
> Apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang dikecualikan;
> Berapa besar pajak terhutang yang harus dibayar,
> Bagaimana cara melunasi pajak terhutang tersebut.

Berdasarkan draft RUU Pengampunan pajak, subjek pajgk
pengampunan adalah jelas yaitu wajib pajak orang pribadi, wajib pajak
badan, dan wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah maupun yang belum
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sedangkan objek pengampunan pajak adalah pajak-pajak yang

terutang yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau

“7 ibid., hal. 28
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dipungut atau dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku, antara lain adalah Pajak Penghasilan (Pasal 21,
pasal 22, pasal 23, pasal 26), Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.

Tarif uang tebusan dibedakan antara wajib pajak orang pribadi
dihitung 20% dari jumlah harta neto yang sebenarnya per tanggal 31
Desember 2003 dikurangi jumlah harga neto yang dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun 2003. Sedangkan untuk WP
badan dihitung 20% dari penghasilan yang belum dilaporkan mulai Tahun
Pajak 1995 sampai dengan 31 Desember 2003. WP yang belum memiliki
NPWP sampai dengan 31 Desember 2003 harus membayar uang tebusan
20% dari seluruh hartanya karena tidak ada harta yang dilaporkan di SPT
Tahunan 2003.

Dalam draft RUU Pengampunan Pajak, yang menjadi dasar
pengampunan pajak adalah kekayaan neto. Dasar pengenaan pajak ini tidak
sesuai untuk pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.
Hal ini akan menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan dasar pemungutan
pajaknya.

Berdasarkan prosedur dan tata cara pengampunan pajak dalam draft
RUU Pengampunan pajak yang telah diuraikan di Bab Ill, diperlukan
peraturan-peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci dan jelas, sehingga

memudahkan fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakannya.
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3. Asas Efficiency

Pemungutan pajak harus memenuhi asas efficiency yang berarti
bahwa biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin, yaitu dengan
melihat perbandingan dari biaya pemungutan pajak dengan jumlah pajak
yang dipungut.

Kebijakan pengampunan pajak dapat disebut sebagai jalan pintas
untuk menyelesaikan tagihan kepada para penggelap pajak. Kebijakan ini
memungkinkan adanya penghematan biaya yang timbul dalam pemungutan
pajak. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak “hanya” menunggu
data yang dilaporkan oleh wajib pajak, tanpa didahului dengan tindakan
pemeriksaan.

Dalam draft RUU Pengampunan pajak disebutkan salah satu syarat
yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat diberikan pengampunan
pajak adalah menyampaikan surat pernyataan tidak akan mengajukan
keberatan, banding, gugatan, permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak yang tidak benar dan atau peninjauan kembali atas pajak-pajak yang
diajukan pengampunan. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya
administrasi atas pajak yang dipungut dari pengampunan pajak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan pengampunan pajak sudah

memenuhi asas Efficiency dalam pemungutan pajak.

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



72

4. Asas Revenue Productivity/Adequacy
Kebijakan pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang
diusulkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara khususnya
penerimaan pajak. Besarnya potensi penerimaan pajak yang didapat dari
pelaksanaan pengampunan pajak merupakan perkiraan sedangkan
realisasinya tergantung dari banyaknya wajib pajak yang mengajukan
permohonan pengampunan pajak. Banyak sedikitnya minat wajib pajak
tergantung dari bagaimana pemerintah mengemas pengampunan pajak
tersebut semenarik mungkin, sehingga wajib pajak tertarik untuk mengajukan
permohonan pengampunan pajak
Asas Revenue Adequacy ini berkaitan erat dengan asas Efficiency.
Penerimaan pajak yang didapat dari pelaksanaan kebijakan pengampunan
pajak tersebut harus memperhitungkan biaya pemungutan pajaknya secara
jangka pendek, kebijakan pengampunan pajak ddpat meningkatkan
penerimaan pajak, yaitu didapat dari uang tebusan yang dibayar oleh wajib
pajak yang mengajukan pengampunan pajak. Apabila jumlah penerimaan
pajak besar, tetapi biaya untuk pemungutan juga besar, maka hal ini akan

menimbulkan kerugian bagi pemerintah.

B. Analisis mengenai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak
terhadap peningkatan penerimaan pajak
Pemerintah membuat suatu kebijakan tentunya dengan tujuan untuk

meningkatkan  penerimaan pajak. Pengaruh dibuatnya  kebijakan
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Pengampunan Pajak tentunya juga untuk meningkatkan penerimaan dari
sektor pajak, dalam hal ini apabila semua hutang-hutang pajak yang
ditanggung oleh Wajib Pajak yang disebabkan oleh kelalaiannya sebagai
Wajib Pajak diharapkan dapat dibayar oleh Wajib Pajak walaupun dalam hal
Pengampunan Pajak Wajib Pajak diberi kemudahan untuk tidak membayar
sanksi-sanksi administrasi. Dengan adanya kemudahan ini otomatis Wajib
Pajak berkeinginan untuk membayar hutang-hutang pajaknya. Hal ini dapat
dilihat dari penerimaan pajak atas kebijakan Pengampunan Pajak yang
sudah diberlakukan /direalisasikan atau dilaksanakan pada tahun 1984
mengalami peningkatan walaupun peningkatan itu hanya terjadi pada tahun
yang bersangkutan dan tidak berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Pada dasarnya tujuan utama Pengampunan Pajak itu bukan untuk
meningkatkan penerimaan pajak karena dengan Pengampunan Pajak, Wajib
Pajak diharapkan untuk dapat lebih jujur dan terbuka dalam melaporkan
kekayaannya. Dengan begitu Wajib Pajak akan menghitung pajaknya sesuai
dengan ketentuan yang ada dan penghitungan tersebut diharapakan akan
meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak hanya
merupakan akibat dari adanya kebijakan Pengampunan Pajak.*®

Peningkatan penerimaan pajak sebelum diberlakukannya atau

direalisasikannya Pengampunan Pajak dapat dilihat dalam tabel IV.1 dibawah

ini :

*® Hasil wawancara pada tanggal 15 Juni 2006
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Tabel IV. 1

Penerimaan Pajak dan Tax Ratio, 1973/1974 — 1983/1984

Sebelum dilakukannya Pengampunan Pajak

(Miliar Rupiah)

74

Direktorat Jenderal Pajak

Tabun PDB PPh Non Migas PPN PBB dan BPHTB Pajak Lainnya Total DJP
Angponss | W | i Rasio | Jumian | Ra%i0 | sumiah [ R0 | gumiah | T80 | Jumigy [ Rasie
(mitiar) | gt | (iiar) | o | (mitinr) | Py | (mitir) [ pph | (mitiar) |t
197371974 L) 03| 181% 1053 | 1,36% 200 | 026% 16 | 015% ma | 3%
197411975 111916 2258 | 2,02% 1538 | 137% 285 | 025% 165 | 0,15% a6 | 3T
197511976 133436 3059 | 229% 1917 | 144% 359 | 027% 170 | o013% sso6 | 413%
1976/1977 163503 19 | 23% 1645 | 1.01% a3 | 0% 7 | 00m% 6024 | 368%
197711978 . 5038 | 2,52% 3180 | 1,59% 556 | 028% 157 | 008% go3,) | 44T |
19781979 23.0659 6172 | 2.46% 3466 | 138% 680 | 027% 198 | 0.08% 1os1e | 420%
1979/1980 I3 1925 | 224% 3294 | 093% 746 | 021% 22| 006% 12177 | 344%
198071981 73910 L2z | 234% 4607 | 097% 919 | 0.19% 360 | 008% 17008 | 35T%
1981/1982 AT 13670 | 24m% 5339 | 096% 1003 | 018% 382 | 007% 20305 | 368%
1982/1983 Sl 17065 | 2,70% 276 | 112% 125 | 018% 612 | 0.10% 25878 | 410%
1983/1984 v 19923 | 251% 8306 | 108 1449 | 0,19% sis | 001% 29593 | 3M%
Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA. 2003
Keterangan:
- PDB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan

- Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan
*) Tahun Anggaran 2002 adalah angka APBN-P

**) Tahun Anggaran 2003 adalah angka rencana APBN
Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000

mulai

Berdasarkan tabel diatas peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio

tahun

1973/1974 hingga tahun

1983/1984 yaitu

sebelum

diberlakukannya Pengampunan Pajak hanya berkisar 14% sampai 26%.

direalisasikannya Pengampunan Pajak dapat dilihat dalam tabel IV.2 dibawah

ini:

Peningkatan

penerimaan pajak setelah diberlakukannya

atau

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



75

Tabel IV. 2
Penerimaan dan Tax Ratio, 1984/1985 — 1999/2000
Setelah dilakukannya Pengampunan Pajak

(Miliar Rupiah)
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun PDB PPh Non Migas PPN PBB dan BPHTB | Pajak Lainnya Total DJP
Anggaran |  (miliar) Jumiah '}::" Jumiah F:::_i" Jumlah '::’d‘“' Jumlah ':::'_" Jumiah ‘:::'_"
(miliar) PDB (miliar) PDB (miliar) PDB (miliar) PDB (miliar) PDB
190411985 889713 21210 | 238% 8780 | 099% 1806 | 020% 150 | oa3% | 29 | %
198571986 94.996,4 23130 | 243% 23267 | 245% 245 | 024% 1512 | 0.16% soiss | %
1986/1987 s 22705 [ 226% 2900, | 2.89% 1900 | 0,19% 1904 | 0,19% sssiy | 35%%
1987/1988 HiAS 26634 | 238% 33904 | 3.03% 2751 | 025% m9 | 020% | essio | 3%
198871989 125.478,1 39494 | 3,15% 45053 | 359% 4242 | 034% 92,0 | 023% oy | 7%
1989/1990 148.101.8 57488 | 3.88% 59861 | 4,04% 6044 | 041% 91 | 03% | 12sies | 346*
1990/1991 172.8403 82500 | 477% 81192 | 470% 7858 | 045% 2165 | oa3% | 173me | 1005%
199111992 200.702,1 97270 | 4.85% 9.1459 | 4.56% a4 | 047% 2088 | ousw | 20me2 | 1003%
199211993 236.644.4 125163 | 529% 107423 | a54% | 11068 | 047% 124 | 0% | 246179 | 1040%
1993/1994 - 14.7589 | 4.79% 139435 | 4s2% | rasas | oss% 2834 | oo9% | 304704 | *F%
1994/1995 365.750.9 187641 | 5,13% 165408 | 452% | 16473 | o0as% 019 | oosw | 32582 | 01
1995/1996 4331104 210120 | 485% 185194 | 428% | 18939 | o044% 4528 | ojto% | asma| 2™
1996/1997 511.3654 27062, | s29% | 203512 | 39a% | 24132 | o4 5907 | o12% | seannz| %%
199771998 633.520,5 343883 | 543% 251988 | 398% | 26409 | 042% ama | oos% | e270s9 | %™
1998/1999 947.659.8 559443 | 5.90% 278032 | 293% | 35653 | 038% 4130 | 0p4% | mmse | 9%6%
19952000 1381138 7271290 | 639% 330870 | 291% | 40073 | 036% 6109 | 005% | 103533 | 7%
Sumber : Nota Keuangan dan APBN TA. 2003
e

- PDB Tahun 2000 adalah PDB 9 Bulan

- Realisasi Tahun 2000 adalah angka realisasi 9 bulan
*) Tahun Anggaran 2002 adalah angka APBN-P

**) Tahun Anggaran 2003 adalah angka rencana APBN
Penerimaan PPh Migas mulai Tahun Anggaran 2000

Pada saat diberlakukannya pengampunan pajak pada tahun
1985/1986 ada kenaikan yang signifikan sekitar hampir 50%. Tetapi setelah
tahun pengampunan pajak telah selesai diberlakukan, kenaikan yang terlihat

kembali normal seperti sebelum diberlakukannya Pengampunan Pajak.
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Peningkatan yang terlihat signifikan tersebut disebabkan kemudahan-
kemudahan yang didapatkan dari Pengampunan Pajak. Dengan adanya
Pengampunan Pajak, Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan dalam
menjalankan kewajiban perpajakannya akan diampuni kesalahannya dan
hanya dengan membayar uang tebusan maka Waijib Pajak tersebut terbebas
dari sanksi-sanksi perpajakan.

Seperti yang terlihat dalam tabel bahwa peningkatan tax ratio pada
tahun sebelum dilakukan dan setelah dilakukannya Pengampunan Pajak
tidak terlalu memperlihatkan suatu peningkatan yang berarti. Kalaupun ada
peningkatan penerimaan hanya terjadi pada tahun adanya perlakuan

kebijakan Pengampunan Pajak.

C. Analisis mengenai pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak
terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengampunan Pajak pada dasarnya hanyalah salah satu siasat yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi hutang pajak yang
tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak, dan/ atau penggelapan atau
penyelundupan pajak dimana hal-hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari
Waijib Pajak baik sengaja maupun tidak sengaja dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan pajak tidak
bisa dengan Pengampunan Pajak tetapi lebih pada meningkatkan /aw

enforcement.
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Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1984 tentang
Pengampunan Pajak merupakan pelengkap dari Undang-undang perpajakan
No. 6, 7, dan 8 tahun 1983 yang baru saja diundangkan pada tahun itu.
Dengan sistem perpajakan yang baru tersebut, pemerintah mengharapkan
peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan
pembangunan Nasional. Kebijakan Pengampunan Pajak yang dilakukan
pemerintah diharapkan menjadi awal peningkatan penerimaan pajak dan
kepatuhan wajib pajak.

Jika ingin mengukur kepatuhan wajib pajak yang mendaftar pada saat
diberlakukannya pengampunan pajak dapat dilihat dari perkembangan
jumlah wajib pajak pada tahun sebelum dan sesudah diberlakukannya
pengampunan pajak.

Seperti dapat dilihat pada tabel IV.3 dibawah ini:
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Tabel IV.3
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
(Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan)
Sebelum dilakukannya Pengampunan Pajak

Tahun 1979 — 1984

78

Jumlah Waijib Pajak Terdaftar
Tahun :
Orang Pribadi Badan Total |
1979 169.329 36.052 205.381
1980 215.053 43.392 258.445
1981 274.295 53.858 328.153
1982 313.637 68.582 382.219
1983 327.547 83.642 411189 |
1984 344.387 90.542 434.929

LSumb&.-r : Data Portal DIP

Berdasarkan tabel diatas setiap tahunnya perkembangan waijib pajak

terdaftar hanya berkisar antara 7% sampai 26%. Pada tahun 1984 jumlah

wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya mencapai angka kurang dari

450 ribu orang. Angka lersebut tentu saja cukup kecil jika dibandingkan

dengan jumlah penduduk Indonesia yang pada saat itu. Peningkatan jumlah

wajib pajak hanya terlihat pada saat diberlakukannya pengampunan pajak.

Seperti dapat dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini:
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Tabel IV.4
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
(Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan)
Setelah dilakukannya Pengampunan Pajak
Tahun 1985 - 1989

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Tahun
Orang Pribadi Badan Total
1985 504.287 126.214 630.501
1986 554.272 133.368 687.640
1987 643.042 157.584 800.626
1988 674.519 178.146 852.665

Sumber : Data Portal DIP

Terlihat bahwa peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan
wajib pajak hanya terjadi pada saat diberlakukannya pengampunan pajak.
Untuk tahun-tahun berikutnya kepatuhan wajib pajak kembali seperti sebelum
terjadinya pengampunan. Untuk itu pemerintah harus belajar dari
pengalaman selama ini yang sudah terjadi bahwa suatu Kebijakan yang akan
dibuat pemerintah harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Asas
pemungutan pajak harus selalu menjiwai setiap peraturan perpajakan yang
ditetapkan. Suatu kebijakan haruslah menjadi kebijakan yang menyeluruh,
selama ini Pengampunan Pajak hanya ditujukan untuk wajib pajak yang
“‘mengemplang”. Jika pengemplang dikasih kebijakan yang meringankan
akan sangat tidak adil bagi wajib pajak yang sudah patuh terhadap kewajiban

perpajakannya.
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Untuk memperbaiki kewajiban perpajakan yang tidak terpenuhi, waijib
pajak dapat melakukan kompromi fiskal. Karena di dalam Undang-undang
perpajakan itu sendiri “Masalah pengampunan” sudah ada ketentuannya
dalam Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.

Untuk pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak dapat
menggunakan pasal 8 untuk menjadi dasar pembetulan. Wajib pajak dapat
membetulkan SPT yang telah disampaikan dalam jangka waktu 2 tahun
selama belum ada pemeriksaan (pasal 8 ayat 1) dan akan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% jika utang pajak menjadi lebih besar
(pasal 8 ayat 2) sedangkan apabila telah dilakukan pemeriksaan tapi belum
dilakukan penyidikan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi
sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar (pasal 8 ayat 3).

Apabila wajib pajak mengungkapkan data yang belum terungkap
dengan berdasarkan atas keinginan sendiri dalam jangka waktu 10 tahun kan
dikenakan sanksi kenaikan 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan
(berdasarkan pasal 15).

Peraturan - peraturan yang dapat mengakomodir kesalahan wajib
pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sudah ada dalam
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, tinggal
bagaimana wajib pajak mengimplementasikannya dalam memenuhi
kewajiban tersebut. Sedangkan dalam draft RUU pengampunan pajak,

pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak
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terdaftar. Dengan banyaknya wajib pajak maka akan dilanjutkan dengan
meningkatkan kepatuhan waijib pajak.

Salah satu upaya meningkatkan jumlah wajib pajak yaitu
Meningkatkan kesadaran bagi calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak atau memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
Salah satu tujuan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan
pajak adalah sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi Pajak adalah
kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar
dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak
(DJP).

Tujuan dari ekstensifikasi pajak tersebut agar dapat tercapai,
sebaiknya dalam mengkaji ulang RUU Pengampunan Pajak, pemerintah
harus memperhatikan beberapa hal serta strategi yang baik untuk menarik
minat para calon wajib pajak untuk turut serta dalam program pengampunan
pajak ini. Dengan adanya rancangan Pengampunan pajak pemerintah
mengharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan
atas seluruh penghasilan yang diterimanya secara benar.

Dengan meningkatnya waijib pajak yang mempunyai NPWP, maka
akan bertambah pula wajib pajak yang melaporkan penghasilan dan
hartanya. Bertambahnya wajib pajak baru tentu saja akan berindikasi dengan

bertambahnya kewajiban perpajakan di dalam masyarakat. Salah satu dari
kewajiban perpajakan tersebut adalah melaporkan penghasilan dan harta

secara benar di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Oleh karena itu
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dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan
bertambah pula wajib pajak yang melaporkan penghasilan dan hartanya.

Bagi wajib pajak yang pernah. melakukan kesalahan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa lalu, diharapkan dengan
diberikannya pengampunan mereka akan memulai dari awal lagi kewajiban
perpajakannya secara benar. Mungkin di masa lalu mereka tidak melaporkan
penghasilan dan hartanya sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Jika tidak
diberi pengampunan maka tentu saja mereka tidak akan pernah mengakui
hal tersebut karena takut akan dikenakan sanksi pidana.

Dengan diberikannya pengampunan diharapkan mereka akan berani
melaporkan penghasilan dan hartanya sesuai dengan yang seharusnya untuk
seterusnya akan meningkatkan kepatuhan mereka di masa yang akan datang
dengan tidak mengulang kesalahannya di masa lalu. Seperti yang telah
disebutkan sebelumnya bahwa pengampunan pajak dapat digunakan
sebagai alat rekonsiliasi antara wajib pajak dengan fiskus dengan mengakui
kesalahan masing-masing dan memulai dari awal kewajiban perpajakannya
secara benar.

Kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sangat
menentukan hasil peningkatan penerimaan dari sektor pajak maupun demi
peningkatan fax ratio. Dalam pengertian “meningkatkan penerimaan pajak”
ini, ada satu hal yang harus dicatat. la sama sekali tidak dimaksudkan untuk
dicapai dengan menambah beban pajak atau menaikkan tarif pengenaan

pajak, melainkan lebih dititikberatkan pada pengefektifan pemungutan pajak,
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yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan mencegah penyelundupan
atau penggelapan pajak.*?

Berdasarkan uraian diatas pemerintah harus benar-benar mengkaji
kebijakan pengampunan pajak yang efektif agar dapat membawa hasil yang
maksimal. Pengalaman pelaksanaan pengampunan pajak tahun 1984, harus
digunakan sebagai pelajaran bagi pemerintah, karena pelaksanaan
pengampunan pajak pada tahun 1984 dianggap kurang berhasil. Kajian
terhadap implementasi pengampunan pajak dari pengalaman negara lain
terutama negara berkembang sangat diperlukan dalam pengkajian kebijakan
pengampunan pajak ini. Diperlukan pula suatu persiapan matang dan teliti
untuk menghindari akibat-akibat yang justru kontraproduktif dan tumbuhnya
moral hazard.

Kalaupun nanti pemerintah tetap akan mengadakan program
Pengampunan Pajak yang tujuan untuk meningkatkan tax ratio, maka
diusulkan supaya pemerintah melakukan dulu Law enforcement terhadap
wajib pajak yang mengemplang agar mereka sadar bahwa /aw enforcement
dapat ditegakkan. Salah satu cara mengatasi rendahnya Tax ratio adalah
dengan tetap menggunakan Undang-undang perpajakan yang ada dan juga
penerapan law enforcement yang sangat keras terhadap penyelundup-

penyelundup pajak yang telah menyelewengkan pajak.

*® Salamun A.T, Pajak, Citra dan Bebannya, Jakarta : PT. Bina Rena Pariwara, 1990,
hal.35.
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Cara penerapan law enforcement tersebut misalnya dengan
menangkap wajib pajak-wajib pajak besar yang telah menyelundupkan pajak,
lalu diberikan sanksi pidana yang sangat berat. Maka dengan melihat
contoh-contoh tersebut ada kemungkinan wajib pajak-wajib pajak kecil akan
merasa bahwa mereka harus membayar pajak dengan benar agar tidak
seperti wajib pajak-wajib pajak besar tersebut.

Oleh sebab itu Pengampunan pajak akan dapat berjalan efektif, jika
implementasinya diikuti dengan penegakan hukum (Law Enforcement) dan
penyempurnaan administrasi perpajakan yang mampu mendeteksi

kecurangan atau penyalahgunaan pengampunan pajak.
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KESIMPULAN DAN SARAN

B. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari permasalahan pada bab sebelumnya dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan pemerintah dalam melakukan perumusan kebijakan
Pengampunan Pajak yaitu untuk mensiasati Waijib Pajak — Wajib Pajak
yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan baik disengaja ataupun
tidak disengaja dan juga dalam membuat kebijakan Pengampunan Pajak
perlu memperhatikan asas-asas pemungutan pajak.

2. Pergaruh kebijakan Pengampunan Pajak terhadap peningkatan
penerimaan pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak,
dalam hal ini dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat
Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak untuk tidak membayar sanksi-sanksi
administrasi maka Wajib Pajak berkeinginan untuk membayar hutang-
hutang pajaknya atau mengakui harta yang dimiliki Wajib Pajak yang
sebenarnya merupakan Obyek Pajak dan sepantasnya dipotong pajak,
dan apabila semua hutang-hutang pajak yang ditanggung oleh Wajib
Pajak yang disebabkan oleh kelalaiannya sebagai Wajib Pajak diharapkan
dapat dibayar oleh Wajib Pajak.

3. Berdasarkan perkembangan jumiah wajib pajak yang terdaftar pada tahun
diberlakukannya pengampunan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga

hanya terjadi pada saat diberlakukannya kebijakan Pengampunan pajak.

RS
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sedangkan untuk tahun berikut sama seperti peningkatan tax ratio yang

kembali normal seperti sebelum terjadinya pengampunan pajak.

C. SARAN

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan atas analisis terhadap kebijakan

pengampunan pajak, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengimplementasian kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat
dilaksanakan tetapi dengan meminimalisir ketidakadilan bagi wajib pajak,
yaitu dengan menerapkan tarif uang tebusan yang sama dengan tariff
pajak yang sudah ada tetapi sanksi-sanksi ditiadakan sehingga tax
burden yang ditanggung wajib pajak yang mengajukan permohonan
pengampunan pajak lebih tinggi dibanding wajib pajak yang patuh.

2. sebelum diberlakukannya Pengampunan pajak sebaiknya yang dilakukan
oleh pemerintah adalah meningkatkan law enforcement sehingga
peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak setelah
pengampunan pajak akan terus berlangsung.

3. Pengampunan pajak yang dapat meningkatkan penerimaan pajak
dengan baik hanya bisa dilakukan pada awal pemeritahan saat Negara

melakukan suatu tax reform untuk pertama kalinya.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN

1. Jend. Gatot Subroto 40-42 Telp : 5251609
lakarta 12190 5250208
ittp://www.pajak.go.id Fax : 5736088
NOTA DINAS
Nomor : ND- 44 /PJ.83.PKL/2006
{epada : Yth. Direktur Informasi Perpajakan 1€ Juni 2006
Dari : Pj. Kasubdit Pelayanan Penyuluhan '
dan Perpustakaan
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Permohonan Mengadakan Penelitian

Untuk Penyusunan Skripsi/Makalah

Sehubungan dengan Surat Kepala Urusan Sekretariat Bersama Program
Ssrjana Ekstensi FISIP UI nomor: 627/PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UL/2006 tanggal 30 Mei
2006 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diminta bantuan Bapak untuk dapat
menerima dan memberikan izin melaksanakan penelitian pada tanggal 15 Juni 2006
sepanjang tidak menyangkut rahasia negara kepada:

Nama/NPM : Diah Novita (0903330236)

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur
j. Kasubdit Pelayanan

Tembusan :

. Direktur Penyuluhan Perpajakan

%. Kepala Urusan Sekretariat Bersama
Program Sarjana Ekstensi FISIP Ul
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?{4 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Y PROGRAM SARJANA EKSTENSI

.ﬁ kampus Ul Depok 16424 Telp 786 4740 Fax 786 4739

—— —. . — — - Em

UNIVERSITAS INDONESIA

qomor: 687 /PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-U1/2006

amp. .-
lal. : Permohonan Mengadakan Penclitian
Utk Penyusuncn Skeipsi/Makalah
Kepada yang terhormat,
pirektur penyuluhen
Direktoret Jenderel pejek
tempst
Dengan hormat,
Dengan ini kami mohon kepada Saudara agar mahasiswa tersebut dibawah ini :
N.P.M. : 0903350236 y i
Jurusan . Ylmu Adwministrest
Program Studi = : Administreai pisk~l e
Alamat Rumah 1. Sehebet BEE O BUNE / 01._.._“__._. g )
Duri Kepe, Kebon Jeruk, Jekrrtr grrst.
diperkenankan untuk mengadakan pengumpulan data untuk keperluan penyusunan
Skripsi/Makalah di :
Direktorst Jyenderrl prjrk
Mahasiswa (ersebut sedang menyusun Skripsi/Makalah dengan judul:
Anelisis gebijeken pengrmpunrn prjrk terhrdrp Kepetuhsn
WrJib p»jek — =t e
Alas perhatian serta bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.
-z
e Depok, .. 30 Med 2006

/4

/(H-p,{ Kepala Urusan Sekretariat Bersama
22 -

Propram Sarjana Ekstensi,

_- A / @ A’({H&L}f{qu

Nre Towd Fathoeahman A S

-/ K: ITdW
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Pedoman wawancara

. kapan pertama kalinya dilakukan kebijakan Pengampunan Pajak ?
. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya kebijakan Pengampunan Pajak
pada Tahun tersebut?

3. bagaimana hasilnya?

4. apa penyebabnya kebijakan pengampunan pajak berjalan dengan

lancar/tidak lancar?

5. apakah setelah itu dilakukan pengampunan pajak lagi?
6. bagaimana penerapan kebijakan pengampunan pajaknya, apakah sama

dengan sebelumnya dan bagaiman dengan hasilnya?
. apa tujuan dari penerapan pengampunan pajak?

8. mengapa pada tahun 2005 direncanakan kembali kebijakan

pengampunan pajak

. saat ini sudah sejauh mana pengkajian ulang terhadap RUU
pengampunan pajak tersebut? Apa sajakah yang menjadi kendala dalam
pengkajian pengampunan pajak tersebut?

10. apabila dilihat dari sisi keadilan apakah kebijakan pengampunan ini dapat

dikatakan adil?

11.apa syarat —syarat kebijakan pengampunan pajak dapat berjalan efektif ?

apa alasannya?

12.bagaimana penerapan kebijakan pengampunan pajak dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

13.apakah dilakukannya pengampunan pajak ada hubungannya dengan

penerapan sistem self assessment ?

14.apakah yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan

pengampunan pajak ?
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denimliang

R)

Mengingat

Meneta pkalf

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1984
, TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

PRES!DEN REPUBLIK. INDONESIA,

a. bahwa dengar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentu-
an Umum dan Tata Cara Perpajukan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
‘1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pen-
jualan atas Barang'Mewah, telah diciptakan sistem perpajakan baru guna
meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiiyaan ncgara dan
pembangunan nasional ;

L. bLahwa untuk melaksanakan sistem perpajakan baru tersebut denpian haik
diperlukan sdanya pungkal tolak yang bersih berlandaskan kejujuran dan
-eterbukaan dari masyarakat ; i )

c. Mahwa dalum rangka upaya untuk mencapai hal terseout di atas, di-
pandang verlu untuk memberikan pengampunan di bidang perpajakan :

Pasal 4 avat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAM-
PUNAN PAJAK

Pasal |

(l) Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam benluk
. apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar scbagai Wajib
Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan .pajak.
(2) Pengampunai pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas
pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepdnuhnys dikenakan atau
dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang terdiri dari :
a. Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak
1983 dan schelumaya

b. Pajak Kekayaan ates, kekayaan yang dimiliki pada tanggal | Januari
1984 dan sebelumnya ;

. Pajak Perseroan atas laba yang diperolch dalam tahun pajak 1983
dan sebelumnya
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.‘ LR}
Pujuk ate Bunga, Dividen, dan Royalty yang terhutang utug bhung
lli\fitlu". d:l“ ru.\-“]ly }.‘;“-Ig Llib;l'\';”'k;ln alau dlsut.'l:lk“n llnlllk ﬁlibaya

kan sampai ¢engan tanggal 31 Desember 1983,

MPO wapu vang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya :

Pajuk Pendapatan Buruh (PPd.i7u) yang terhutang dalam 1ah,
pajak 1983 dun sebelumnya | .
Pajak Penjualan yung terhutung dulum tahun 1983 dan sebelumny

Pasal 2 '~

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mend: patk;
pengampunan pajak adelah : o

‘.

d.

Mendaftarkan diri padus Kantor Inspeksi Pujok dalam wilayah Waj

- Pajak bertemput tinggal stau berkedudukan, bagi yang belum mer

punyai nomor pokok wajib pajuk ;

NMenyampeikun pernyataan tertulis mengenui jenis pujak dan ta'w
pajak yang dimintakan penganipunan;

Menyampaikan Jaitar kekaysan per 1 Junuari 1984 yang ben
bawi Wujibh Pujak orany !u“ilmli yung lidok menyelenggarakan per
bukuun ;

Menyamipaikan Neraca per 1 Januari 1984 yang benar bugi Waj
Pajuk orany pribedi vuine menyclengearakan pembukuun dan by
Wujib Pajuk badan ;

.-angisi Surit Pemberitahuan dengan sebenarnys mengenai penghas
an tuheu 1984 begi Wajib Pojuk-Pajuk Penghasilun, kekayaan per
Yenuari 1945 buagi Wajib Pajuk Pijuk Kekuyaun, pemungutan/p
motorgan Pajux Peaghusilun tehun 1984 dan pemungutan Paj:
Penjualan serte Pojak Pertambuhan Nitai atus Barang Jan Jusa :
Pajak Penjualar wtas Barung Moewuh yang terhating dulom tahe
1984 .

Mengisio dengan benar Suriat Pemberitahoin merganai segala jen
pajuk ttuk Jan vada tthun-tahun. 1985, 1986 dun 1987,

(2) Dalum hal persyeratan tersebut pada ayat (1) tidaki dipenuhi, nik
pengampunan pajuk dengan sendirinyn gugur,

Pasal 3

(1) Atas pejak-pejuls yare belum pernah ateu belum sepepuhnys dikenuks
atau dipungut vang dimintakan pengienpunan pajak, dikenykan tebusi
dengan tarip :

o

oo (sutu persern) dare jumlah bckayaan yang diigdiken gisar untu
menghiteng  jumlah  pajak yang dimintakan  pengampunan, by
Wajib Pajeh yung pada tnggal ditetupkannya Keputusag Preside
i ekl semasukkan Supat Pymberithuan Pujak Pyadlapata
Pajak Perseroun tuhun 19K dan Pujuk Kekaysan tahun 1984:
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b, 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekaynan yang dijadikan <asar
antuk menghiturg jumlsh pajok yang dimintakan pengampuna., bagi
Wajib Pujak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden
ini beluns memasuckan Surat Pemberitahuan Pajak Pepdapatan/
Pajak'Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kckayaan tahun 1984,

(2) Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk. menghitung jumlah pajak
yang dimintakan pengampunan adalah selisih jumlah kekayaan bersih’
yang tercantuin dalam daltar kekayaan/neraca per | Januari 1984
yang benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dan
huruf d dengan jumilah kekayaan bersih yang tercantum dalam Surat

Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan
Pajak Kekayaan tahur 1984,

Pasal 4

(1) Jumlah kekayazn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimasuk-
kan dalam modal perusahaan,

(2) Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan
" dibebaskan dari Bea Mcterai Modal.

(3) Penambahan nilai saham ¢an atau pemberian saham baru kepada pe-

megang saham scbagai akibat pertombahan modal perusahiwan dibebas:*
. kan dari pengenaan Piajak Penghasilan.-

Pasal S

(1) Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak sebagisimanu dimaksud
dalam Pasal 2 ayal (1) harus dissmpaikan ke Kantor Inspeksi Pajak
dalam wilayah Wajib Pajak Lertenpat tinggal atau berkedudukan, sclam-

. bat-lambatnya pada tangg:l 31 Desember 1984.

(2) Pernyataan scbepaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disampaikan

langsung oleh Wajib Pajuk ke Kantor Inspeksi Pajak harus diberi tanda

. pencrimaan, sedangkan yang dikirim dengan pos tercatat, resi pengiriman
diangeap scbagai tanda bukti penerimaan, '

Pasal 6

Daltar kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hurufl ¢ tlnr._
hurul J harus disampaikan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah
Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, selambat-lambatnya

tanggal 31 Desember 1984 disertai tanda bukli setoran uang tebusan scbagai- .
mana ditetapkan dalam Pasal 3.

Pasul 7
(1) Wajib Pajak yang mclapor untuk mendaputkan pengampunan pajak atas

pajak-pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dibcbaskan
dari pengusutan fiskai. -
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(2) Laporan fentang kxayaan dalam rungka PeNgAaMpuUNan pajik tidak g
jadikan dasar penyidikan dan penuntutan pu_iana dzlam bentuk Soem
terhadap Wajib Fajek. - : !

Pasal 8

"Bagi Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemeriks.aa.n untuk keperlua
perpajakan atau Wsjib Pajak yang dalam roses penyidikan pada saat be;
lakunya Keputusan Presiden in, bilarnana dari laporan permeriksaan ata

- penyidikan dimaksud telal diketahui jl.lﬂ"!lah Pajak yang siharusnya ter
“hutang, maka untuk jumlah yang-teluh diketahui tersebut tidak dapat di
berikun pengampunan pajak. !

\

Patal 9 o B "’

HHal-hal yang belum cukup diatur Lerkenaan dengan pelaksanaan Keputusa,
Presiden ini diatur lebil: lanjut oleh Menteri Keuangan.

» : Pasal 10

'
Keputasan Presiden ini mulai berlak‘ru pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang meagetahuinya, memernintahkan p:ngundangan'l(gl,'uwsa,
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republil
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1984

pada tangeal 18 April 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

Diundangkan di Jakarta PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ud
REPUBLIK INDONESIA. SOEHARTO

ttd Co

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRCTARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dun Perundang undangan

BAMBANG KESOWO SH., L.L.M.
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KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONES!A

.o

enimbang ¢

engingal

lenctapkan -

NOMOR : 345/KMK 04/1984
TENTAN G

PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

a.” bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kelaucar}

dalam pelaksanaar: Pengampunan Pajak perluadanya pengaturan menger
tata cara pelaksanaannya @ :

b. bahwa oleh Xarena itu dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut
atas dengan Keputusan Menteri Keuangan :

"1 Kepuluxan I"rc iiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pcmbenluk.

Kabinet Pembungunan 1V &

2. Keputiisan Presiden Republit. Indenvesia Nomor 26 Tahun 1984 tenta:
Pengampunan Pajak, Lemiaran Negara Tahun 1984 Nomor 13 4

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 956/KM
04/1983 tentung Fakior Pwm.wu'u:\n vuntuk Penghitungan Pajak Per
hasilan ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTI:RI KEUANGAN TENTANG PELAKSANA!
PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasa! 1

(1) Pernyataan tertulis’ ym;. d:s.tnpalk‘m \Yajib- Pajak dalam rangka pel
sanaan Passi 2 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Nomor 26 Tal
1984, harus memuat tahun 1983 atau tahun- tahun sebelumnya y:
- berurutan sampai dengan 1983,

(2) Pernyataan tertulis sebageimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
sampaikan lebih dahulu tanpa menunggu sclesamya pembuatan Da:
- Kekayaan atau Neraca per | Januari 1984 sebagaimana dimaksud da'
Pasal 2 ayat (1) hurul’ c dan hurur d Keputuszn Prcsiden Nornor
Tahun 1984 ' ;
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Wajib Pajok orang aribadi yang memohon pengampunan, apabila selain
mempunyai kekayaan pribadi juga mlt.:mpunym kcgla!an usaha yang ¢j. -
sclenggurakan dengan pembukuan, wajib Euenyampmkan Daftar Kekayaan
pribadi dan Neraca perusahaan er 1 Januari 1984.

Pasal 3

Y

(1) Daftar Kckayaan alau Neraca per | Januari 1984 yang benar sebagai-
mana dimaksud dalom Pasal 2 ayat (1) hurul ¢ dan huruf d Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1984 adalah Daftar Kekayaan atau Neraca
yang mencerminkan kebenaran baik jumlah phisik maupun besarnya
nilai. :

(2) Nilai kekayaan yung berupa barang tak gerak per | Januari 1984 adalah
hargs atau nilas perolehan pady saat diperolehnya buarang tersebut dikali-
kan dengan fuktor penyesudian yang besarnya seperti ditentukan dalam
Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Normor 9§6IKMK.04/1983. .

(3) Nilui kekayaan yang berupa hurta gerak adalah harga atau nilai pereleh-
an puda saat diperolehnya herta tersebut.

Pasal 4

Yang dimaksud dengun mengisi Surat Femberitahuan dengan sebenarnya,
scbagaimana dimaksud dulam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1984, adalah mengisi Surat Pemberitahuan Masa
maupun Surat Pemberitahuan Tahunan untuk tahun 1984, 1985, 1986
dun 1987, berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan peroujekan yang berlaku.

Pasyl 3

(1) Surat Pemberitahuan  diunggzp juga telah dimasukkan sébaguiman:
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurul 2 Keputusan Presiden Nomor 26
Tahun 1984, apulila tidik dimasukkannya Surat Pemberitahvan yang
Lersangkutan itu adelan berdasarkan sural persetujuan penundaanyang
diberikian oleh Kepuiv Inspexsi Pajuk yanp berwenang, ¢an MPS akhir
vang disyaratkan ol Kepale Inspeksi Pajuk yung bersangkutan iclah
lunas pada tanggal 31 Maret 1984. .

(2) Bagi Wajib Pajak yungz belum bLerkewajiban untuk meinasukkan Surat
Pemoceritahuan puda saai ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor
26 Tuhun 1984, kurenz tahun buku wujib pajak tersebut berakhir setelah
tunggal 31 Desember 1983, Surat Pemberitahuan dianggap sudah i
masukkan upabila Surat Pemberitahuan tersebut sudah dimasukkan se-
lambat-iambatrnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku yang ber-
sungkutan dan MPS akhir yang terhutang telah dibayar lunas sebelum
Surat Pemberitahuan dimasakkan.
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" (3):Kewajiban penyampaian Neracu. per | Januari 1984 scbngaimai:ﬁ di-
maksul dalam Pasal 2 ayat (1) hurui d Keputusan-Presiden Nomor 26

» Tahun 1984 Lerlaky pula bagi Wajib Pujak yang tahun pembukuannya
udak sama dengan te han takwim,

S L " Pasal 6

Tanda buk! sctoran uang lcbusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
* Keputusan F. :siden Nomor 26 Tahun 1984 adalah semua tanda bukfi yang
menunjukkan bahwa vang ' busan telak dibayar !unas.

Pusal 7
Laporan pcmcnksaan scbegaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan
Presiden Nomor 26 Takun 1984 acalak lzporan pemeriksaan yang telah di-
tandatangani oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, ialah Kepala
Inspeksi Pajak, Kepala Bidang Pemeriksaan Buku dan Pengusutan, Kepala
Sub Direktorat Pemeriksaan Buku dan Xepala Sub Direktorat Pengusutan.

Pasal 8

Bagi Wajib Pajak yang memohon pengampunan dan mengajukan permohon-
an pcngembalian kelebiliun pembayarun pajak mengenai tahun pajak-tahun
pajak yang dimohonkan pengumpunzn, permohonan pengembalian ke-
lebihan pembayaran pajaknyu itu batal, kecuali :

a. pada saat berlakunya Kcputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 telah
diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,
atau

L. dalam hal permohonun pengemaalian kelebihan pcmhayur.m mengenai
pajak yang scbhenarnya tidak terhutang.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalan: Keputusan ini-akan ditetapkan -
tersendiri . _

Pasal 10

Pelaksanaan Keputusan iai diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.
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Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Apri! 1984,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumu

man K;
ini dengan penemgatanaya dzlam Berita Negara Republik Ind n Kepuy

onesia,

Ditetapkandi : JAKAR
Pada tanggal 27 April |

MENTERI KZUANGAN ..

J.B. SUMARLIN’

S
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Menimbang

Mengii gat

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

An

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan sistem scIf assessment, Wajib Pajak diberikan
kepercayaan untui: melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaky, dar fungsi Fiskus adalah untuk membina dan mengawasi
pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut; P
bahwa berdasarkan kenyataun masih banyak Wajib Pajak yang
belum seperivhnya memenuhi kewajiban perpajakan scbagaimana
mestinya dan di lain pihak masih terbatasnya perolchan data-data
berkaitan dengan hambatan-hambatan yuridis, prosedural dan lain-
lainnya sehingga fungsi pengawasan belum dapat dilaksanakan
secara maksirnal;

bahwa mulai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghisilan
Tahun Pajak 2001, Wajib Pajak disamping wajib melaporkan
penghasilannya, juga wajib melaporkan harta dan kewajiban scsuai
dengan undang-undang yang berlaku, sehingga untuk menjaga
kebenaran lapoi2n harta tersebut diperlukan pangkal t~!:¥ yang
jelas berkaitan dengan harta yang dimiliki Wajib Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,
agar lerdapal pangkal lolak yang jelas berkaitan dengan
pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana
mestinya dan untuk dapat dilaksanakannya penguwasan yang
berkelanjutan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
tersebut serta menunjuk pada pengalaman sclama ini, perlu
menctapkan Undang-undang tentang Pengampunan Pajak;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Unda.ig-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun = 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Tahun 2000;

. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Pcipajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimanz telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
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3, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj /
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui lé?; l::rsn':‘uﬂ,
Tambahan Lembaren Negara Nomor 3263) sebagaimang ’{513
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor |7 Tahun 2;0
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambah,
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor §)
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana tela
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 205
(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor 12
Tanibahan Lembaran Negara Nomor 3986); '

5. Undang-undarg Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi <.
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19:
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor |
Tzhun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 16¢
Nomor 62, Tambahan Lembaran N:2gara Nomor 356);

6. Undang-undang Noraor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan H
atas Tanah dan Bargunan (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 1997 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 368
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor !
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 130, Tambakan Lembaran Negara Nomor 3988):

Dengan Persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal |

(1) - Wajib Pajai yang telah maupun yang belum memiliki Noa
Pokok Wajib D2iak dan atau dikukuhkan sebagai Pengus:
Kena Pajak dapat mengajukan pengampunan pajak.

(2) Pengampunun pzjak sebagaimana dimaksud dalam ayal
diberikan 2las pzjek-pajak yang terutang yang telum pemsh
belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut atau dipotong ses
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berla
terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan yang terutang dari 1 Januari 1991 saw
dengan 31 Desember 2000. "

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari 1 Januari |
sampai dengan 31 Desember 2000.

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang 1erulang'dari 1 Januari |
sampai dengun 31 Desember 2000.

d. Pajak Penghesilan Pasal 23 yang terutang dari | Januari
sampai dengan 31 Desember 2000.
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Pajak Peaghasijan Pasal 26 yang terutan

; g dari | Januari 1991
sampai dengan 31 Desember 2000. v TR

Pajak }'enambahan Nilai yang terutang dari 1 Januari 1991
sampai dengan 31 Desember 2000,

g. Pajak _Pcnjuai.an atas Barang Mewah yang terutang .dari 1
Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 2000.

Pajak Pumi dan Bangunan yang terutang dari 1 Januari 1991
sampai dengan 31 Desember 2000.

Bca' Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang
dari 1 Juli 1998 sampai dengan 31 Desember 2000.

Pasal 2

(1) Dasar pengampunan pajak adalah kekayaan neto pada tanggal 31

Desember 2000 yang berasal dari penghasilan yang beium
dikenakan pajak.

(2) Kekayaan neto s=bagaimana dimaksud dalam ayal (1) adalah

jumlah kekuayaan dikurangi dengan utang pada tanggal 31
Desember 2600,

Pasal 3

Wajib Fajak yang mengajukan permohonan pengampunan pajak
diwzjibkan membayar uang tebusan sebesar:

a. 10% (scpulun persen) dari dasar pengampunan pajak sebagaimana

dimaksud dalaum Pasal 2 bagi Wajib Pajak yang pada tanggal mulai

berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Nomor P.kok
Wajib Pajak.

b. 20% (dva puluh persen) dari dasar pengampunan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Wajib Pajak yang pada
ianggal ‘mulai berlakunya Undang-undang ini belum memiliki
Nomor Pokok Wzjib Pajak.,

Pasal4 .-

(1) Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak
tidak dilakuican:

a. pemeriksaan pajak alas pajak-pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal | ayat (2), kecuali sebagairpana dimaksud dalam
Pasal 7;

b. peryidivan tincek pidapa di bidang pgrpajaknp atas pajak-:
pajak sebagaimana dimpksud dalam Pasal 1 ayat (2).

(2) Dokumen dalam rangka pcngam'punan pajak tidak dijadikan
dasar dan atau scbagai alat bukli genyidi_kan dan penuntutan
pidana. f

(3) Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidak dapat
diberikan kepada dan atau digunakan oleh pihak lain.
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Pasal §

(1) Persyaralan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak unt

: u .
diberikan pengampunan pajak adalah: k dxp

a. mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilay;
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat keduduka
Wajib Pujak, bagi Wajib Pajak yang belum mempuny;
Nomor Pokok ‘Nljib Paj ﬂ.k;

b. menyampaikan permohonan pengampunan pajak seca
tertulis;

¢. menyampaikan surat pernyataan tidak akan mengajuka
keberatan, banding, gugatan, permohonan pengurangan atz
penghapusen sanksi administrasi, permohonan pengurangz
atau pernbatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dan ata;
peninjauan keinbali, atas pajak-pajak sebagaimana dimaksu
dalam Pasal | uyat (2);

d. menyampaikan surat pencabutan atas keberatan, banding
gugalan, permononan penglirangan atau penghapusan sanks
administrasi, permohonan pengurangan atau pembatals:

g ketetapan pajaic yang tidak benar, dan atau peninjauas
kembali, atas pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) yang belum mendapat keputusan;

e. melunasi seluruh tunggakan pokok pajak.

(2) - Kerugian fiskal sainpai dengan Tahun Pajak 2000 yang belum
dilnkukan kompensesi  kerugian, tidak dapat dilakukaa
Lompensasi,

(3) Atas kelebihan pembayaran pajak untuk Tahun Pajak 091
sampai dengan Tahun Pajak 2000 yang belum dikembalikan.
tidak dapat dioeriian pengembalian.

(4)  Permohonan penzampunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilampiri dengan:

a. Daltar kekayzan yang benar sesuai keadaan pada tanggal 31
Desember 2000 bagi Wajib Pajak orang pribadi;

b. INeraca yang benar per 31 Desecmber 2000 bagi Wajib Pajak
badan dan bentuk usaha tetap;

l c¢. Tanda bukti peiunasan uang tebusan.

(5) Psrmohonan pengampunan pajak schagaimana dimaksud dalam
ayzt (1) harus disampaikan ke Kantor Pclayanan Pajak yans
wilaych kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat keduduke?
Wajib Pujak, paling lambat tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 6

Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 yang disampaikan Jangsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayansa
Pajak harus diberi tanda bukti penerimaan, sedangkan yang d."fmr‘:
melalui Kantor Pos dengan kilat khusus, janda bukli penginimas
dianggap sebagai tanda bukti penerimaan. '
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Pasal 7

Apabiia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal 31
Desember 2002 diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan
pengampunan pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), maka pengampunan pajak menjadi
batal dan terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 8
Apabila pada srat bi'.rlskunyl Undang-undang ini Wajib Pajak sedang
dalam proses pemeriksaan untuk keperluan perpajakan a.au dalam

proses penyidikan, Wejib Pajak tidak dapat diberikar pengampunan
pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa atau disidik.

Pasal 9

Ketentuan pelaksanaan mengenai pengampunan pajak berdasarkan
Undang-undang ini diatwr lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10
Undang-undang ini mu'ai berlaku pada tanggal diundangkun,

Agar setiap oranz mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dcagan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, A .

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR ......
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
! NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

PENGAMPUNAN PAJAK

- UMUM

Dalam rangka mewujudkan cita-cita reformasi ke arah suasana baru yang
menempatkan supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan bemegarz,
diperlukan pangkal tolak keterbukaan dan kejujuran sebagai dasar untuk
meningkatkan kesadaran hukum semua komponen yang terlibat dalam kehidupar
bemegara.

Pajak sebagai kewajiban keregaraan merupckan salah satu komponen utam:
dalam pembiayaan kehidupan bemmegara yang dalam pelaksanaannya memerlukar
kejujuran dan keterbukaan sesuai dengan sistem self assesment yang diberlakukzr
mulai reformasi perpajekan tahun 1983 yang memberikan kepercayaan kepad:
Wajib Pajak untuk menghitung, remperhitungkan, menyetor, dan m.elaporka:
pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun disadari dalarn pelaksanaannya masih ada scbagian anggota masyarakz
yang belum sepenuhinya mclzksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesvz
ketentuan yang berleku. Hzl ini antara lain disebabkan karena terdapatny:
perbedaan tingkat kesadaran hukurn dan tingkat pengetahuan anggota masyarakz
dalam memzhami Kkstentuan perpajakan. Selain itu ada sebagian anggot
masyarakat yang dengan sengaja kurang mematuhi kewajiban perpajakan karea
berbagai sebab, yang nada akhimya bermuara pada rendahnya tingkat kepatuhz
Wajib Pajak. Dj sisi lain data-data yang diperlukan oleh Fiskus dalam rangk
melaksanakan tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kewajibi
perpajakan  Wajib Pajak masih terdapat hambatan yang bersifat yuridi:
prosedural, dan lain-lzirnya,

Dalam Pasal<l angka 10 Undang-nndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuz
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengz
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, pengertian Surat Pemberitahuan telz
diubah sehingga mencakup kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan at&
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atai harta é=
kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pcrpajlkfn. Dale.
rangka mendorong Wajib Fajak unitk melaporkan harta dan kewajiban y2=
benar dalam Surat Pemberitahuan, perlu suaty titik papgkal yang jg’tas ‘menger
kekayagn Wajib Pajak sehingga dapat dikeyahui pertambahan kekayaan Wi_
Pajak yecara berkesinambungan, |

Untuk memperoleh pangkal tolak tersebut di atas, maka perlu untuk memben's
kesempatan kepada scluruh Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belw
terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan seba.
Pengusaha Kena Pajak, dan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perpajl.ﬁ
untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak sehubungan dengan P:j

pajak yang terutany dari i Januari 1991 sampai dengan 31 Desember 20%
Dengan demikian mulai Tahun Pajak 2001 Wajib Pajak dapat melaksans®

kewsjiban peroajakan cengan benar tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang berkas=
dengan kewajiban perpajakan sebelumnya ypng (elah mendapat pengampunan.
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Bagi Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan pajok dibebaskon dari
pengusutan fiskal dan laporan yang herkaitan dengan permohonan pengampunan
pajak ini tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam
bentuk apapun terhadapnya dan tidak diberikan kepada dan atau digunakan oleh
pihak lain. Mengingat pengampunan pajak ini merupakan hal yang sangat

prinsipil maka bagi Wajib Pajak yang memberikan laporan yang tidak benar
dikenakan sanksi yang berat.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Ayat (1)

Yar}g dinllaksud dengan Waj'b Pajac adalah V/ajib Pajak orang pribadi,
Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak bentuk usaha tetap, yang:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan scbagalli

Pengusaha Kena Pajak.
2. Memiliki Nomor Pokok "Wajib Pajak, tetapi belum dikukuhkan scbagai
Pengusaha Kena Pajak.
3. Belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelzs
Past| 2
Ayat (1)

Kekayaan ncto yang menjadi dasar pengampunan’pajak adalali jumlah
seluruh kekayaan yang benar sesuai keadaan pada tanggal 31 Desember
2000; dikurangi dengan kekayaan yang berasal dari penghasilan yang
sudah dikenakan pajak dan atau dari penghasilan yang bukan objck pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3,

Hurufa

Cukup jeles
Hurufb

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Dokumen dalam rangka pengampunan pajak tidax dapat diberikan kepuda
dan atav digunakan oleh pihak lain, ygrmasuk aparat fungsional.

Termasuk dalam pengertian tidak dapat diberikan at.ialah .tidak dapat
diperlihatkan, disampaikan secara ligan, di!slrim melalui rneq‘_m elektronik
atannun diberitahuken denigan cara dan dalam l;cntuk apapun,
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Pasal 5

Ayat (1)
Huruf e
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurnufc

Yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan yang berkaitan dengay
masalah perpajakan yaug diajukan baik ke badan peradilan pajak,
Peradilan Tata Usaha Negara, maupun ke Peradilan Umum

Hunufd
Yang dimaksud dengan belum mendapat keputusan adalah:

a. keberatan, permohoran pengurangan atau penghapusan sanks;
administrasi, dan permohonan pengurangan atau pemtatalan

ketetapan pajax yang tidak benar, yang belum diterbitkan
keputusan Direktur Jenderal Pajak.

b. banding atau gugatan; yang putusannya belum diucapkan dalam
sidang badan peradilan yang bersangkutan.

Hunufe

Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak wajib melunasi
tunggakan pokok pajak sebelum mengajukan pengampunan termasuk
Wajib Pajak yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau
meaunda pelunasan utang pajalnyz. Dengan demikian Wajib Pejek
tidak diwajibkan lagi melunasi sanksi administiasi berupa bunge,
denda, dan kenaikar, serta bunga penagihan.

Ayat (2) -
Cukup jelas
Ayat (3) ‘

Yang dimzksud dengzltn kelebihan pembayaran pajak yang belum
dikembalikan adalah kelebihan pembayaran pajak yang pada saal
mengajukan pengampunan pajak belum diterbitkan Surat Perintah
~ Membayar Kelebihan Pajak.
Ayat (4)
Huruf a

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menyclenggarakan pembukuan,
selain mclampirkan daflar kekayaan yang. benar juga wajit
melampirkan Neraca yang venar per 31 Desember 2000.

Hurufb
Cukup jelas
Hunufc
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7

Dalam hal pengampunan pajak menjadi batal maka uang tebusan yang telah
dilunasi tidak dapat dimohonkan pengembalian atau pemindahbukuan.
Terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan pajak dan apabila ditemukan
bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan, maka
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti
permulaan dapat diteruskan ke tingkat penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .

Laplopl TuRUU-ampun pafuk-bahar<oTons PUISEEIT
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RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REFUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN ' -
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. Salab saw sumber dana perabangunar nasicnal selama ini berasal Jari sekior perpajek
sebagaimara telah diatur dalam peraturan parundang-undengan bidar.g perpajakan.

b. Bahwa perar masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu terus dibina deng
mendorong tesadaran, pemahaman rian penghayatan, bahwa pajak adalah sumber utx
pembiayaan 1.egara dan pembangunan nasional, dan merupakan salah satu kewajiban kenegaras
sehingga sctiap warga masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajik
perpajakan

c. Bahwa selama ini ternyata masih terdapat tidak maksimalnya pemungutan pajak yang dipusg
" dari para wajib pajak, hal ini bisa ter,adi karena ‘idak belum dipahaminya peraturan perpajakz
juga karena belum maksimalnya pemungutan pajak.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, maka perlu diben::
.Undang-undang tentang Pengampunan Pajak.

Mengingat:
I. - Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasa! 23 avat (2) Undang-Undang Dasar 1943.

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 15§

Nomor 50). sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2
(Lembaiun Negara Tahun 2000 Nomor 127).
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DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ’
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

:tapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
e
BAB I '
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

m Undang-undang ini yangh dimaksud dengan:
Vajib Pajak adalah orar.g pribaai ateu badan yang menurnt keteniuan peraturan perundang-
sndangan perpajakan yang berlaku, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara, atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, parsekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma,
kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk uscha tetap;
Kekayaan adalah penjumlahan akriva berwujud, aktiva tidak berwujud yang dimiliki secara sah
oleh wajib pajak yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuun Republik Indonesia dan atau di
r wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam satu tahun pajak;
Kckayaan bersih adalah jumlah seluruh aktiva -dikurangi scluruh kewajiban yang dimiliki oleh
jib pajak dalam satu tahun pajak;
Neraca adalah laporan pembukuan yang menunjukkan posisi keuangan perusat:aan pada akhir
“riode akuntansi;
emerintah adalah Menteri Keuangan atau dengan nama lain;
ang tebusan adalah sejumla’ uang yang wajio disetor oleh Wajib Pajak yang telah mendapakin
—ilitas pengampunan pajak k- kas negara, bank persepsi atau kantor pos;
melgampunan paiak adalah fasilitas perpajakan vang di

ak _belum atau_belum sepenuhnya inelunasi pajak penghasilan sesuai dengan peraturan

ajak, karena Wajib

-undang-undawgan perpajakan yang berlaky,

—
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BAB II
SUBYEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 2
Subyek pengampunan pajak terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Ladan, bai
yang belum maupun yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Subyek pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikzn
kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pengampunan pajak.

BAB III
OBYEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 3

Pengampunan pajak diberikan atas pajak penghasilan yang belum atau belum sepenuhnya dilunasi olet

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang didasarkar

pada jumlah kekayaan atau jumlah kekayaan bersih Wajib Pajak.

(1)

)

Pasal 4

Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintaka:
pengampunan pajak olek Wajib Pajek orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukyzs
adalah jumlah kekayaan yang tercantum dalam dafiar kekayaan pee 1 Januarl 2001 (atau | Januar
2002).

Jumlah kekayaan yang dijadiken dasar untuk menghitung juinlah pajak yang dimintak::
pengampunan pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, adala!
Jjumlah kekayaan bersih yang tercantum dalam Neraca per | Januari 201 (atau | Januari 2002).

Jumlah kekayaan bersih yang dijadikan dasar untuk menghitung jumizh pajak yang dimintaka:
pengampungn oleh Wajib Pajak badan, adalah jumlah kekayaan bersih yang tercantum dalan
Neraca per | Januari 2001 (atau | Januari 2002).

Jumlah kekayaan atau kekayaan tersin yang dijadikan dasar pntuk menghitung jumlah pajak y<h
dimintakan pepgampunan oleh Wajib Pajak sebagaimana tersgbut dalam Pasal 4 ayat (1), ayut (2
dan ayat (3)';c[lebih dahulu dikurangkan dengan:

a. jumlah dcposiio berjangka dan tubungan-tabungan lainnya ;
b. jumlah kekayaan yang dananya bersumber dari deposito berjangka dan tabungan-tabungz

lainnya; dan

c. jumlah kekayaan yang pajak penghasilanrya telai dilunasi.
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BAB IV
SYARAT PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal §
(1) “ntuk mendapatkan pengampunan pajak, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan formil
sebagai berikut:
a. Mundaftarkan diri pada Kantor Pelayanaii Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal
atau berkedudukan, bagi yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. Menyampaikan surat pemyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak kepada Direktur
Jenderal Pajak, yang hzrus dilampiri dengan:

|. dafiar kekayaan per | Januari 2001 (atau | Januari 2002) berdasarkan harga perolehan
dan dafiar pengurangan sebagaimana yang diutur dalam Pasal 4 ayat (4), bagi Wajib
Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan;

2. neraca per | Januari 2001 (atau | Januari 2002) dan daftar pengurangan sebagaimana
yang diatur oalam Pasal 4 ayat (4), bagi Wajib Pajak orang pribadi yang
menyelenggarakan pembukuan dan \ajib Pajak badan;

3. Surat setoran uang tebusan pengampunan pajak.

c. Mengisi Surat Pemberitahvan Tahunan Pajak Penghasilan dengan sebenarnya  mengenai
penghasilan Wajib Pajak t~hun 2001 (atau tahun 2002),

(2) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang tersebut dalam ayat
(1), maka pengampunan pajak dengan sendirinya gugur.

Pasal 6

(1Y Wajib Pajak harus menyampaikan surat pemyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak

sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) kepada Direktur Jenderal Pajak
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2001 (atau 31 Desember 2002).

(2) Surat pernyataan untuk mendapatkan pengampunan pajak. yang disampaikan langspng oleh Wajib

Pajak Lepada Direktur Jenderal Pajak harus diberi tunrda bukti penerimaan, s¢dangkan yang

dikirim dengan pos tercatat, resi pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

Pasal 7
(1) Nilai kekayaan yang dimiliki oleh seligp Wajlb Pajak yang akan mendapatkan fasilitas
pengampunan pajak, harus merupakan harga yang wajar.
(2) Terhadap Wajib Pajak badan yang memiliki daftar kekayaan, maka terhadap dafiar kekayaan .

dimaksud harus mendapatkan penilaian yang sesungguhnya dari lembaga penilai yang diakui
keberadaannya di Indonesia.
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. BABYV
TARIF DAN PELUNASAN UANG TEBUSAN

Pasal 8
(1) Setiap Wajib Pajak }ang belum pernah atau belum sepenuhnya melunasi pajak penghasilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan meminta pengampunan
pajak, dikenakan uang tebusan pengampunan pajak. |
(2) Uang tebusan pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dihitung dari
jumlah seluruh kekayaan atau jumish kekayaan bersih yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 9 .
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau yang menyelenggarakan
pembukuan, dikenakan tarif uang tebusan pengampunan pajak sebagai berikut:

Lapisan Jumlah Kekayaan atau Jumlah Kekayaan | Tarif Uang Tebusan Pengampunan Pajak

Bersih Yang Menjadi Dasar Pengampunan Pajak

Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 0,5% (lima perseratus persen)
Di atas Rp. 5.000.000.000,00 5% (lima persen)

Pasal 10

Wajib Pajak badan dikenakan tarif uang tebusan pengampunan pajak sebagai berikut:

Lapisan Jumlah Kekayaan Kekayaan Bersih Tarif Pengampunan Pajak
Yang Menjadi Dasar Pengampunan Pajak
Sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 3% (lima persen)
Di atas Rp. 5.000.000.000,00 10% (sepuluh persen)

lasal | |

Uang tebusan pengampunan pajak harus disctor ke kas negara, bank persepsi, atau kantor pos, disertai
dengan sural setoran uang tebusan pengampunan pajak selambat-lambatnya 31 Desember 2001 (atau
31 Desember 2002).

BAB VI
FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 12 _

(1) Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, maka jumlah kekayaan bersih
yang menjadi adsar pengampunan pajak dalam Neraca per | Januari 2001 (atau | Januari 2002),
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dimasukkan menjadi tambahan modal perusahaan:

(2) Penambaban nilai saham dan atau peiaberian saham bonus kepada pemegang saham ekibat

pertambzhan modal perusahaan, dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan.
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Pasal 13
(1) Wajib Pajak yang mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pemeriksaan untuk jenis
pajak penghasilan dan pidana pajak sampai dengan tahun pajak 2000 (atau tahun pajak 2001).
(2) Daftar kekayaan dan atau neraca yang menjadi dasar pengampunan pajak tidak dapat dijadikan
dasar penyidikan dan penuntutan pidana pajak dalara bentuk apapun terhadap wajib pajak.

BAB VII '
KETENTUAN SANKSI

Pasal 14
Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, yang tidac
memberitahukan keadaan yang sebenamya tentang dafiar kekayaan atau kekayaan bersih, dan pajak
yang harus dibayar dalam rangka pengampunan pajak, diancam dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang vang tidak atau kurang
dibayar.

Pasal 15
Setiap Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengampunan pajak, yang tidak memberitahukan
keadaan yang sebenamya tentang dafiar kekayaan bersih dan pajak yang harus dibayar dalam rangka '
pengampunan pajak, diancam dengan denda paling banyak 4 (empat) kali pajak tervtang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 1§
Petugas pajak, konsultan pajak. konsultan manajemen, akuntan publik dan pihak-pihak lainnya, yang
membantu Wajib Pajak dan dengan sengaja memberikan keterangan tidak bepar tentang daﬁa}'
kckayaan atau jumlah kekayaan bersih vang dimiliki vich Wajib Pajak, darn pajak yang seharusn)';a
dibayar dalam rangka pengampunan pajok, diancam dergan pidana kurungan paling lama 1 (saw)
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Setiap Wajib Pajak y!,mg sedang dalam proses pemeriksaan perpajakan atau Wajib Pajak yang dalam

proses penyidikan perpaiakan, pada saat berlakunya undang-undang ini, apakile dori laporan
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pemeriksaan dan aenyidikan dimaksud telah diketahui jumlah pajak yang sebenamya te thutang dag
laporannya telah :i.itanda tangani pemeriksa atau penyidik, maka untuk jumlah yany telah diketabu
tersebut, tidak dapat diberikan pengampunan pajak. .

Pasal 18

Atar;_penambahan kekayaan yang belum :;tau belum sepenuhnya dilunasi pajak penghasilannya darj
Wajib Pajak yang tidak menggunakan kesempaian untuk mendapatkar. pengampunan pajak, dikenakan
terif berdasar Pasal 17 Undzng-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajuk Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nonior 17 tahun 2000, ditambah dengan sanksi berdaszr

ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Hal-hal yang belum cukup diatur berkenazn dengan pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan !sbih

lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal tahun 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

" Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR
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RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK

yMUM
Reformasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 1983, melalui reformasi perpajakan..

hembangunan nasional mulai berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan ekonomi yang telah

ilakukan selama ini. Seiring dengan pembangunan ekonomi tersebut, ternyata sel.tor perpajakan
tcrupakan sektor dominan dalam pembiayaan yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) setiap tahunnya.

Walaupun sektor perpajakan menjadi wlang punggung pembangunan ekonomi seiama ini, hal

ini tidak didukung dengan rax ratio yang masih sangat minim sekali yaitu 12%, biia dibandingkan

dengan rax ratio di negara-negara ASEAN, yang rax ra ionya rata-rata 23%.

| Minimnya rax rario di Indonesia bisa terjadi karena belum dipahaminya peraturan perpajakan

yang sudah ada selama ini, selain ilu juga bisa terjadi karena adanya sikap Wajib Pajuk yang tidak
memberitahukan jumlah kekayaannya dan jumlah penghasilannya setiup tahunnya, yang mana harus

dilaporkan dalam laparan surat pembeiitahuan.

Untuk menunjang keberhasilan sektor perpajakan ini. pada tahun 1984 pemerintali telah
mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun [984 tentang Pengampunan Pajak. Pada st
dikcluarkannya Keppres 26 tahun 1984, teroukti banyakoya Wajib Pajuk  yang sccara sadar
menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Halini dapat dilibat dari tiekat pemasukan pajak
pada tahun 1984 dan 1985.

Belajar dari tahun 1984 ini dan seiring dengan tegjadinga krisis. ckonomi yang melanda
Indonesia 3 tahun terakhir ini, maka sektor perpajakan menjadi twmpuan “utama “pembangunan
ekonomi. Untuk menunjang pembangunan ekonomi vany dimaksud khususnva dari sektor perpajukan
yang perlu disikapi adalah memberikan pengampunan kepada para Wajib Pajuk yang selama ini belum
inenjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. ,

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pcngan{punun pajak hanya mengatur
pengampﬁnan pajak' atas semua jenis pajak dengan pertimbangan bahwa pengampunan pajak atas
semua jenis pajak lebih sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh para Wajib Pajak.

Pengampunan pajak juga diharapkan menjadi unsur pendorong keberhasilan pelaporan daftar
kekayaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pa,ak Penghasilan. Dengan adanya pengampunan pajak

ini diharapkan para Wajib Pajak dapat melakukan kewajibannya dengan benar.
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PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

(Ayatl)

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, dasar vy
menghitung jumlah pujak yang dimintakan pengampunannya, adalah kekayaan y
tcrcanlun:!_ dalam dafur kekayaan per | Januari 2001 (atau 1 Januari 2002), yang dit
bcrdasark;n harga perolenzn. Daftar kekayaan tersebut meliputi kekayaan aktiva berw
maupun aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva berwujud harus dinyatakan dengan jelas 2k
atau lokasi aktiva tersebut, sedangkan untuk aktiva tidak berwujud harus dinyatakan jenis
beserta penjelasan aktiva tersebut.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan Wajib Pajak ba
dasur untuk menghitung jumlah pajak yang dinintakan pengampunannya adalall Kcoka
bcrsih. sesuai dengan Neraca per | Januari 200] (nteu 1 Januari 2002). Oleh akrena itu |
Neraca per 1 Januari 2001 (atau | Januari 2002), harus dilampirkan dafiar sebagai berikut:
. Daftar hana kekayzan, berikut nilainya baix aktiva berwujud maupun aktiva t

berwujud;
b.  Daftar piutang berikut nama dan alamat piiak yang bcru}ang:
¢.  Daftar utang berikui nama dan alamat pihak yang perpiutang.
Ayai (4)

Pengurangan jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak !
dimintakan pengampunannya, dengan deposito berjangké dan tabungan-tabyngan lai
serta jumlah kekayaan yang dananya bersumber dari deposito berjangka dpn tabun

tabupyan lainnya yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 19§3.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukyp Jelas
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Ayat (2)

Persyaratzn sebagaimana Jimaksud dalam ayat (1) adalan persyaratan yang bersifat Kumulatif,
sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pengampunan pajaknya menjadi
gugur. ‘

al 6

Ayat (1)

Batas waktu penyetoran uang tebusan pengampunan pajak dan batas waktu penyampaian surat
pernyataan serta daftar kekayaan dan atav neraca adalah selambat-lambatnya pada tanggal 31
Desember 2001 (atau 31 Desember 2002). Penentuan batas waktu tersebut adalah untuk
memberi waktu yang cukup Kepada setiap Wajib Pajak untuk mempersiapkan proses
pengampunan pajak dan untuk me!unasi uang tebusan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harga yang wajer adalah haras yang berlaku di pasar, misalnya harga
atas tanah dan bangunan harus sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak yang diatur dalam
Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

Ayat (2)

Daftar kekayaan yaag dimiliki oleh Wajib Pajak badan dinilai cleh lembaga penilai atas aset
(appraisal). l

Pasal 8
Cukuy Jelas
Pasal ©

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal |1

Cukup Jelas
Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dibebaskan dari tindak pidana adalah tindak pidana perpajakan

sebagaimana diatur dalam Undang-undang tertang perpajakan.
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Ayat (2)
Cukup Jelas : : v,

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14 .
Secara langsung artinya, aperat perpajakan mengetahui tentang adanya laporan yang 1§
benar yang dilakukan oleh Waiib Pajak, sedangkan secara tidak langsung adalah laporanﬁ
diberikan oleh pihak ketiga kepada aparat perpajakan tentang harta kekayaan yang dimi
oleh Wajib Pajak.

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Pihak-pihak lain adalah kalangan tertentu yang memahami aspck perpajikan, aspek ekom
dan aspek lainnya yang terkait dengan undang-undang ini.

Pasal 17 ¥
Cukup Je'as
Pasal 18

Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan kesempatannya uniuk mendapatkan pengampy
pajak, maka atas setiap pertambahan kekayaan yang dimilini oleh Wajib Pajak, vang be
alau belum sepenuhnya dilunasi Pajak Penghasilannya, maka dikenakan Pajak Penghas
berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, ditambah €es
sanksi sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-uandangan yang berlaku. epan

belum lewat jangka waktu t0 (sepuluh) ahun sesudith sgal terutangnya pajak,

Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMUR
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or Tanggal Perihal
i
7.45/1990 28/06/1990 PENYELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN "AJAK 1983 DAN
P SEBELUMNYA
{HUN 1979 26/03/1979 KEBLJAKSANAAN PERPAJAKAN
/P).311/2003 15/08/2003 PENJELASAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
78/P)/2004 22/12/2004 CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBUAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN
1 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010
4/P).32/2004 17/12/2004 LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK “'I
1o0f1
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Dirje o Pajck No: KEP-178/P)/2004
o

BIRL 3LUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENLERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010

phis
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

png

pahwa target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat, sementara kondisi makro
perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya pulih dan adar ya desakan dari masyarakat
untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak, menurunkan tarif Pajak Penghasilan, mempercepat
proses restitusi, menghapuskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) atas barang

tertentu, memberikan fasilitas perpajakan, serta akses data yang belum terbuka;

bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jendesal Pajak
dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, dipandang perlu untuk menetapkan
suatu cetak biru (blue print) yang menjadi landasan bagi pencapaian sasaran, penyusunan strategi,
pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direl:torat Jenderal
Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010;

at

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3985);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pertambahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun- 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomer 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 387, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
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No: KEP-178/P)/2004

MEMUTUSKAN:

ptapkan

B8, USAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBiJAKAN DIREKTORAT
% DERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010.

I

‘! Pasal 1

!
Wnq dimaksud dengan cetak biru (blue print) dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini adalah kerangka
53 terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi
X etapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serla
[Bakah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan Direktorat

Pasal 2

e mengenai cetak biru (blue print) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran
goutusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

sgawasan terhadap pelaksanaan cetak biru (blue print) sebagaimana diriaksud pada Pasal 1 dilakukan
eh masing-masing unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SMeputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Fajak ini
pngan penempatannya da.am Berita Negara Republik Indonesia.

X etapkan di ’ Jakarta
tanggal : 22 Desember 2004

l REKTUR JENDERAL PAJAK,
; ttd
DI POERNOMO

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-178/P1/2004
Tanggal : 22 Desember 2004

RINCIAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010.

Prinsip Dasar : Keterbukaan, langsung, kejujuran
Pajak

Visi : Menjadi model pelayanan masyarakat dengan sistem administrasi modern
yang berkelas dunia, dipercaya, dan dibanggakan masyarakat

MISI : . Menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MOTTO : Mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak

Tujuan : Mewujudkan citra dan target pajak menjadi nyata

Sasaran : _Ek_Stt;ﬂSiﬁkasi (cari yang tersembunyi) dan intensifikasi (ungkap yang tidak

jujur

e —
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No : KEP-178/P1/2004

22/12/2004

'Dirjen. Pajak
?;_"__

1. Reformasi moral, etika, dan integritas

2 Reformasi kebijakan perpajakan

3. Reformasi pelayanan terhadap Wajib Pajak

4, Reformasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak

Program : 1. Meningkatkan konsolidasi internal

2. Meningkatkan kebijakan perpajakan dengan equal treatment

3; Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan dengan e-system

4, Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dengan
Bank Data

5. Meningkatkan Bank Data Pajak menjadi Bank Data Nasional melalui
Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number)

6. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yarig belum

lurus sesuai ketentuan yang berlaku.

Fokus Kegiatan dan langkah/Implementasi:

L Tahun 2001 : Konsolidasi Internal dan Penyisiran /Canvassing)
A, Konsolidasi
1). Pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia
2 Penerapan reward dan punishment
3). Pembinaan mental attitude sumber daya manusia
4). Peningkatan sarana dan prasarana computer
5). Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan
Kiarifil:asi statement di media massa dengan meminta data dan

6).

B. Penyisiran (Can!’vassing):
1).
2).
3).
4).
5).
6).
AR
8).

informasi

Pemilik rumah mewah

Pemilik kenduraan mewah

Orang pribadi pe.‘llgusaha tertentu, misalnya pedagang eceran
Kepala keluarga di pemukiman menengah ke atas

Karyawan berpenghasilan di atas PTKP

Pemegang paspor RI, kecuali paspor dinas dan paspor haji
Pemegang kartu kredit dengan pagu Ry 10 juta ke atas
Pembentukan Bank Data/Simpul Data ; counter transaction, KAP,

ATPM, leasing company, notaris, iawyess, KISS antar Departemen
dll.
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No: KEP-178/P)/2004

tusan Dirjen Pajak 22![:
9). Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum
lurus dengan ketentuan yang berlaku
2 Tahun 2002 : Kenalilah Wajib Pajakmu (Knowing Your Taxpayers)
A. Large Taxpayers Office = LTO
B. On Line System yang Real Time (e-registration, e-payment & e-filing)
G Toll Free Number, SMS dan Interactive Voice Respon
D. Pembangunan 640 titik jaringan komunikasi antar kantor pajak (misainya : data,
video conference dll)
E. E-mapping dan smart mapping
1= Korespondensi audit
G. Penagihan aktif terhadap penunggak pajak besar
H. Bedah Wajib Pajak
L Account Representative (AR)
2 Pelaksanaan Revenue Generating Task Force (RGTF)
K. Benchmarking dengan negara lain
L Lakukan sosialisasi berkesinambungan
M. Lakukan kerjasama dengan sumber informasi
3. Tahun 2003 : Penegakkan Hukum Morality
A, Pemeriksaan
B. Penyidikan
&7 Penagihan aktif persuasif seluruh penunggak Pajak
D. Pencegahan
E Penyanderaan
F Memperluas Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajl"xk Wajib Pajak
Besar
G. Mempertemukan Nomor Objek Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
H. Meningkatkan moral, etika, dan integritas
I Membentuk Single Identification Number (SIN)
J. Modernisasi administrasi perpajakan
K. Amandemen Undang-undang Perpajakan
4. Tahun 2004 : Bank Data Nasional dan Single Identification Number (SIN)
A. Bank data nasional
8. Nomor Identitas Tunggal (Single Identification Number)
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Ea;n_'Diljenl Pajak No: KEP-178/P}/2004 22/12/2004

D. Amandemen Undang-undang Perpajakan

Tahun 2005 : Indonesia Sinergi

A, Menyemburnakan & niemanfaatkan Nomor Identitas Tunggal (Single Identification
Number)
B. Meni/empurnakan 640 titik jaringan komunikasi, antara lain untuk data, radio, video

conference, dll
C. ; Data pihak ketiga secara otomatis masuk ke SPT untuk pembanding
Tahun 2006 : Indonesia Pasti
A. Menghapus kendala akses ke semua lini

B. Meluruskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum lurus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c: Pengampunan pajak dan pidananya

Tahun 2007 : Pasti Mandiri

A. Kepatuhan Wajib Pajak mengisi SPT sesuai Undang-undang meningkat
B. Membayar pajak yang seharusnya dibayar

C. Efisiensi pemerintah meningkat

D. Penerimaan pajak meningkat secara sistem dan signifikan

Tahun 2008 : Pasti Hukum

A. Transparansi meningkat secara sistem
B. Meningkatkan compliance Wajib Pajak secara sistem
[0 Kepastian hukum meningkat secara sistem, misalnya mengurangi NPWP ganda, dil.

Tahun 2009 : Pasti KK}, Terorisme, dan Narkoba

Dengan SPT benar, lengkap, jelas dan transparan, maka Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
(KKN), Terorisme dan Narkoba akan terungkap, sehingga akan berkurang/hapus secara
sistem/otomatis

Tahun 2010 : Pasti Sejahtera
Dengan kemandirian/kepastian APBN, kepastian hukum, kepastian barkurangnya

KKN, Terorisme, Narkoba dan efisiensi pemerintah meningkat, sehingga ka_mampuan
negara/pemerintah meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan
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¢ Dirjen Pajak , No: S-1104/P).32/2004 o1l
) T

LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK

bungan dengan adanya rencana pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak, dengan ini kami
paikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil studi banding Good Corporate Governance South Africa Revenues Service (SARS)
yang dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan instansi terkait pada
tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 20_04 telah dilakukan p_enelaapa 1 beberapa
program SARS yang bisa diterapkan atau dapat dijadikan benchmark bagi perbaikan sistim
administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk persiapan pemberlakuan pengampunan pajak.

Beberapa program SARS yang dapat diterapkan dalam jangka pendek (3 sampai dengan 6 bulan)
meliputi antara lain : baseline assessment and strategic Planning wesignt; pilot project untuk
processing center; Call center; standarisasi struktur data; service charter dalam rangka standarisasi
pelayanan; dan pemanfaatan scanner OCR untuk kantor-kantor tertentu dan mengamankan data Wp
besar perorangan dan badan dalam hal persiapan Amnesty.

Untuk jangka menengah dan panjang meliputi antara lain : penguatan back office pendukung
proses planning, coaching, review dan penyempurnaan balance score card; transformasi pelayanan
yang menyatukan back office dengan ekspektasi WP melalui berbagai media; transformasi proses;
transformasi SDM; transformasi teknologi dan transformasi unit penegakan hukum,

Sebagai akibat adanya isu pengampunan pajak, beberapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak melaporkan bahwa banyak Wajib Pajak yang menunda pembayaran pajaknya.
Hal ini disebabkan karena menunggu kepastian rencana pemerintah yang akan memberlakukan
pengampunan pajak dalam vaktu dekat.

!

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan akan melakukan
sosialisasi kepada Wajib Pajak sehubungan dengan rencana pengampunan pajak tersebut serta
menghimbau Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang
berlaku.

mikian dapat ¥ mi sampaikan untuk mendapat petunjuk lebin lanjut.

R JENDERAL PAJAK

TAXF& Profecsional - licensed tn « Y| INITA - httnllahliil viah (iamm =n idlmo

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



i presiden No: G TAHUN 1979 26/03/1979

AKSANAAN PERPAJAKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ng

bahwa perpajakan selain merppakan sumber pendapatan Negara yang utama, juga merupakan
sarana untuk menunjang peningkatan investasi dan produksi serta pemerataan pendapatan dalam

masyarakat;

bahwa dalam Repelita Ketiga perlu lebih ditingkatkan disiplin, kepatuhan dan kewajaran para wajib
pajak dalam rangka membina iklim yang sehat bagi dunia usaha;

bahwa untuk terlaksananya kebijaksanaan perpajakan termaksud, dipandang periu untuk
memberikan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaannya;

hgat
pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara; 3

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak
Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2940);

Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakkir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambzhan Ordonansi Pajal:
Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2941);

Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 24 Prp. Tahun 1959 tentang Perubahan dan Tambahan
Peraturan-peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang:

1. Nomor 7 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 100) tentang Perubahan dan
Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan;

2 Nomor 12 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 103) tentang Penetapan
Pemungutan Pajak Dividen;

3. Nomor 13 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 24) tentang Perubahan dan
Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan;

9, Nomor 15 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 108) tentang Kenaikan Tarip
Cukai atas Bir dan Alkohol Sulingan dan Kenaikan Bea Masuk atas Bir);

5. Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1¢59 Nomor 109) tentang Perubahan dan
Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan;

6. Nomor 17 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1359 Nomor 110) tentang Perubahan dan
Tambahan Ordonansi Pajak Upah;

7. Nomor 18 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 111) tentang Perubahan dan
Tambahan Aturan Bea Meterai;

8. Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112) tentang Perubahan dan
Tambahan Ordonansi Pajak Rumah Tangga;

9. Nomor 20 Tahun’ 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 113) tentang Perubahan dan
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L ctruksi Presiden No: 6 TAHUN 1979 o

Undang-unc‘ang Tarip Indonesia 1872 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Ordunansi Bea 1931 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
Ordonansi Cukai Tembakau 1932 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Undang-undlang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar "Akuntan” ("Accountant")
(Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 705);

Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty 1970;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentaﬁg Penanaman Modal A_\sing (Lembafan Negara Tahun
1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Nomer 2943);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

Aturan Bea Meterai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 2 Prp. Tahun 1965;

Undang-undang Pajak Penjualan 1951 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Ketiga (REPELITA III);

MENGINSTRUKSIKAN:

epada:

enteri Keuangan Republik Indonesia,

fengadakan pengaturan guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat wajib pajak,
"gawasan dan penertiban terhadap aparatur perpajakan, penegakan disiplin fiskal dan kepatuhan wajib
3k serta pengaturan tentang penggunaan jasa Akuntan Publik berlandaskan kepada
thijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana tercantum dibawah ini:

Pasal 1
Pengaturan perpajakan dalam Repelita 111 didasarkan kepada pemerataan beban, yakni badan
usaha yang berpenghasilan kecil menanggung beban pajak yang jauh lebih ringan daripada badan
usaha yang berpenghasilan besar. s
Pengaturan tersebut ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan iklim perpajakan yang sehat.
Pasal 2
®an usaha yang dimaksud dala_m I'nstruksi Presiden ini adalah badan usaha sebagaimana ditentukan
=M Pasal 1 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan
f¥ang-undang Nomor 8 Tahun 1970.
Pasal 3

Untuk membina iklim perpajakan yang sehat serta mencapai kewajaran dalam perpajakan, maka
badan-badan usaha periu didorong untuk lebih terbuka dan meniberikan la poran keuangan yang
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ruksi presiden - No: 6 TAHUN 197% 26/03/1979

—

Untuk keterbukaan dan penyampaian laporan keuangan yang benar tersebut ayat (1) kepada
badan-badan usaha diberikan keringanan perpajakan.,

Laporan keuangan tersebut harus didasarkan atas pemeriksaan seorang Akuntan Publik yang harus .
mengikuti prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. , :

Hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan keuangan badan usaha yang telah diberi pernyataan
wajar tanpa syarat, pada dasarnya diterima oleh Inspeksi Pajak sebagai benar.

Pasal 4
xganan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 3 meliputi:
Penilaian kembali aktiva tetap badan-badan usaha pada tanggal 1 Januari 1979;

Pemberian keringanan tarip pajak persefoan dan penetapan dasar pengenaan pajak mulai tahun
buku 1979;

Pemberian keringanan tarip pajak perseroan bagi badan-bac'an usaha yang berbentuk Koperasi;

Pemberian keringanan perpajakan bagi penambahan modal saham badan-badan usaha yang
modalnya terbagi atas saham-saham yang berasal dari laba yang belum dibagikan;

Pemberian keringanan perpajakan bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual
saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal;

Pemberian kesempatan kepada badan-badan usaha untuk menerapkan sistim penilaian persediaan
barang dan perhitungan harga pokok penjualan barang yang lebih menguntungkan ditinjau dari
sudut perhitungan pajak yang terhutang;

Pemberian keringanan da» pengampunan pajak bagi badan usaha yang menggunakan jasa Akuntan
Publik; !

)
Perpanjangan jangka waktu berlakunya ketentuan tentang fasilitas pemutihan modal;

Pemberian keringanan tarip cukai hasil tembakau dan keserasian antara harga pita cukai dengan
harga eceran hasil tembakau.

Pasal 5

menyelenggarakan administrasi perusahaan yang lebih baik dan lebih terbuka, Menteri Keuangan
tapkan pedoman tentang pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh Akuntan Publik guna
fepan pajak perseroan. :

Pasal 6

n Publik yang membuat laporan Pemeriksaan dan laporan lainnya yang tidak benar atau

bunyikan keterangan yang penting atau yang menyesatkan dan merugikan perpajakan, serta tidak
ti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam norma-narma Pemeriksaan Akuntan dan Kode Etik yang
n oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dikenakan sanksi berupa larangan menjalankan praktek untuk
ra waktu maupun untuk selama-lamanya.

i Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

kan di : Jakarta
gal : 26 Maret 1979

EN REPUBLIK INDONESIA,
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t Dirjen Pajak No: S-543/P).311/2003 S
PENJELASAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

jbungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 9 Juli 2003, perihal Mohon Penjelasan tentang
kuan Terhadap Permohonan Pengampunan Pajak, dengzn ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:

a. Wajib Pajak Yayasan ABC telah diperiksa oleh TimPemeriksa KPP Jakarta Pulogadung dan
telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak 2000
dan 2001 dengan keseluruhan jumlah ketetapan sebesar Rp.657.433.388,-

b. Pada prinsipnya Yayasan ABC menerima ketetapan pajak tersebut, namun Wajib Pajak
beralasan karena ketidaktahuannya akan kewajiban perpajakannya telah mengakibatkan
diterbitkan ketetapan pajak tersebut.

<. Atas ketidaktahuan atau kealpaannya tersebut dan karena kondisi keuangan yang tida
memungkinkan untuk membayar utang pajak tersebut, Yayasan ABC menemui kesulitan
memungut pajak atas gaji para guru/karyawan yang sudah d!bayarkan pada tahun 2000
dan 2001. Oleh karena itu Yayasan ABC mengajukan permohonan pengampunan pajak
atas seluruh ketetapan pajak tersebut (baik pokok pajak maupun sanksir.ya).

d. Berdasarkan permohonan Yayasan ABC di atas, Saudara minta penjelasan mengenal tindak
lanjut untuk memproses permohonan pencampunan pajak tersebut.

Berdasarkan ketentuan formal perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), antara lain diatur
tata cara perpajakan sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak paling lama 12 (dua
belas) bulan. :

b. Pasal 13 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar.

. Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf ¢, Direktur _enderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Tagihan Pajak antara lain apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar dan apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau
bunga.

d. Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hiturg, dan atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

e, Penjelasan Pasal 24, penghapusan piutang pajak dapat dilakukan antara lain karens Wajib
Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib
Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat
lagi sebagai Subjek Pajak dan hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa.

L Thes: S ge oo

f. Pasal 25 ayat (1)* Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Direktur
Jenderal Pajak an ara lain atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

g. Pasc| 27 ayat (1), Waji% Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
Direktur Jenderal Pajak.

h. Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b, Direk*ur Jenderal Pajak dapat : (2) mengurangkan
atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang
menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dalarn hal sanksi tersebut

- TAXES Professional - Licensed to :  AYUNITA - http://ahlul.web.ugm.ac.id/me 10f?
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No: $-543/PJ.311/2003

(i

rat Dirjeh Pajak

I

formal terscbut merupakan prosedur dan Lata cata untuk menerapkan ketentuan
fne;tee':ita':lagen?gaimana diatur calam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa k_allvdnubah te_rakhar_dengan Undang-undang tomor
17 Tahun 2000. Mengingat bahwa pada prinsipnya Subjek Pajak hanya dikenakan pajak apabila
Subjek Pciak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berdasarkan ketentuan
perundang-undangan terutang pajak, dan bahwa | embayaran pajak yang terutang dalam tahun
benj<ian selain melalui pemungutan/pemotongan pajak juga dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri
Laik dengan angsuran bulanan PPh Pasal 25 maupun setoran akh!r tah_un PPh Pasal 29 berdasarkan
SPT Tahunan, maka dalam mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak Yayasan ABC yang telah
terlanjur lalai tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji yang telah dibayarkan kepada
para guru dan karyawan Yayasan ABC dalam tahun 2000 dan 2001, perlu dilihat kenyataannya
dengan melalui suatu pemeriksaan yang seksama, yaitu apakah:

a. penghasilan para guru dan karyawan Yayasan ABC dari gaji dan penghasilan lainnya yang
merupakan Objek Pajak berjumlah melebihi PTKP dan pengurang lainnya atau tidak;

b. dalam hal jumlah penghasilannya melebihi PTKP dan pengurang lainnya, para guru dan
karyawan yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah
menyampaikan SPT Tanhunan serta membayar Pajak Penghasilan yang terutang atau belum.

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan hal-hal tersebut di atas, dengan ini dapat disampaikan
pendapat kami bahwa:

a. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21 oleh KPP yang
bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan c'emikian permechonan
pengampunan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak menurut hernat kami tidak dapat

dikabulkan; i
b. Atas SKPKB tersebut di atas, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
(= Apabila kondisi tersebut pada huruf b tidak gipenuhi, maka keringanan yang dapat diberikan

kepada Waijib Pajak hanyalah berupa pemberian persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajak paling lama 1 (satu) tahun.

%emikian pendapat kami agar menjadi maklum.

An. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

; ttd

IGN MAYUN WINANGUN
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gdaran Dirjen Pajak No: SE-18/P).45/1990 28/06/1990
NYELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN PAJAK 1983 DAN SEBELUMNYA

Sebagaimana diketahui Pasa] 45 KUP telah menentukan jangka waktu berlakunya peraturan
perundang-undangan perpajakan lama yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.

Meskipun demikian selama ini masih terdapat keragu-raguan dalam pelaksanaannya, sehingga
setelah tanggal 31 Desember 1988 masih terdapat kegiatan penyelesaian penetapan dan
keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnya. Kegiatan penetapan baru terhenti sama sekali
setelah surat kawat : No. KWT-07/PJ.1/1989 tanggal 13 Juni 1919 diterbitkan. Lain halnya dengan
kegiatan penyelesaian keberatan tahun pajak 1983 dan sebelumnya tetap dilaksanakan sampai
dengan tanggal 31 Desember 1989 (SE-66/P)./1989 tanggal 4 Agustus 1989), tetapi produk
hukumnya berupa keputusan Direktur Jenderal Pajak ditangguhkan sambil menunggu penegasan
lebih lanjut dari Bapak Menteri Keuangan.

Dengan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor : ND-722/MK/1989 tanggal 30 Desember 1989.
Bapak Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyelesaian penetapan dan keberatan tahun
pajak 1983 dan sebelumnya menurut prosedur yang lazim hanya dapat dilakukan sampai dengan
tanggal 31 Desember 1988. Apabila Wajib Pajak merasa telah membayar pajak-pajak 1983 dan
sebelumnya jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya terhutang, sedangkan terhadap
hutang pajak tersebut belvm dilakukan penetapannya, atau Wajib Pajak telah dikenakan
ketetapan pajak tahun pajik 1983 dan sebelumnya jauh lebih besar dari pada pajak yang
sebenarnya terhutang sedaigkan keberatannya belum diputuskan, sehingga dirasakan tidak adii,
maka Wajib Pajak yang dernikian dapat menggunakan Ordonansi Keadilan dengan cara
mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak .
Penyelesaian keberatan atau penetapan dengan prosedur ini dilakukan berdasarkan hasil
pemeriksaan yang dilakukan secara khusus.

Berdasarkan petunjuk Bapak Menteri Keuangan terse jut diatas Saudara Kepala Kantor
Pelaya+:an Pajak diinstruksikan untuk :

a. Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bermaksud menggunakan
Crdonansi keadilan berdasarkan STBL 1929 No. 187 dan STBL 1940 No. 226 agar
mengajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak
dalam hal ini ke Kakanwil dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan.

Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan surat permohonan menggunakan
Ordonansi Keadilan adalah seperti bentuk terlampir, Wajiv Pajak yang diberi
pemberitahuan tertulis adalah Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan untuk
ditetapkan pajaknya tahun 1983 dan sebelumnya berupa SPT lebih bayar atau SPT rugi
dan Wajib Pajak yang mengajukan keberatan pajaknya tahun 1983 dan sebelumnya
sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, sepanjang ia tidak mengajukan permohonan
pengampunan pajak berdasarkan Keppres no. 26 tahun 1984,

b. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut pada huruf
a wajib Pajak tidak menariggapinya maka dianggap tidak bermaksud menggunakan
Ordonansi Keadilan, sehingga permohonan Wajib Pajak tidak perlu dikerjakan lagi .

G Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menggunakan Ordonznsi Keadilan.
KPP meneliti kembali untuk memastikan apakah ia tidak mengampunkan pajaknya.
Setelah pasti bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan pengampunan, KPP supaya meneliti
dan merapikan berkas Wajib Pajak untuk dikirimkan kepada Kakanwil selanjutnya berkas

tersebut oleh kakanwil diteruskan kepada UPP.

i. Hasil pemeriksaan UPP supaya diteruskan ke Kantor Pusat untuk diproses lebih lanjut.

_untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

 JENDERAL PAJAK
-d
[E MUHAMMAD
L =
Lamp'ran SE No. SE-18/P1.45/1990
Tgl 28 Juni 1990
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No: SE-18/PJ.45/1990

Kepada Yth :

1 (satu) lembar S eswemsssin
Pemberitahuan G

%

.t Edaran Dirjen Pajak

.....................

- an dengan surat Saudara NO. ...vewsrsessesssses BNGGA ovieviiiiiiiiiiisinanes perihal

5 ug:ggan pengtapan Rampung/Keberatan PPs/PBDR/MPO/PPd/PPd 17a/PKk (*) tahun ................
 ama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang nc. 6 Tahun 1983 tidak
B0at lagi dikerjakan dengan prosedur yang lazim setelah tanggal 31 Desember 1988. Apabila Saudara
Bap menghendaki keputusan atas permohonan Saudara tersebut Saudara dapat menggunakan
 onansi Keadilan Stbl. 1928 No. 187 dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan R.I,
blalui Ka Kanwil DJP dengan tindasan kepada KPP yang bersangkutan sesuai bentuk terlampir dengan

sebagai berikut :

Tidak mengajukan Pengampunan Pajak berdasarkan Keppres no. 26 Tahun 1984 mengenai
tahun pajak tersebut dalam permohonan Saudara.

Menteri Keuangan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan khusus yang akan
dilakukan berkenaan dengan permohonan Saudara.

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan ini.
Apabila dalam waktu satu bulan di lampaui maka surat permohonan penetapan
Rampung/Keberatan tersebut di atas tidak dapat lagi dikerjakan.

ikian untuk diketahui.

' unbusan kepada : Kepala KPPSERENT . a. ....c.cccvis
epala Kanwil DIP

[ ... )
") Coret yang tidak perlu
Kepada Yth :
Bapak Menteri Keuangan R.I
Permohonan penerapan melalui Ka Kanwi. .... DIP
Ordonansi Keadilan di

Sesuai surat pemberitahuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..........cccecveerunnnn nomor
wreeerrenenns t@NGQAl ............ bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak sudi

Jlranya menerangkan kewenangan berdasarkan Ordonansi Keadilan Stbl. 1928 nomor 187 untuk
penyelesaian permohonan kami mengenai :

r

L Surat permohonan perampungan pajak .............. tahun ...... nomor ......... Tanggal
Surat permohonan keberatan atas SKP ................ Taltm s NOMIGT i
tanggal ................

Surat permohonan pembayaran kembali kelebihan pajak .................... tahun .......,
NBMON «versessssassnsise tanggal ......ccovvviinnnee

busan kepada :
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Perihal

Lembar ke-1 : untuk Inspeksi Pajak
Lembar ke-2 : untuk Wajib Pajak

: Pernyataan Pengampunan
Pajak Orang Pribadi Kepada

Lampiran : Yth. Kepala Inspeksi Pajak

R T N R I T S S S

SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat tempat tinggal :
NPWP : DO0OOoo0m
dengan ini menyampaikan pernyataan untuk mendapatkan pengam-
punan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No-
mor 26 Tahun 1984 mengenai semua jenis pajak yang terhutang, me-
liputi tahun/masa pajak sebelum 1 Januari 1985 untuk Pajak Keka-
yaan serta sebelum 1 Januari 1984 untuk jenis pajak lainnya dan me-
nyatakan, bahwa mulai tahun 1984 dan tihun-tahur berikutnya a-
kan membaysr dan atau menyetorkan segala jenis pajak yaug terhu-
tang menurut ketentuan peraturan perundang-undzngan perpajakan
yang berlaku serta mengisi dengan benar dan lengkap Surat Pemberi-
tahuan yang berkenaan dengan itu,

Sehubungan dengan itu : *)

1, O dilampirkan,

1. O Daftar Kekayaan Orang Pribadi " O disusulkan kemudian,
per 1 Januari 1984, 2. O dilampirkan,

2. O Neraca per 1 Januari 1984, O disusulkan kemudian,

3. O Tanda bukti Setoran Uang g, O dilampirkan,
Tembusan Pengampunan Pajak, " O disusulkan kemudian,

Demikian pernyatsan saya dalam rangka memenuhi KEP-
PRES No. 26 Th. 1984. ;

- N WE W
Yang memberi pernyataan,

*) Beri tanda silang (X) pada
kotak yang dikehendaki, CirrmTTEs NN .

KPP.2
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Lembar ke—1

untuk Inspeksi Pajak
Lembar ke—2

untuk Wajib Pajak

Perihal : Pemya.um Pengampunan
Pajak Badan Usaha
Lampiran :
Kepadu
Yth. Kepala Inspeksi Pajak

SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

Kedudukan dalam perusahaan
dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama

Nama Badan Usaha

Alamat Kantor Pusat $

NPWP s ) 1 O U] B

dengan ini menyampaikan pernyataan untuk mendapatkan pengam-
punan pajak, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1984 mengenai jenis pajak dan tahun pajak sebagai

berikut : *)
No. |  JENIS PAJAK TAHUN PAJAK
Urut
1. | Ppps {J 1983 berurutan mulai dengan 19
2. |0 PBDR ] [J 1983 berurutan mulai dengan 19
3. !C] MPO Wapu [J 1983 berurutan mulai dengan 19
4. 1T PPd Buruh [0 1983 berurutan mulai dengan 19
5. |OPPn (J 1983 berurutan mulai dengan 19

dan menyatakan. baliwa terhit'ng mulai tahun 1984 dan tahun-ta-
hun berikutnya akan membayar dan atau menyetorkan segala jenis
pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku serts mengisi dengan benar dan
lengkap Surat Pemberitahuan yang berkenan dengan itu,
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Sehubungan dengan itu : *)

1. O Neraca per 1 Januari 1884 [ dilampirkan
- "0 disusulkan kemu-
dian,
2. [ Tanda bukti Setoran Uung (1 dilampirkan !

Tebusan Pengampunan Pajak, " [J disusulkan kemu-

dian.

Demikian pernyataan kami dalam rangka memenuhi KEP-
PRES No. 26 Th, 1884.

B, s we . 3086
Yang memberi pernyataan,
. . . . ol )
*) Berl tanda silang (X)
pada kotak yang
dikehendaki,
KP.P.3,
15
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Lembar ke I : Untuk Inspeksi Pajak
Lembar ke Il :  Untuk Walib Pajak

DAFTAR KEKAYAAN ORANG PRIBADI
PER 1 JANUARI 1984

. = - Ll LT
I . | _NILAIKEKAYAAN (Rp)
Kode UR-\L1AN SPT PKk |Keppres No, 26
Tahun 1984 | Tahun 1984
| 1 . 2 3 4

1. | Modal dalam Perusahsan atau pekeriaan bebas

(Perinclan lihat Lampiran [).

2. | Barang Tak Gerak
(Perinelan lihat Lampiran I1).

3. | Harta Gerak
(Perinclan lthat Lampiran 11},

4. | Lain-luin
(Perinelan llhat Lamplran IV).

8. | Jumlgh Nilal Seluruh Kekaysan
(Kode-kode 1+2+3+4),

6. | Dikurangl : Baglan Kekayaan yang tl-
dak Dikenakan Pajak.

7. | Dikurangl: Hutang yang ada pada 1 Ja-
: nuard 1984 (Perincian lihat
Lamplran V).

8. | Dikurangi : Baglan Kekayaan yang telah
Diajukan Pengampunan

9. | Jumlah Nilai Kekayaan Bersih
(Kodekode 5-6-7T-8).

10, | Seligih Nilal Kekaysan Bersih
(Kolom 4-3).

11 | Jumlah Uang Tebusan
e e B e eyl

12, | Jumlah Uang Teb 1 Yang dibayar,

SayE"BEENEMalIN, . . . S I . . aaane s e
selaku Wajlb pajak bersama ini menyatakan, bahwa dengan sepengetahuan dan kesadaran
saya sepenuhnya atas akibat-akibatnys,epa yang telah diberitahukan di atas adalah penar,
lengkap dan tidak bersyarat,

Tanda tangan ... ssuNstuseaResEensesusasssuiinl

KP.P.4,

16
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LAMPIRAN KE 1

oy o g 3 LN
MCDAL DALAM PERUSAHAAN SENDIRI DAN PEKERJAAN BEBAS
(TERMASUK MILIK ISTRI, ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT
YANG MASIH DIBAWAH UMUR) DAN PERUSAHAAN LAIN
(TERMASUK FIRMA DAN CV).

Desarnya nilal darl Modal
No. Nama/Merek/Jenis dan Alamat menurut
Perusahaan/Praktek/Tempat Usaha [
SPT PKk 1984 | KEPPRES No.26/1984
1 2 3 4
-
(- S
Catatan : .
Bila ruangan tidak mencukupl Yang mengajukan pengampunan oajak
dapat dibuat daftar yang sesual
Qs snmnsnsassnisssiommiamesimamhpnres )
iy -
- SThe SO S
17
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LAMPIRAN KE
KPP~

BARANG TAK GERAK (TERMASUK MILIK ISTRI,
ANAK DAN ATAU ANAK ANGKATYANG .. : .

CEe TN Y
o -

,. , DIBAWAH UMUR) -
' a BANGUNAN : rumah, ungalow, pabrik, gudang dsb.
No. Perolehan Nilal Kekaysan menurut
ures|  Letaknya Banpunan o Harsa | SPT PKk 1084 | KEPPRES
No. 26/84
1 2 3 4 ] 8

b. T ANAH : tanah darat/bangunan, sawah, kebun, ladang, empang dsb,

No.' Perolehan Nilal Keksyaan menurut
tanah L a
Urisfic e e Y reliun | Harga | SPT PKk 1984 | KEPPRES
No. 26/84
1 2 3 4 b (] 7

¢ TAGIHAN-TAGIHAN/PIUTANGPIUTANG YANG DIWJAMIN DENGAN BARANG

TAK GERAK DALAM TAHUN 1983,
No, Jaminan Nilal Kekayaun menurul
Uiut Nima Yeng Berhutany Jenls WWLW
n/a - No.-26/84
1 gl 3 4 5 6
o i ; i v 6 a1l
Catatan : Yang mengajukan pengampunan pajak.

Blla ruangan tidak mencukupi
dapat dibuat daftar yang sesual,

18
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) R " LAMPIRAN KE 111

- KP.P.4

HARTA GERAK (TERMASUK MILIK ISTRI,

“+* 'ANAK DAN ATAU ANAK ANGKAT YANG

*-* “DIBAWAH UMUR)
a. EFFEK-EFFEK : Saham , obligasi, sertifikat dan lain sebagainya.
No.,| Nama dan alamatBadan Tahun __Nilal Kekayaan menurut’
Urut| yang mengeluarkan effek Perolehan SPTPKk | KEPPRES
1984 No, 26/84
1 2 3 - 4 -]

b. BARANG-BARANG MEWAH SEPERTI : Mobil, sepeda motor, kapal pe-
siar, kuda pacu, lemari es, air condition, tape recorder, proyektor, :ﬂt- t
musik, lukisan-lukisan dan sebagainya.

No.| Jenls barang-barang mewah | | Tahun Nilal Kekayaan menurut
Urut Perolehan [ SPT PKk "KEPPRES
1984 No. 26/84

1 2 3 -4 -]

c. HARTA GERAK LAINNYA,

No. Jenis harta gerak Nilal Kekaysan menurut
Urut SPT PKk KEPPRES
1984 No. 26/84
1 2 3 4

1. |Simpanan di Bank dalam fluar negeri,
berupa : deposito berfangka dan lalnnyas

2. |Uang Tunal

3, | Valuta Asing

4. |Tagihan/Plutang

5. |Perhiasan-perhlasan

o, e 3 s o i 19....
Catatan : Yang mengajukan pengampunan pajak :
Blla ruangan tidak mencukupi
dapat dibuat daftar yang sesual, " ) )
19

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



LAMPIRAN KE IV

i. LAIN-LAIN: Harta/Kekayaan yang beluin termasuk
pada Lampiran I, II, dan IIL

No. et Nilai Kekayaan menurut
Urut SPT PKk 1984 | KEPPRES NO, 26/84
) 2 3 4
S . . . 18, &
Catatan ; Yang mengajukan pengampunan pajak
Bila ruangan tidak mencukupi
dapat dibuat daftar yang sesuai,
( i)

20
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LAMPIRAN KE V

KP.P. 4
HUTANG
No. Nama yang berpiutang Jumlah Hutang menurut
Urut | SPTPKk 1984 [ KEPPRES NO, 26/84
1 2 Za 4
4
....... B . T . o REE . . .
Catatan : Yang mengajukan pengampunan pajak
Bila ruangan tidak mencukupi .
dapat dibuat daftar yang sesuai.
=== )

21
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skt

. 8
[ .

NERACA

ed PER 1 JANUARI 1984
CONTOH ;
AKTIVA
p— - --§¢u=l-l-l---nllI------.-q
Urut RRERERER SPT Tahun 2983 | Keppres No, 26
Tahun 1984
JUMLAH AKTIVA
CONTOH :
PASIVA
No. e W NILAI PASIVA (Rp)
Urut Menurut SPT 1983 | Keppres No, 20
Tahun 1984
JUMLAH PASIVA
Catatan : r
Perincian masing-masing Aktiva dan Pasiva supaya dijelaskan pada Lampiran.
KP. P, 5,
22
Bt D 2
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SURAT SETORAN UANG TEBUSAN

PENGAMPUNAN PAJAK CRdRAR 3
DEPARTEMEN KEUANGAN R.lL (KEPPRES NO. 26 TAHUN 1984)
Unituk Inspeksi Pajak melalui
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | (] WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI h ok ek amdet

0 wAJIB PAJAK BADAN

Berikan tanda silang (X) pada kotak yang
tersedia.

NAMA WAJIBPAJAK :  ....... Wim e v e s s nme o PO s e e
ALAMAT B o s s GIRRIET » + s v s R e B e cn e s e o iyle
NPWP H

INSPEKSI PAJAK . T L L o e

23

Kepala Kantor Kas Negara . -
minta kepada g o i/ Kantor Pos dan Glro > 5% e s oy

atas Rekening Kepala Inspeksi Pajak . .. . . ... .... Bl e R
cq. Kepala Kantor Kas Negara il . . .. ... .. ... BT e Fe T . R
jumlah set uang teb pengampunan pajak yang h dibayar seb 3

% X Rp. = Rp. | ]
:L._.______________— Diisi Oleh Kantor Penerima Pembayaran
TANGGAL DITERIMA

- —————— beeshert 1} L1 11J

TERAAN KAS REGISTER

Harap dimasukkar waii. peneri Lain-ain Pajak Langsung : ne|

3 52 07 | R 39, . .
Tanda tangan penyetor/Wajib Pajak

"KP.P. 6
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.IL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETCRAN UANG TEBUSAN
PENGAMPUNAN PAJAK
(KEPPRES NO. 26 TAHUN 1984)
[J waJIB PAJAK ORANG PRIBADI
[J WAJIB PAJAK BADAN.
Berikan tanda silang (X) pada kotak yang

LEMBAR 2
Untuk Wajib Pajak

tersedia,
WAMA WAJIB PAJAK  © o+ os..n . s L ey o o
ALAMAT ;R . . D . . | . . el A S
NPWP O0dDoOoDoom
INSPEKSI PAJAK & o ovtvvnmens A i S s . . e
minta kepada Eﬁ:%%u—;ﬁﬁ agar menerima pembayaran TERAAN KAS REGISTER

RS T . s s YRR s s R

= Rrp. |

pajak y harus dibayar sebesar :

o
Diisl Oleh Kantor Penerima Pembayaran
TANGGAL DITERIMA

bl Lo | | | |
Harap dimasukkan dalam p an Lain-laiu Fajak Langsung : (3]
Y e Ew B . JE . .
Tanda tangan pcnztwsmn]lb Pajak
KP.P. 6
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SURAT SETORAN UANG TEBUSAN
PENGAMPUNAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.L (KEPPRES NO, 26 TAHUN 1984)

DIREKTORAT JENNDERAL PAJAK | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
[J wAJIB PAJAK BADAN,
Berikan tanda silang (X) pada kotak yang

LEMBAR 3

Untuk dilampirkan pads Daftar
Kekaysar dan atgu Neraca pev
1 Januari 1984

tersedia,
NAMA WAJIB PAJAK  : _ani .. W e SRS s, o EGEENT
ALAMAT S . . . . e e e, . . .. S R EE - o
NPWP L OO OoDoom
v
INSPEKSI PAJAK B T v e B - RN S .. ... Al
' |

Kepala Kantor Kas Negara
minta kepada Bank Persepsi/Kautor Pos d o AEAr menerima pembayaran

atas Rekening Kepala Inspeksi Pajak . . . . .. ... ... T e .
eq. Kepala Kantor KasNegaradi . . ., ......., .... ..-....- ..... “
jumlah set uang teby P pajak yang harus dibayar sebesar :

% X Rp. = Ro. [ ]

dengan huru! :

Harap dimasukkan dalam penerimaan Lain-ain Pajak Langsung : (5

Tanda tangan penyetor/Wajib Pajak

TERAAN KAS REGISTER

Diisi Oleh Kantor Penerima Pembayaran
TANGGAL DITERIMA

SERERSYRE

KP.P. 6
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SURAT SETORAN UANG TEBUSAN
PENGAMPUNAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I (KEPPRES NO. 26 TAHUN 1984) LEMBAR 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |[[] waJIR PAJAK ORANG PRIBADI Untuk Arsip Kantor Penerima
(J wAJIB PAJAK BADAN. Pembayaran Pajak
Berikan tanda silang (X) pada kotak yang
tersedia,
NAMAWAJIBPAJAK & & ... .vuvvennsn Sl St i e I B0 Y, e B . .. - L
ALAMAT 3 SEEE . AT S . . &R AR, ST, . Al P, N . L . ... oas e
NPWP O N

INSPEKSI PAJAK

H N

Ka Kas Ne
minta kepada Bank § ain n:‘o‘:r ’N = » agar menerima pembayaran

atas Rekening Kepala Inspeksi Pajak
i cq. Kepala Kantor Kas Negara dl , , ., . .

% 1ah i

TERAAN KAS REGISTER

uang pengampunan pajak yang harus dibayar sebesar :

% X Rp. = Rrp.| |

denun'humf :

o,

Diisi Oleh Kantor Penerima Pembayaran®
TANGGAL DITERIMA

= I O ) o

Marap dimanikican dalamiBenesimiean Lain-iain Pajak Gangsulll <1 THIS)

: .o BENT PRRTE ©
Tanda tangan penyetor/Wajib Pajak

KP. P. 6

Analisis kebijakan ..., Diah Novita, FISIP Ul, 2006.

26



-]

Lembar ke-1 : untuk Inspeksi Pajak.
Lembar ke-2 : untuk Wajib Pajak,

Perihal . Pengantar Lampiran
Pernyataan Pengam-
punan Pajak,

Lampiran : — Kepada Yth.

Kepala Inspeksi Pajak
di

Menunjuk pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak yang
telah kami sampaikan tanggal ., . .... <« . 1984 atas

Nama il . e B TR

NPWP : 00O oao

bersama ini disusulkan : *)

1. [J Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1884,
2. O Neraca per 1 Januari 1984,

3. [J Tanda bukti Setoran Uang Tebusan Pengumpunan Pajak, '
4.0 .

Harap diterima dengan baik,

R

.......... " B ool

Yang mengajukan Pengampunan Pajak

*) Beri tanda silang (X)pada (T, IR )
kotak yang dikehendaki.

KP.P, 7.

27
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DEPARTEMEN KEUANGANR. L.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

1.

28

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEPNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK (KP.P, 2)
(UNTUK ORANG PRIBADI)

UMUM. '

Surat Pernyztaan Pengampunan Pajak adalah surat yang harus diisi dan
disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi kepada Kepala Inspel:si
Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atas terdaftar, guna
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagai-
mana dimaksud dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1984 tentang Pengam-
punan Pajak. _
Sebelum mengisi Surat Pernyataan hendaknya diteliti terlebih dahulu
apakah Wajib Pajak (WP) telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) yang terdiri dari 10 angka, Bilamana Wajib Pajak belum mem.
punyai NPWP atau mempunyai NPWP yang masih terdiri dari 6 angka,
hendaknya segera mendaftarkan diri terlebih dahulu atau menghubungi
Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

-Masalah NPWP ini hendaknya mendapatkan perhatian agar Wajib Pajak

mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian administratip dan tidak
mendapatkan kesukaran pada saat melaksanakan pembayaran,

. CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN.

2.1. Surat Pernyataan diisi dalam rangkap 2 (dua) :
— lembar ke-1 : untuk Kepala Inspeksi Pajak.
— lembar ke-2 ; untuk arsip Wajib Paiak.

2.2. Lampirman:
Diisi dengan jumlah dokumen yang disertzkan pada Surat Pernya-
taan. Sclanjutnya perhatikan keterangar. pada angka 2.7.

2.3. Alamat Surat ;
Diisi dengan nama dan alamat Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah
tempat tinggal Wajib Pajak.
Contoh : Kepala Inspeksi Pajak Bogor di Bogor.

24, Namg :
Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam
Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U, 6).
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2.5,

" 2.6.

2.7.

Alamat tempat tinggal :

Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Kartu NPWP atau
Tanda Bukti Pendat'taran Wajib Pajak (KP. U. 6).

NPWP :

Diisi dengan Noinor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan Kartu
NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP, U, 6).
Dokumen yang harus dilampirkan : .

Surat Pernyataan harus dilengkapi dengan Daftar Kekayzan Orang
Pribadi per | Januari 1984 (KP. P, 4) dan Tanda Bukti Sctoran
Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP, P. 6).

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai usaha yang menyelenggarakan
Pembukuan, maka di samping Daftar Kekayaan dan Tanda Bukti
Setoran Uang Tebusan harus pula dilampirkan Neraca per | Januari
1984 (KP. P. 5).

Apabila Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang
Tebusan belum siap untuk dilampirkan, maka dokumen tersebut

. dapat disusulkan kemudian selambat-Jambatnya tanggal 31 Desem-

ber 1984,
Dalam hal Daftar Kckayaan, cha dan- Tanda Bulm Setoran

Uang Tebusan -iilampirkan, maka penglsum Surat Pernyataan
dilakukan sebagal berikut :

1. & Daftar Kekayaan O- 1.8 dﬂlmpi.rkln.
rang Pribadi per 1 “.
Januari 1984, - D disusulkan kemudian,
2. B Neraca per 1 Januari -/ Eldﬂamphk_m, '
19% 01 disuswkan kemudian,
3, B Tanda Bukti Setoran 3. @ dilampirkan,
Tebusan Pengampunan
Pajak, , O disusulkan kemudian.

Dalam hal Daftar Kekayaan, Neraca dan Tanda Bukti Setoran
Uang Tebusan belum dapat dilampirkan, maka pengisiannya di-
lakukan sebagal berikut : ;
1. ® Daftar Kekayaan Orang 1. O dilampirkan,

Pribadi per 1 Januari

1984, & disusulkan kemudian,
2. (0 Neraca per 1 Januari 1984, 2. O dilampirkan,
X disusulkan kemudlm,

29
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3, ® Tanda Bukti Setoran 3.0 dﬂamplrkm,. v
st i Uang:Tebusan Pengampune. 0 ¢ oy v oy
an Pajak, i} o nT i oo Edisusulksnkemudhn

1.:'.‘.-

2.8, Tempat, tanggal dan Surat Pernyataan :
Dilsi demn naml kou dm tanggal Surat Pemyataan dibuat,

29. Yang membeti pernyataan ;-
* Ditanda tangani oleh Wajib Pljak yang mengslukan pengampunan
- ajak, Di bawah tanda- tmsan supays dicantumkan nama jelas
Vajib Pajak.

3.LAIN-LAIN. .
‘3.1, Dalam hal Wajib Pajak yang mengajukan pengampunan pajak tuna
aksara, Surat Pernyataan ini dapat dlisi dengan bantuan orang lain.
Waijib Psjak cukup 1aencantumkan tanda tangan atau cap jempol,

3.2, jenls dan Tahun Pajak yang dimintakan Pengampunan falsh semua
jenis pajak yang terhutang, meliputi tahun/masa pajak sebelum |
Januari 1985 untuk Pajak Kekayaan serta snbclum 1 Januari 1984
untuk jenis pajak lainnya. :

Jenis Pajak vang dapat dunlnukan pengampunan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi sesuai Keppres No, 26 Tahun 1984 adalah :

(1) Pajak Pendapatan.

(2) Pajak Kekayaan.

(3) Pajak Atas Bunga, Dividen dan Royalty
(4) MPO Wapu,

(5) ' Pajak Pendapatan Buruh (PPd 17a).
(6) Pajak Penjualan.

30
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL .PAJAK ;

PETUNJUK PENGISIAN :
SURAT PERNYATAAN PENGAMPUNAN PAJAK ‘(KP. P, 3)
(UNTUK BADAN USAHA)

1. UMUM.

Surat Pernyataan Pengampunan Pajak adalah surat yang harus diisi dan
disampaikan oleh Wajib Pajak Badan kepada Kepala Inspeksi Pajak dalam
wilayah Kantor Pusat Badan tersebut berkedudukan atau terdaftar, guna
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengampunan pajak sebagai-
mana dimaksud dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1984 tentang Pengam-
punan Pajak. Pengajuan Surat Pernyat.an Pengampunan dilakukan oleh
Kantor Pusat,

Sebelum mengisi surat pernyataan hendaknya diteliti terlebih dahulu apa-
kah Wajib Pajak (WP) telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) yang terdiri dari 10 angka. Bilamana Wajib Pajak belum mem-
punyai NPWP atau mempunyai NPWP yang masih terdiri 6 angka, hen-
daknya scgera mendaftarkan diri terlebih dahulu atau menghubungi
Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah tempat kedudukan Wajib Pajak.
Masalah NPWP ini hendaknya mendapatkan perhatian agar Wajib Pajak
mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan administratip dan tidak
mendapatkan kesukaran pada saat melaksanakan pembayaran.

2. CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN,

2.1, Surat Pernyltaanﬂdi.isi dalam rangkap 2 (dua)
— lembar ke-1 : untuk Kepala Inspeksi Pajak,
— lembar ke-2 : untuk arsip Wajib Pajak.

2.2, Lampiran:
Diisi dengan jumlah dokumen yang disertakan p:1ia Surat Pernya-
taan, Selanjutnya perhatikan keterangan pada angha 2.11.

2.3. Alamat Surat :
Diisi dengan nama dan alamat Kepala Inspeksi Pajak dalam wilayah
tempat kedudukan Badan Usaha.
Contoh : Kepala Inspeksi Pajak Bogor di Bogor.

24, Nama :
Diisi dengan nama pengurus atau wakil Badan Usaha yang berwe-
nang untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengampunan
Pajak,

31
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25.

2.6.

27.

238,

2.9

32

Kedudukan dalam perusahaan :

Diisi dengan jabatan pengurus atau wakil Badan Usaha yang ber-
wenang umtuk menandatangani Surat Pernyataan Pengampunan
Pajak.

Nama Badan Usaha :

Diisi dengan nama Kantor Pusat Badan Usaha sesuai dengan yang
tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib
Pajak (KP. U. 6).

Alamat Kantor Pusat :

Diisi d2ngan alamat Kantor Pusat Wajib Pajak Badan, sesuai dengan
alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pen-
daftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

NPWP:

Diisi dengan Nomor Pokok Wajio Pajak Badan sesuai dengan Kartu

NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajit, Pajak (KP. U, 6).

Jenis Pajak : -

Untuk menyatakan jenis pajak yang dimintakan pengampunan su-

paya diberi tanda silang (X) pada kotak-kotak jenis pajak yang

tersedia, .

Contoh : WP, A mempunyal usaha dan terhutang pajak yang terdirl
dari : Pajak Perseroan, PBDR, MPO Wapu, Pajak Pendapatan
Buruh dan Pajak Penjualan,

Wajib Pajak ingin mengajukan pengampunan pajak mengenai
jenis-jenls pajak tersebut di atas.

Tanda silang (X) harus dibubuhkan pada kotak-kotak jenis
pajak :

No.|  JENIS PAJAK TAHUN P ATAK

Urut
1. |0 pps £1 1983 berurutan mulai dengan 19
2. (O PBDR [ 1983 berurutan mulai dengan 19
3. |O MPO Wapu O 1983 berurutan mulai dengan 19
4. |0 PPd Buruh D 1983 berurutan mulai dengan 19
5. |10 PPn [J 1983 berurutan mulai dengan 19
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2.10. Tahun Pajak :

Oleh karena terdapat saling hubungan antara dasar penghiitungan
beberapa jenis pajak dan tahun pajak, maka sesuai ketentuan Pasal
1 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No#345/KMK. 04/1984 ten-
tang Pelaksanazn Pengampunan Pajak, pernyataan tertulis yang
disampaikar Wajib Pajak harus memuat tzhun 1983 atau tahun-
tahun sebelumnya yang berurutan sampai dengan tahun 1983.

Tahun pajak yang dimintakan pengampunan harus meliputi
tahun-tahun yang berurutan untuk masing-masing jenis pajak.

Contoh 1 :
WP. A baru berusaha dalam tahun 1983 yang berkewajiban atas
jenis p:jak PPs, PBDR, MPO Wapu, PPd Buruh dan °Pn. Pengam-

punan Jiajukan meliputi semua jenis pajak tahun 1983. Pengisian
jenis dan tahun pajak dilakukan sbb.:

No.| JENIS PAJAK TAHUN PAJAK
Urut
1. |® PPs & 1983 berurutan mulai dengan 1983
2. |® PBDR & 1983 berurutan mulai dengan 1983
3. |& MPO Wapu & 1983 berurutan mulai dengan 1983
4. |® PPd Buruh & 1983 berurutan mulai dengan 1983
5. |® PPn & 1983 berurutan mulai dengan 1983
Contoh 2:

WP. B telah berusaha sejak tahun 1960 dan berkewajiban atas jenis
pajak PPs, PBDR, MPO Wapu, dan PPd Buruh tahun 1960. Pengam-
punan yang diajukan meliputi 7 tahun sejak tahun 1977 Pengisian
jenis pajak dan tahun pajak dilakukan sbb. :

No.| JENIS PAJAK TAHUN PAJAK

Urut
1. |& PPs & 1983 berurutan mulai dengan 1977
2. |® PBDR & 1983 berurutan mulai dengan 1977
3. | MPO Wapu &1 1983 berurutan mulai dengan 1977
4. X PPd Buruh X 1983 berurutan mulai dengan 1977
5. [OPPn (0 1983 berurutan mulai dengan 19

i3
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Contoh 3 : : '
WP. C telah berusaha sejak tahun 1970 dan berkewajiban atas PPs

dan PPd Buruh, Baru dalam tahun 1982 ia terhutang jenis pajak
PBDR dan Pajak penjualan. WP.C ingin mengajukan pengampunan
meliputi 3 tahun, Pengisian jenis pajak dan tahun pajak dilakukan
sbb. :

No. | JENIS PAJAK TAHUN PAJAK
Unut
1. |&®PPs X 1983 berurutan mulaj dengan 1981
2. |® PBDR (X 1983 berurutan mulai dengan 1982
3. |OMPO Wapu | OJ 1983 berurutan mulai dengan 19
4. | PPd Buruh B3 1983 berurutan mulai dengan 1981
5. |&PPn [BJ 1983 berurutan mulai dengan 1982
Dokumen yang harus dilainpirkan :

Surat Pemnyataan harus dilengkapi dengan Neraca per 1 Januari
1984 (KP. P, 5) dan Tanda Bukti Setorin Uang Tebusan Pengam-
punan Pajak (KP,P.6),
Apabila Neraca dan Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan belum siap
untuk dilampirkan, maka dokumen teisebut dapat disusulkan
kemudian selambat-lambatnya tanggal 31 Dcsember 1984,
Dalam hal Neraca dan Tanda Bukti Seto.an Uang Tebusan dilam-
pirkan maka pengisian surat Pernyataan dilakukan sebagai berikut :
I. ® Neraca per 1 Januari i dilampirkan.

1984,

1, O disusulkan kemudian.
2. ® Tanda Bukti Setoran 2. K dilampirkan
« Uang Tebusun Pengam-

punan Pajak, O disusulkan kemudian.
Dalain hal Daftar Kekayaan, Meraca dan Tanda Bukti Setoran
Uang Tebusan belum dapat difampirkan, maka pengmannya di-
lakukan sebagai berikut :
1. ® Neraca per | Januari 1. O dilampirkan

1984,
& disusulkan kemudian.

2. B Tanda Bukti Setoran 2. 1 dilampirkan.
Uang Tebusan Pengam-
punan Pajak, & disusulkan kemudian.
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2.12, Tempat, tanggal dan Surat Pemyataan :
Diisl dengan nama kota dan tanggal Surat Pernyataan dibuat,

2.13. Yang memberi pemnyataan :
Ditanda tangani oleh pengurus atau wakil Badan Usaha yang me-
ngajukan pengampunan pajak. Di bawah tanda tangan supaya di-
cantumkan nama jelas pengurus atau wakil Badan Usaha,

3.LAIN-LAIN, :
3.1, Tahun pajak yang dimintakan pengampunan pajak tidak dibatasi
awal tahun urutannya,

3.2, Pengertian Badan Usaha meliputi :

1. Perseroan Terbatas 9. Persekutuan, Perseroan atau
2. Perseroan Komanditer Perkumpulan lainnya.

‘3. PT. Negara 10. Firma ’

4. Perjan 11. Kongsi

5. PT. Persero 12. Perkumpulan Koperasi

6. Perum 13, Yayasan atau Lembaga

7. PT. Daer.h 14. Bentuk Usaha Tetap

8. Perusahaan Daerah 15, Bauiibank Fecmerintah dan

Bentuk Badan LN, .

Termasuk dalam pengertian Kongsie, Persekutuan atau Perkumpuls

an lainnya, Kantor Akuntan, Konsulen Pajak; Pengacara, Dokter,
Notaris dan Konsulen yang bekerja dalam gabungan (Partnership)
termasuk dalam pengertian Persekutuan, Perkumpulan atau Kong-
sie yang termasuk dalam pengertian Badan Usaha yang dikenakan
Pajak Perseroan.

35
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DEPARTEMEN KEUANGAN R. 1.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR KEKAYAAN
(IRANG PRIBADI

(KP.P.4)

I. UMUM,
Daftar Kekayaan Orang Pribadi (KP. P. 4) merupakan kelengkapan dari
Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP. P. 2) dan wajib diisi oleh
Wajib pajak, baik yang menyelenggarakan pembukuan maupun yang
tidak.
Dalam Daftar Kekayaan dicantumkan nilai harga maupun hutang wajib
pajak secara lengkap, baik yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberi.
tahuan (SPT), maupun yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan.
Perincian daripada harta maupun hutang wajib pajak diberitahukan da-
lam daftar lampirun yang disediakan, Wajib Pajak yang menyelenggara-
kan pembukuan hendaknya memperhatlkan bahwa di samping Daftar
Kekayaan Orang Pribadi (KP, P, 4) harus pula melampirkan Neraca per |
Januari 1984 (KP, P, 5) menurut keadaan yang sebenarnya.
Khusus mengenai kekayaan yang telah diputihkan, hendaknya menjadi
perhatian bahwa sekalipun modal atau uang yang bersangkutan telah
memperoleh fasllitas pemutihan namun tetap harus dilaporkan dalam
Daftar Kekayaan per | Januari 1984, Kealpaan tidak memasukkannya
ke dalam Daftar Kekayaan dapat mengakibatkan kerugian bagl wajib
pajak di kemudian hari,
Di bawah ini diuraikan cara pengisian kolom 4 (Nilai Kekayaan Keppres
No. 26 Th. 1984) dari Daftar Kekayaan per 1 Januari 1984,

IL. CARA PENGISIAN,

NOMOR KODE (1)
MODAL DALAM PERUSAHAAN DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

Yang harus dimasukkan dzlam kode ini ialah semua jumlah nilal penyer-

taan modal dalam rupiah sesual Keppres No. 26 Tahun 1984 yang di-

tanam pada :

a. Perusahaan sendiri, apabila menyelenggarakan pembukuan. Diisl
berdasarkan Neraca yang sebenarnya per 1 Januari 1984,
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—————————— -

b. Perusahaan lain, o e
Diisi berdasarkan modal yang sesungguhnya ditanam menurut keada-
an per 1 Januari 1984,

Catatan :
Perinciannya supaya dijelaskan pada lampiran I,

NOMOR KODE (2)
BARANG TAK GERAK

Yang dimasukkan dalam kode ini ialah semua barang tak gerak, baik yang
berwujud maupun tak berwujud, yang dimiliki per 1 Januari 1964, tidak
termasuk barang tak gerak dari perusahaan sendiri yang menyelenggara-
kan pembukuan.

Nilal barang tak gerak menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984 didasar-
kan pada nilai perolehan dikalikan dengan faktor penyesuaian menurut
Keputusan Menteri Keuangan No. 966/KMK. 04/1983.

Faktor Penyesualan seperti ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 966/KMK. 04/1983, dapat digambarkan sebagai
berikut :

Tahun Perolehan Faktor Penyesuaian
1970 dan sebelumnya 637
1971 592
1972 5,87
1973 486
i974 3,30
1975 2 15
1976 229
1977 204
1978 1,86
1979 1,66
1980 j 1,39
1981 1,20
1982 1,10
1983 1,05
1984 1,00

Catatan :

— Suatu harta yang nilainya menurut SPT PKk telah melampaui nilai
perolehan berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1984, maka nilai
menurut SPT tersebut itulah yang benai.

— Karena nilai menurut SPT itu sudah benar, maka Nilai Keppres Nomor
26 Tahun 1984 sama dengan nilai Surat Pemberitahuan Pajak Kekaya-
annya (SPT PKk). :
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KETENTUAN KHUSUS UNTUK RUMAH TINGGAL

a. Bagi wajib Pajak yang memiliki rumah tinggal, untuk satu atau salah
satu .rumah tinggal diperkenankan penilaian menurut cara sebagai
berikut :
— Rp. 10.000,000,00 pertama dinilai : 10 %
— Rp. 10.000,000,00 berikutnya dinilai : 20 % -
— ‘Selebihnya dinilai : 50 %.

Contoh :

Tanak uibeli tahun 1970 diJalan B No. 2 Kebayoran Lama Jakarta, selu-
as 600 m2 dengan harga Rp, 1.800.000,00.

Di atas tanah tersebut dibangun rumah pada tahun 1975 dengan luas
bangunan 400 m2 dengan biaya Rp, 20.000.000,00.

Karena baik tanah maupun rumah tersebut dibeli dari pendapatan yang
pajak-pajaknya belum ' pernah atau belum sepenuhnya dikenakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penilaian
atas tansh dan bangunan menurut Keppres No. 26 tahun 1984, adalah
sebugai berikut :

Pernitungan :
Tanah :  Rp. 1.800.000,00 X 6,37 = Rp. 11.466.000,00.
Bangunan : Rp,20.000.000,00 X 2,75 = Rp. 5§5.000.000,00,

Jumlah = Rp. 66.466.000,00

Nilai dari rumah tinggal untuk satu atau salah satu rumah tinggal per
1 Januari 1984 menurut KEPPRES No. 26 tahun 1984 dihitung s:bagai

berikut :
= 10% X Rp. 10.000.000,00
— 20% X Rp.10.000.000,00 -
- 50% X Rp 46.466.000,00 Rp. 23.233.000,00
Jumlan Rp.26,233.,000,00

b. Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan, bahwa ia tidak sepenuh-
nya menguasai sebagian kekayaan yang dimilikinya, misalnya karena
harga sewa rumahnya ditetapkan oleh yang benwajib atau rumahnya
dikuasai oleh yang benvajib, sehingpa harga sewanya terkekang,
maka untuk menghitung nilai kekayaan menurut KEPPRES No. 26
tahun 1984 dari barang tak gerak tersebut adalah 10 % X nilai per-
olehan X faktor penyesuaian, Penghitungan nilai kekayaan ini berlaku
pula bagi mereka yang memiliki hanya satu rumah tetapi tidak sepe-
nuhnya dikuasai,

Rp. 1.000.000,00
Rp. 2.000.0C0,00
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Contch : _ )

Andaikata rumah yang tersebut dalam contoh pada ad. a tersebut di atas
tidak sepenuhnya dikuasai, maka nilai kekayaan'dari rumah tersebut
menjadi = 10 % X Rp. 66.466,000,00 = Rp. 6.646.600,00.

Catatan : .

Perincia harta tak gerak yang meliputi bangunan dan tanah supaya di-
jel.skan pada lampiran II. Dalam hal tanah daa bangunan yang ada di
atasnya tidak bersamaan tahun perolehannya, maka rumah dan bangunan
tersebut dicantumkan masing-masing pada lampiran Ila untuk Bangunan
dan lampiran IIb untuk Tanah.

NOMOR KODE (3)
HARTA GERAK

Yang harus dimasukkan dalam kode Ini ialah semua jumlah pilaj peroleh-

an dari harta gerak yang dimiliki pada 1 Januari 1984. Harta gerak yang

berdasarkan suatu peraturan dibebaskan dari Pajak Kekayaan harus

juga dimasukkan, misalnya :

a. Tabungan berhadiah 1969 menurut Keputusan Menteri Keuangan
R.l. Nomor KEP-69/MK/I1/2/1969 tanggal 17 Pebruari 1969.

b. Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) dan Tabungan Asuran-
si Berjangka (TASKA) menurut Keputusan Menteri Keuangan R.L
Nomor KEP-615/MK/11/8/1971 tanggal 12 Agustus 1971,

c¢. Saham-saham yang dimiliki darl badanbadan yang memperoleh masa
bebas pajak (tak holiday) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-un-
dang No. 6 tahun 1968 (PMDN).

d. Deposito dan tabungan yang disimpan dalam Bank sekurang-kurang-
nya satu tahun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 6
tahun 1968 (PMDN).

e. Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.. !
No. KEP-210/MK/11/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.62/1983 tanggal 8 Juni 1983
mengenai deposito berjangka yang dinyatakan dalam mata uang
rupiah atau valuta asing,

f. Saham/bukti penyertaan modal yang dimiliki berdasar Keputusan
Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-1676/MK/11/12/1976 tanggal
28 Desember 1976.

Catatan :

Apabila nilai perolehan lebih rendah dari pada nilai jual menurut SPT

PKk 1984, maka nilai yang dipakai sebagal dasar yerhitungan adalah
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nilai SPT PKk. Perincian harta gerak tersebut di atas supaya dijelas.
kan dalam Lampiran I,

NOMOR KODE (4)
LAIN - LAIN

Yang dimasukkan dalam kode ini ialah remua kekayaan lain yang belum
disebutkan di atas yang dimiliki 1 Januari 1984, dinilai menurut nilaj

perolehannya.
Kekayaan yang tidak perlu diberitahukan dun karenanya tidak perlu

dimintakan pengampunan, ialah :

a. 1. Barang logam mulia, mutiara dan batu permata seluruhnya barang.
barang tersebut nilai uangnya tidak lebih dari Rp. 2.000.000,00.
Perhatian :

Jika nilai uang (harga pasaran) perhiasan tersebut pada 1 Januari
1984, melebihi Rp, 2.000,000,00 maka seluruh perhiasan tersebut

dimasukkan dalam penghitungan pengampunan dan penilaiannya
menurut harga/nilai perolehan.

2, P.rlengkapan rumah tinggal misalnya : tempat tidur, meja/kursi
m kan, meja/kursi tamu, almari pakaian dan sebagainya.

3. Barang budaya dan kelmuan. :

4. Pakaian dan bahan makanan.
1 s/d 4 sepanjang barang-barang tersebut bukan merupakan per-
sediaan barang dagangan dan tidak digunakan untuk melakukan
suatu perusahaan atau pekerjaan.
b. Polis bunga seumur hidup.
c. Hak atas tunjangan seumur hidup, jika hak itu diperoleh dengan jalan
pembayaran premi yang berjumlah paling tinggi Rp. 75.000,00 se-
tahun.

d. Hak atas pensiun dan tunjangan, yang diberikan oleh Pemerintah atau
yang tethutang oleh majikan karena kerja yang telah dilakukan.

Catatan : )
Perincian lain-lain kekayaan supaya dijelaskan dalam Lampiran IV,

NOMOR KODE (5)
JUMLAH NILAI SELURUH KEKAYAAN

Diisi dengan jumlah angka dari nomor kode (1) sampai dengan (4).
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NOMOR KODE (6)

DIKURANGI : BAGIAN KEKAYAAN YANG TIDAK
DIKENAKAN PAJAK

Diisi dengan bagian kekayaan yang tidak dikenakan pajak yang sudah

dimasukkan pada nomor kode (3), seperti :

a, Tabungan berhadiah 1969 menurit Keputusan Menteri-Xeuangan
R.I. Nomor KEP-69/MK/I1/2/1969 tanggal 17 Pebruari 1969;

b. Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) dan Tabungan Asuran-
si Berjangka (TASKA) menurut Keputusan Menteri Keuangan R.I.
Nomor KEP-615/MK/11/8/1971 tanggal 12 Agustus 1971;

¢. Saham-sahamn yang dimiliki dari Badan-badan yang memperoleh masa
bebas pajak (tak holiday) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-un-
dang No. 6 Tahun 1968 (PMDN);

d. Deposito dan tabun3zan yang disimpan untuk sekurang-kurangnya satu
tahun berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang.undang No. 6 tahun 1968
(PMDN);

e. Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.L
No. KEP-210/MK/11/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat Edarar.
Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ, 62/1983 tanggal 8 Juni 1983
mengenai deposito berjangka yang dinyatakan dalam mata vang rupi-
ah atau valuta asing, dengan catatan dcposito berjangka dalam mata
uang rupiah yang dimiliki oleh bukan penduduk Indonesia tetap tidak
dapat dikurangkan;

f. Saham/bukti penyertaan modal yang dimiliki herd;sarkan Keputusan

Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-1676/MK/11/12/197§ tanggal
28 Desember 1976.

-

NOMOR KODE (7)

DIKURANGI : HUTANG YANG ADA PADA
1 JANUARI 1584

Diisi dengan jumlah hutang yang masih ada pada 1 Januari 1984. Hutang
yang telah tercantum dalam neraca perusahaan dan atau hutang yang
dipergunakan untuk kekayaan yang termasuk Nomor Kode (5) yang ti-
dak dikenakan pajak, tidak termasuk dalam nomor kode (7) ini.

Catatan :

Perincian hutang yang ada pada 1 Januari 1984 dijelaskan dalam Lampir-
an V.
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NOMOR KODE (8)

. DIKURANGI : BAGIAN KEKAYAAN YANG TELAH
DIAJUKAN PENGAMPUNAN

Yang dimasukkan dalam kcde ini adalah jumlah modal yang ditanam
pada peruszhaan lain yang telah mengajukan pengampunan sesuai KEP.
PRES No. 26 tahun 1984 dan telah tercantum dalam Nomor Kode (1). .

NOMOR KODE (%)
JUMLAH NILAI KEKAYAAN BERSIH

Cukup jelas,

NOMOR KODE (10)
SELISIH NILAI KEKAYAAN BERSIH

Cukup jelas,

NOMOR KODE (i1)
JUMLAH UANG TEBUSAN

Cukup jelas.

NOMOR KODE (i2)
JUMLAH UANG TEBUSAN YANG DIBAYAR

Cukup jelas.
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IR EERET IR

PETUNJUK
PENGISIAN NERACA PER 1 JANUARI 1984
(KP. P, 5) :

A. UMUM. -
1. Neraca per | Januari 1984 (KP. P, 5) merupakan kelengkapan dari
Surat Pernyataan Pengampunan Pajak dan wajib diisi oleh Wajib
Pajak yar g menyelenggarakan pembukuan, yaitu :
1,1, Wajib Pajak Badan,
1.2. Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila selain mempunyai kekayaan

pribadi juga mempunyai kegiatan usaha yang diselenggarakan
dengan pembukuan,

2. Dasar penilaian aktiva dan pasiva adalah nilai perolehan.
Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian
kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah nilai
menurut Surat Pemberitahuan (SPT).

3. Khusus mengenai aktiva yang telah diputihkan, hendaknya menjadi
perhatian bahwa sekalipun aktiva yang bersangkutan telah memper-
oleh fasilitas pemutihan namun harus dilaporkan ke dalam neraca
per | Januiri 1984,

Kealpaan t: lak memasukkannya dalam Neraca per | Jaauari 1984
dapat mengakiba*kan kerugian bagi Wajib Pajak di kemudian hari.

4, Tujuan dari pengisian Neraca per | Januari 1984 adalah untuk me-
nentukan besarnya modal bersih (owners equity), baik modal ber-
sih menurut SPT maupun mocal bersih menurut Keppres No. 26
Tahun 1984,

Yang dimaksud dengan modal bersih di sini adalah selisih jumlah
Harta dan Hutang yang tercantum dalam Neraca.

B. CARA PENGISIAN,

I. CARA PENGISIAN BAGIAN AKTIVA.
1. Nomor Urut,
Diisi dengan nomor urut perkiraan sesuai dengan sistim perkiraan
yang dipergunakan dalam pembukuan/Neraca Wajib Pajak.
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2. Perkiraan,

Diisi dengan nama perkiraan aktiva sesuai dengan sistim perkiraan

yang dipergunakan dalam Pembukuan/Neraca Wajlb Pajak yang

meliouti :

a. Aktiva tetap berwujud seperti Tanah, Bangunan, Mesin.

b. Aktiva tetap tidak berwujud seperti Goodwill, Hak Patent dan
sebagainya.

c. Aktiva lancar seperti Kas/Bank, Piutang Dagang, Piutang lain.
nya, biaya dibayar di muka dan sebagainya.

d. Aktiva lainnya seperti Prabot Kantor, Kendaraan Motor dan
sebagainya.

3. Nilai Aktiva menurut SPT,

Diisi sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT).
Dalam hal tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, diisi
dengen nilaj aktiva per 1 Januari 1984 menurut pembukuan
Wajib Pajak sebelum dimintakan pengampunan.

4. Nilai Aktiva menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984,

Dasar penilaian aktiva adalah nilai perolehan, tanpa dikalikan
dengan faktor penyesuaian.

Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilai-
an kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan
adalah nilai menurut Surat Pemberitahuan (SPT).

IL. CARA PENGISIAN BAGIAN PASIVA.

Analisis kebijakan ...,

1. Nomur Urut,

Periksa angka 1.1. di atas.

2. Perkiraan.

Diisi dengan nama perkiraan Pasiva yapg meliputi :

a. Hutang jangka pendek seperti Hutang Dagang, Bank, Blaya
yang masih harus dibayar,

b. Hutang jangka nanjang seperti Hipotek, Pinjaman Obligasi dan
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya.

¢. Modal terdiri dari Modal Saham, Cadangan, Laba yang belum
dibagi dan Laba Rugi Tahun Berjalan atau selisth antara

' harta dan hutang.

. Nilai Pasiva menurut Surat Pemberitahuan (SPT)..

Diisi sesuai dengan SPT.

Dalam hal tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, diisi

dengan nilai- pasiva per 1 Januari 1984 menurut pembukuan

Wajib Pajak sebelum dimintakan pengampunan.

Diah Novita, FISIP Ul, 2006.



C.

4. Nilai Pasiva menurut KEPPRES No. 26 Tahun 1984,
Dasar penilaian pasiva adalah nilai perolehan.
Dasar penilaian bagi Wajib Pajak yang telah mengadakan penilaian
kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan adalah
nilai menurut Surat Pemiberitahuan (SPT).

IKHTISAR NERACA PER 1 JANUARI 1984 DAN PENGHITUNGAN
UANG TEBUSAN., ,

Neraca per 1 Januari 1984 (KP. P. 5) supaya disampaikan t erikut Ikhti-
sar Neraca per 1 Januari 1984 dan Penghitungan Uang Tebusan disertai
pernyataan Wajib Pajak atau Kuasanya sebagai contoh berikut

IKHTISAR NERACA PER 1 JANUARI 1984

DAN
PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN
(HANYA UNTUK W.P. BADAN)
: =
No. Nilal Menurut
Kode Uraian Selisth
SPT | KEPPRES No. 26/84
1 2 3 . 4 % 5

I. | Aktiva |Rp. Rp. _ ﬁ

II. | Pasiva

—

Hutang Rp. Rpza Rp.
p Modal Pp. Rp. - | Rp.

T

IlI. |Uang Tebusan ‘

1. |Selisih Modal : Rp. (x)
2. |Dikurangi : Aktiva yang dimunculkan yang men-

dapat fasilitas pembcebasan dan atau

aktiva yang telah diajukan pengam-

punan pajak.
3. |Dasar Perhitungan Uang Tebusa Rp.
(1-2) :
4. |Jumlah Uang Tebusan Rp.
1%/10% X Rp. feererenenns :
5. | Uang Tebusan yang telah disetor - Rp.
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Ikhtisar Neraca Per 1 Januari 1984 dan Penghitungan Uang Te-
busan tersebut di atas, dibuat berdasarkan Neraca per 1 Januari
1984 (KP. P, 5), yang telah disusun dengan benar dan lengkap
dengan sepengetahuan dan kesadaran sepenuhnya atas akibat.
akibatnya.

Wajib Pajuk/Kuasa,

Catatai : .

Karena dasar perhitungan uang tebusan adalah selisih nilai modal, maka

aktiva yang diperkenankan untuk dikurangkan pada Kode II1.2. ini ter-

batas pada aktiva yang sumber pembiayaannya berasal dari modal sendiri.

Aktiva yang berasal dari pinjaman tidak dikurangkan, karena dalam

menghitung selisih nilai modal sebagai dasar perhitungan uang tebusan,

telah dihitung sebagai pengurangan.

Aktiva vang mendapat fasilitas perpajakan antara lain ;

— Deposito berjangka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl
Nomor KEP-210/MK/I1/4/1973 tanggal 12 April 1973, yo. Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ. 62{1983 tanggal
8 Juni 1983,

—  Saham/Bukti penyertaan modal yang dimiliki berdasarkan Keputus-
an Menteri Keuangan R.I. Nomor KEP-1676/MK/12/1976 tanggal
28 Desember 1976.

Bagian aktiva berupa saham atau bukti penyertaan modal yang ditanam

dalam perusahaan lain yang dapat dikurangkan adalah saham atau bukti

penyertaan modal yang telah diajukan pengampunan Sesuai Keppres

Nomor 26 Tahun 1984 dan telah fercantum dalam Kode I (kolom 5).

D. SELISIH JUMLAH KEKAYAAN BERSIH.

1, Selisih jumlah kekayaan bersih/modal yang dimintakan pengam-
punan, sebagaimana tercantum dalam nomor Kode 11.2. kolom 5
darj Ikhtisar Neraca per 1 Januari 1984 (di bawah uraian huruf C),
sesuai Ketentuan Pasal 4 Keppres Nomor 26 Tahun 1984 dapat

~ dimasukkan dalam modal perusahaan.

2. Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusa-
haan dibebaskan dari Bea Meterai Modal.

3. Penambahan nilai ssham atau pemberian saham baru kepada peme-
ganz saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebas-
kan dari pengenaan Pajak Pcnghasilan.
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PETUNJUK
PENGISIAN SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN
PAJAK
(KP. P. 6)

1. PENGGUNAAN SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUN-
AN PAJAK (KP. P, 6)
Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P, 6), khusus di-
gunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran Uang Tebusan Pe.
ngampunan pajak berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1984, oleh :
a. Wajib Paja’: Orang Pribadi;
b. Wajib Pajak Badan,

2. PENGISIAN RUANG SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PENGAM-
PUNAN PAJAK,
2.1, Membubuhkan tanda silang (X) pada kotakkotak yang tersedia :
2.1.1. Bubuhkan tanda silang (X) pada kotak Wajib Pajak Orang
Pribadi/Perseorangan, apabila yang meminta pengampunan
pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi/Perseorangan.
2.1.2. Bubuhkan tanda silang (X) pada kotak Wajib Pajak Badan,
apabila yang meminta pengampunan pajak adalah Wajib
Pajak Badan,
2.2. Pengisian Nama Wajib Pajak :
Diisi dengan nama terang dari Wajib Pajak yang meminta pengam-
punan pajak :
a. Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai
dengan kartu NPWP.
b, Wajib Pajak Badan diisi dengan nama Badan sesuai dzngan Kartu
NPWP, ‘ .

2.3, Pengisian NPWR':
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai
dengan yang tercantum dalam Kartu NPVWP atau Tanda Bukti
Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).

2.4, Pengisian alamat ;
Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam
Kartu NPWP atau Tanda Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP. U. 6).
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2.5. Pengisian Inspeksi Pajak :
Diisi dengan nama Kantor Inspeksi Pajak dimana Wajib Pajak Ter-
daftar, '
2.6. Pengisian Ruang Pembayaran :
2.6.1. Yang diisi oleh Wajib Pajak :
— Nama tempat Kantor Penerima Pembayaran,

Diisi nama Kantor Inspeksi Pajak dimana Wajib Pajak

terdaftar dan Kantor Kas Negara di tempat pembayaran

akan dilakukan,
) ~ Jumlah setoran uang tebusan pengampunan pajak yang
harus dibayar :

a. Dilsi dengan tarip 1 % atau 10 %.

b. Dilsl angka jumlah kekayean yang dijadikan dasar
untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pe-
ngampunsn,

¢. Hasil perkalian tersebut dicantumkan pada kotak yang
disediakan, cisertai pengisian jumlah setoran Uang
Tebusan Pengampunan Pajak yang akan dibayar dalam
huruf,

— Tempat dan tanggal diiakukan pembayaran,
Diisi nama kota da. tanggal dilakukan pembayaran.
— Tanda tangan dan nama terang.
Diisi tanda tangan dan nama terang penyetor/Wajib Pajak,
2.6.2. Yang diisi oleh Kantor Penerima Pembayaran.
— Ruang teraan Kas Repister.

Cukup jelas.

Catatan :  Untuk pembayaran/penyetoran melalui Kantor
Pos dan Giro serta melalui Bank Persepsi, sepan-
jang Kantor tersebut tidgk menggunakan mesin
Kas Register, ruang teraan Kas Register ini supa-
ya dikosongkan. N

- Tanggal diterima.

Pada bagian bawah sudut kanan, dlisi dengan tanggal,

bulan dan tahun dilakukan pembayaran.

Selanjutrya bubuhkan tanda tangan (cap tanda tangan),

nama terang petugas dan cap dinas Kantor Penerima

Pembayaran Pajak.
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.. PEMBAGIAN LEMBAR SURAT SETORAN UANG TEBUSAN PE-
NGAMPUNAN PAJAK KP.P. 6 OLEH KANTOR PENERIMA PEM.
BAYARAN PAJAK.

Satu set Surat Setoran Uang Tebusan Pengampunan Pajak (KP. P, 6)

terdiri dari 4 (empat) lembar, dibagikan masing-masing sebagai berikut :
_ Lembar 1 : WARNA KUNING MUDA

Untuk Inspeksi Pajak melalui Kantor Penerima Pem- »
bayaran.

_ Lembar2 : WARNA PUTIH ;
Untuk Wajib Pajak sebagai bukti penyetoran.

— Lembar3 : WARNA MERAH MUDA
Untuk Wajib Pajak guna dilampirkan pada Daftar Ke-
kayaan dan atau Neraca per 1 Januari 1984, .-

— Lembar4 : WARNA HIJAU MUDA
Untuk Arsip Kantor Penerima Pembayaran Pajak,
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. DEPARTEMEN KEUANGAN R.L
~ DIREKTORAT JENDERAY. PAJAX

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR LAMPIRAN FERNYATAAN
PENGAMPUNAN PAJAK
(KP.P.7)

1. UMUM,
SURAT PENGANTAR LAMPIRAN PERNYATAAN PENGAMPUNAN
PAJAK (KP.P.7) :
Adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan Lampiran berupa ;
Daftar Kekayaan Orang Pribadi per 1 Januari 1984,
Neraca per | Januari 1984,
Tanda Bukti Setoran Uang Tebusan Pengaripunar Pajak dan
Lain-lain dokumen, yang belum dilampirkan pada penyampaian
Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (K, P, 2/KP. P, 3),

2. CARA PENGISIAN.
2.1, Surat Pengantar Lampiran Pernyataan Pengampunan Pajak dibuat
rangkap 2 (dua) :
— Jembar ke | : untuk Kepala Inspeksi Pajak.
— Lembar ke 2 : untuk arsip Wajib Pajok.

2D, Lampiran Surat : .
Diisi dengan jumlah dokumen yang dikirimkan oleh Wajib Pajak.,

23. Alamat Surat ;
Diisi dengan nama dan alamat Kepala Inspeksi Pajak, sesuui dengan
yang tercantum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP,
P.2/KP.P.3),

24, Tanggal : :
Diisi dengan tanggal Surat Pernyatazn Pengampunan Pajak (KP. P.2/
K?.P3). '

25.Nama:
Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan, sesuai dengan
nama yang tercantum pads Gu:af Pernyataan Pengampunan Pajak
(KP.P. 2/KP.P, 3).
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26.NPWP:
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan yang tercan-
tum pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak (KP.P. 2/KP.P.3),

2.7. Dokumen yang disusulkan :
Diisi tanda silang (X) pada kotak masing-masing dokumen yang
disusulkan,

2.8. Tempat dan tanggal Surat Pernyataan :
Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pengantar dibuat.

2 9. Tanda tangan :
Diisi dengan tanda tangan dan nama terang dari Wajib Pajak atau
Kuasa yang mengirimkan dokumen Pengampunan Pajak.
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